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KATA PENGAl'ITAR 

Puj i .syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kasib karena atas 

berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesalkan tesis yang berjudul Analisis 

Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang~undang No.28 Tahun 2007 Juncto 

Pemturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5 Tahun 2008. Pernilihan 

tema tesis ini di!atarbelakangl adanya fenornena yang bersifat kontroversfal terkait 

dengan pengampunan pajak dan kebijakan Pasal 37A Undang-undang No 28 

Tahun 2007, lazim dikenal Kebijakan Stm.~·eJ Policy. P:ada awalnya pemerintah 

tidak setuju dengan permlntaan masyarakat untuk melak:ukan program 

pcngampunan pajak, namun pada akblmya pemerintah mcngadopsi keinglnan 

masyarakat dalam Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007 dan seianjutnya 

akibat desakan masyarakat juga pemerintah melakukan perpanjangan waktu 

pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy. 

Pcnulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganaDsis la.rar 

belakang penerapan pengampunan pajak dalam Hukum Pajak di Indonesia, esensi 

Kebijakan PenguranganJPenghapusan Sanksi Administrasi dalam Pasal 37A 

Undang-undang No.28 Tahun 2007. Jatar belakang penggunaan istilah Sunset 

PoliLy bagi Kebijakan Penguran,gan/Penghapusan Sanksi Adminislrasi dalam 

Pasal 37A Undang-undang No.28 Tahun 2007, Jatar belakang pemilihan Sunset 

Policy oleh pemerintah sebagal sato bentuk fasilitas pajak bagi Wajib Pajak, aspek 

keadilan dalam Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasl Dalam 

Pasal J7A Undang-undang No.28 Tahun 2007 bagi Wajib Pajak serta 

implementasi kebijakan Sunse1 Policy. 

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 

mcncapai gelar Magister Hukum pada Fakuitas Hukum Universitas Indonesia. 

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan blmbingan dari berbagai pihok, dari 

masa perkofiaban sampai pada penyusunan te:sis ini, sang,atlah sulit bagi saya 

umuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu. saya mengucapkan terima kasih 

kepada: 
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Nama 
Program Studi 
Judul 

ABSTRAK 

: Dcvi Sonya Adrince 
: Ilmu Hukum Kekhusususan Hukum Ekonomi 
: Analisis Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang~ undang No 

28 Tahun 2007 Juncto Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang No 5 Tahun 2008 

Mengantisipasi pcningkatan penerimaan pajak scbagai sumber dana bagi 
APBN, Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan perbaikan di berbagal aspck. 
salah satunya dengan menempub reformasi perpajakan. Reformasi Perpajakan 
khususnya Reformasi Peraturan dan Kebijakan Perpajakan datam tubuh Direktorat 
Jenderal Pajak memberikan dampak pada tuntutan kesetaraan antara Wajib Pajak 
dan F!skus serra tuntutan pemberian fastlitas perpajakan scperti pengampumm 
pajak bagi Wajib Pajak. Pengampunan Pajak sebenarnya bukan hal baru di 
Indonesia, pengalaman pertama pengampunan pajak terjadi melalui Penetapan 
Presiden Rl Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak dan 
kedua pada tahun 1984 dengan Kepulusan Presiden Nomor 26 Tahun J 984 
tentang Pengampunan Pajak, Tetapl sejarah mencatat program pengampunan 
pajak tersebut tidak cfeklif karena adanya keenganan Wajib Pajak dan tidak 
tertatanya sistem adminlstrasi perpajakan. Belajar dari pengalaman dan tuntutan 
keuangan negara, sudah scwajarnya pengampunan pajak diberlakukan dan 
penetapan pada tingkatan Undang~undang. Di dalam Undang-Undang No 28 
Tahun 2007 ten tang Perubahan Ketiga Undang-undang No 6 Tahun 1983 Ten(ang 
Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (UU KUP) tcrdapat ketentuan Pasal 
37 A, dlkenal dengan Kebijakan Sunsel Policy, yang memberikan ruang kepada 
Wajib Pajak untuk memperoleh fasilitas pegarnpunan pajak. Hal yang perlu 
d1cerrnati adalah pada aspel< substansl Kebijakan Sunser Policy itu sendiri seba.gai 
perangkat hukum yang diharapkan memberi jaminan keadilan dan kepnstian 
hukum yang seimbang antara wewenang )J"egara daiam melaksanakan 
pemungutan pajak, termasuk penerapan sanksi dengan perlindungan hukum 
terhadap hak-hak Wajib Pajak. Sua.tu kebijakan pajak dikatakan baik bila secara 
teknis dapat diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan yang 
praktls atau melalui prosedur administrasi yang efisien. Adapun filosofi dari 
Kebijakan Sunset Policy adalall ballwa Pemerintah memasukan satu pasal baru, 
yahu Pasal J?A dalam UU KUP untuk memberikan kesernpatan kepada Wajib 
Pajak yang hingga saat ini be!um memenuhi kewajiban perpajakannya secara 
benar agar secara sukarela melaporkan atau membetulkart surat pemberitahuan 
tahunan pajak penghasilan secara benar, jelas, dan lengkap dengan menjamin 
pengurangan/penghapusan sanksi atas bunga keterlambaum pehmasan pajak 
tidakibelum sepenuhnya dibayar. Kebijakan SunseT Policy merupakan hasil 
komproml anrara kepentingan Ditektorat Jenderal Pajak untuk mempcrluas base 
daw Wajib Pajak dalam rangka mengamanka.n target penerimaan Neg.ara dcngnn 
kepentingan Wajib Pajak yang menginginkan tax amnesty dan kesetaraan antara 
Wajib Pajak: dan aparat pajak. 
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Name 
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Title 

ABSTRACT 

: Devi Sonya Adrince 
: Science of Law Specializing in Economic Law 
: Analysis of Tax Amnesty Based on The Law Number 28 

of 2007 in conjunction with Government Decree in lieu 
of Law No 5 of2008 

Anticipating the increase of tax revenue as the revenue source for the 
budget, Directorate General of Taxes (DGT) have established improvement in all 
aspect, one of these efforts was tax refonn. Tax Reform particularly in Tax 
Regulation and Policy Reform in DGT have caused effect which requires lhe 
equality between tax payer and tax officer and requires tax facilities such as tax 
amnesty. Indonesia had implemented the tax amnesty program under President 
Decree No 5 of 1964 Concerning Tax Amnesty Regulation and President Decree 
No 26 of 1984 Concerning Tax Amnesty. The History reveals that these tax 
amnesties program were ineffective because of unwillingness of tax payers and 
unorganized of tax administration system. Learning from the failure and the 
budget requirement, tax amnesty should be implemented and applicable in the law 
level. Consolidation of Law of the Republic Indonesia Number 6 of 1983 
Concerning General Provisions and Tax Procedures As Lastly Amended By Law 
Number 28 of 2007 (UU KUP) consist Article 37A, better known as Sunset 
Policy, which give an opportunity to tax payers to have tax amnesty. The thing 
that we should notice carefully is the substance of Sunset Policy itself as a law 
insrrument that expected giving equality and certainty which is equivalent 
between state's responsibility to conduct tax collection, including claim of 
administration penalty and state's law protection to tax payer's right. A tax policy 
is concluded to be well constructed if the policy could be implemented technically 
by having uncomplicated regulations or having an efficient administration 
procedure. The philosophy of Sunset Policy is Government inserted new article, 
article 37 A in UU KUP to give an opportunity to tax subjects who have not 
correctly fulfilled their taxation obligations up to now to report or revise their 
annual income tax notification letters in a correct, clear, and complete manner by 
the granting of reductions or omissions in administrative sanctions in the form of 
interests over taxes which have not been paid in full or in part. Sunset Policy is a 
compromised result between DOT's interest to broader tax payer's data base in 
order to guard the budget revenue and tax payer's interest to require tax amnesty 
and the equality between tax payer and tax officer. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pajak sesungguhnya meropa.kan aJat yang dibebankan negara kepada wargo 

negaranya untuk mendanai pembiayaan negara, agar negara dapat menjalankan 

fungsi dan peranan yang diamanatkan oleh konstitusi. 

Pajak mempunyai fungsi budgerair (penerimaan) dan regu!eJ·ed (pengatur). 1 

Fungsi budgetair clisebut sebagai fungsi utama pajak (fiscal function) yaltu suatu 

fungsl dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara 

optima! ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.l 

Perwujudan: fongsi budgetair ini dapat terlihat pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBNi1 yang setiap tahun disahkan dengan undang-undang.4 

Berdasarkan APBN Tahun 2008, angka penerimaan pajak mencapai nilai 

sebesar Rp 59L978 trilyun ata:u sebesar 75,7% dari total penerimaan dalam negeri 

yang bcrnilai sebesar 78L354,J trilyun. Selanju!nya berdasarkan Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara Tahun 

Anggaran 2009, penerimaan pa.jak ditargeLkan meningkat menjadl sebesar 

Rp725,843 tr11yun atou mengalami kenaikan sekitar 22% dibandlng penerimaan 

pajak Tahun 2008. 

Sniri ~urrnanJU, Pengwuar Peqxyakcn, (Jakarw.;Grnllil, 2005), hlm.JO. 
ibid. 
Haklknt APRN menuntl Rene Stourrn adalah · 
""f1Jr co!ls!ilmimml rtghl wltk:h a natmn poss>Js:;es to amlwri:e public tewmm: and CXJ)(!Iufimtus iices 
not orfgfnutl!s ftom Jlw flxt that 1lw memMrs of the ffllti<m wntrifmte tin: poymtllt!L '!his tight JS based 
en a !6/t•i"r' tdea. 'tile rdea of ;,orereigJJty ". 
Jadllmketat APBN adalah ktduuh.!l.m. Betdi!llrulam P;Isul I ayat (2) UUD 1945 din)'rtLilklla keduulntnn 
adttlah di tartgart rakyat, ,J.u; dih:tkukun scpewuhnya ole!; Majelis Pennusyawer.al.:ahm RakynL Di m::gm 
Repubhk lrn.lum.:siu ini, bctupa QMOII\;'11 ral..-yill wbngai bangsu nkllfi hiilup, im..."ll5 di!ctapl:an olch rnky<.ll 
itu ~ndiri dcngM peronwa:m D¢wan Ptrwakihm Rakyat, nrkyllt m~n~ntu!.;an nasibnya scndlri, l:.rm::nu 
itujuga cara hidupnya yang tt:rct:tmin daldlll APB:.\1, Lihat Arilin P SGeria A!muLija. K11uangm1 Pub/d.: 
Jrl(ltu Per!ipi!l:!ifHJtltum: Toon, haklik don Kritik, (J.nkana:Pen:!rbit HI Ul, 20115), hlm.54-55. 
Nunmmlu, up.cli,, Wn1 34. 
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2 

Jika dicermati, dominasi peranan pajak bag! penerlmaan ncgara dalam 

APBN dar! tahun kc tahun semakin meningkat sebagaimana terlihat daiam Tabel 

l. 

Tabd l. 

No. 

I, 2000 205.334,5 115.912,5 56,5 971.502,6 11,9 

2. 2001 300.5~9,5 185.540,9 61,J +.1~.6;784"'."'28;;0...,,0,_1;.;1':;,0-j 
3. 1 2002 298 .52 7;';, S;--J-..C2;';1.;;'0 .';c08';;7;";,5'---!-7,'70cc, 4i;-+,;1.:;;.87.6 3;;:.2;;o7,:C5 '';.;0-t-il-;'1 '';;.3 -i 

[

4 .. -+:~2c;c00~3~-~34~0~.9~2~8,73-:+c~27.42~.0~478,71-+--c7~1~,0~+2~.~04~5~.8753~,07+71~1,8~ 2004 403.104,6 280.558,8 69,6 2.303.031,0 12,2 
2005 493.919,4 347.031,1 70,3 2.784.960,4 12,5 
2006 ' 636.153,1 409.203,0 ' 64,3 3.338.195,7 12,3 

8. 2007 694.087,9 490.010,9 I 70,6 3.957.403,9 12,4 
9. 2008 1 781.354,1 591.978,4 75,7 4.732.560,4 13,4 
10. 2009' 1 984.786,5 725.843,0 73,7 5.327.537,9 13,6 

Sumbcr. 'ljip l~mml, "Mau:r1 Kuhah Huku;n PaJak pada Pmgnun P115Casarjana, Fakulws liukurn UI'', 2009, 
hlm.2, Lih<i!jug.a !JrtdgoN Swlis.t/Cs 2008·2009. Dcpun:emCil Kcuang:u1 Republlk Jr,du~lu, hlm.2-J_ 
•) Target 

Angka penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan ncgara masih dapat 

ditingkatkan lagi mengingut porsi sumbangan penerlmaan pajnk di Indonesia 

tcrhndap Pendapatan Domestik Bruto.s masih terbilang rendah, yaitu 13%. Jika 

Jar mtio6 bisa ditingkatkan menjadi 20%, maka ada potcnsi tumbahan penerimaan 

negara sebesar Rp 200 lrillun. demikian disampalkan Dm·min Nasution. dalam 

sosialisasi pajak ke partai po!itik.1 

Mengingat peranan pajak yang demlkian dominan datnm penerimaan 

oegaro, maka sesuai dengan fungsl regnlerend, pajak juga dipergunakan oleh 

P!.JIJ :nlaluhjumlah Produk {bru\Q} yang dihasilkan di dalam n~.:geri y1.1ng mcncakup produksi 
dari pen,1sahaan-perusahn:m asing yang ada di lm.!oncsia, namun tidnk termnsuk perusahaan ~ 
pcruS<Jbaan lndonesin yang ada di luar oegcri selama kurun waktu lcrLcnlu {biasunya satu 
tahun). Lihat Tu!us 'fambunnn, Perekonamhm Indonesia St!jak 01·de lama f!ingga PllSca 
Krisi:r, Ccl.l, (Jakarta: Pustaqa, 2006). 
Tat ralio aduluh pcrbtmdingun antara jumlah pajak yang terhimpun dnlnm smu tnhun dengan 
PDB, Lihat, Nurdjaman Arsjad, Bambang Kusomanto clan Yuwono Prawirosctuto, Keutmgan 
Negara, (Jak:tru~:lntermcdla, 1992), hlm,62 dan Nurmanlu, op. cit., ltlm 35. 
"Tax Ratio 20%, Pcncdmaan Pajak Tambalt 200 Triliun," <http;l/\V\'t\V.de!ikm::vts.corn Jrearli 
200910ll2l!L 1064311071963/4> 21 Januarl2009. 
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pemerinra:h sebagal atat untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya pajak dipakai 

sebagai alat kebijakan.8 Pajak digunakan untuk mengarur dan mengendalikan 

kegialan masyarakat agar sejalan dengan rencana pemerlntah. Fungsi regulerend 

tcrscbut diaplikasikan dengan cara positifyaitu dengan memberikan rax incemil'e, 

maupun dengan cara negatifyaitu dengan memberikan des incentive lax. 9 

Mengantisipasi peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber dana bagl 

APBN, Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan perbaikan di berbagai slsi 

dengan menempuh reformasi perpajakan. Reformasi pajak mernilikl makna yang 

luas dan terus berkembang yang mefiputl perluasan basis perpajakan, perbaikan 

adminis1ra.si perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi 

pajak, serta rncngatur pcngenaan pada aset yang berada di luar negeri. 

Jit B.S. Gill menyatakan, suatu sistem penerimaan negara yang rnengurusi 

masalah ptljak perlu di reformasi dengan sedikitnya 4 (empat) alasan ulama. 

Pertama, ketika hukum dan kebijakan pajak menciptakan potensi peningkatan 

penerimaan pajak, jumlah aktual pajak yang mengalir ke kas negara tergantung 

pada efesiensi dan efektifitas adminisrrasi pencrimaan negara. Kedua, kualitas dari 

administrasi penerimaan pajak mempengaruhi iklim investasi dan pengembangan 

.sektor swasta. Ketiga, admlnistrasl perpajakan sccara rutin kerap muncul dalam 

daftar tcratas organisasi dengan kasus korupsi tertinggi. Keernpat, reformasi 

perpajakan diperlukan untuk memungkinkan slstem perpajakan mengikuti 

perkemb.angan terban.J dalam aktivitas Oisnis dan pola penghindaran pajak yang 

semakin canggih. 10 

Reformasi perpajakan memberikan dampak pada aspek keadilan yaitu 

Hmtutan kcsetaraan antara Wajib Pajak11 dan Fiskus12 (pelugas pajak) serta 

' 

Y.Sri Pudyatmoko, Pengrmi(Jr Hu!wm l'ajak, (Yogyukarla:Pcncrbil Andi Yag.yaknn:a, 2002), 
hlm.36. 
!bid., hlm.l6, 

10 Jil B.S. Glll, 'The NuL~ and Bolts of'Revenu;;! Administra!ion reform", Januari 2003. 
11 Wajlb Pajak ad<1lah orang pribadi atau badan, mcliputi pcmbayar pajak, pemotong pajak dan 

pemungut pajuk yung mcmpunyai hak dan ke\Vlljiban perpajaknn sesuai dengan kclcntuan. 
peraluran perundang-unclungan pcrpajakan, Llhat Pasal J angka 2 UU KUP. 

1 ~ "Fiskus" dalam bahas:<1 Belanda adah1h Dilms Pajak!Pcrpajakan. Kuta fiscus bcrasal dari k:ua 
Latin "fisc'' yung bcrurti kcrunjang unng alau pundi·pundi raja yang kemudion mcmpuoylli arti 
yang lebih luas yakni bukan saja scbagui Lernpal manyimpan uang mau bendahara negara. 
telapi juga mc!ipuli pctugas dan aparat ncgara yang hertugas memungv·meng.elola kcuangun 
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tuntutan pemberian fasilitas perpajakan seperti pengampunan pajak bagi Wajib 

Pajak, 

Pengampunan Pajak sebenamya bukan hal baru di Indonesia, pengalaman 

pertam:a pengampunan pajak terjadi melalui Penetapan Presiden RI Nomor 5 

Tahun !964 tentang Pcraturan Pengampunan Pajak. dllkuti pada tahun 1984 

dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun l984 tentang Pcngampunan Pajak 

juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 345/Kl\1K,04/1984 tentang 

Pelaksanaan Pengampunan Pajak juncto Kepurusan Men ted Keuangan Nomor : 

966/KMK.04/1983 temang faktor Penyesuaian Untuk Penghltungan Pajak 

Penghasilan. Tetapi sejarah mencatat peramran pengampunan pajak itu tidak 

efektif, katena keenganan Wajib Pajak dan tidak terratanya sistem administrasi 

perpajakan. Belajar dari pengalaman selama ini dan tuntutan keuangan negara, 

sudah sewajarnya pengampunan pajak tampaknya diper!ukan yang perlu 

ditetapkan dalam tingkat Undang-undang. 1
J 

Pengampunan pajak kembali bergulir pada tahun 2001 saat pemerintah 

menyusun draft Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak Namun sampai 

dengan tahun 2005 draft lerscbut belum juga tereaiisasi. Tidak terealisasinya draft. 

tcrs.ebut karena banyaknya kekuatan po!itik yang turut betpemn. Salah satu 

pcnyebab draft lersebut tidak disepakati adalah Direktorat Jenderal Pajak sebagai 

otoritas pajak membuat kebijakan di luar koridor kapabilitasnya. Pengampunan di 

da!am draft tersebut tidak hanya terkail dengan sanksi administmsi dan tindak 

pidana pajak. melainkan juga tindak pidana lain, yang bukan wcwenang 

Dlrektorat Jenderal Pajak. Oleh karena pembuatan Undang-undang Pengampunan 

Pajak tidak dapat terealisasikan, maka dicari jalan lain untuk mengakomodir 

pengampunan pajak. Dalam rancangan perubahan keliga Undang-undang Numor 

6 Tahun 1983, Pemerintah membuat pasat yang mengakomodir ketentuan 

pengampunan pajak, yang berbentuk pembedan penghapusan sanks.i administrasi 

m:gara tcrmasuk pajak dan beo cukai. Pcngcrtb.m Fiskal mclipmi pcngertllm penerimaan dan 
pcngcluaron uang nego.ru. Lihal Rochmat Soemilro, "Pqjak dan Pemhangmum," {Bandung : 
PT Etesco, 1998}, illm245·246. Lihul juga Nurmantu, op.ch, hlm. !0. 

ll Avilirml, "Amnt:sll Pajak Pt"rlu Prasyar..n Tax Reform", <httpJlw"vwJndef.or.idfxplodf 
up I oadJarl!lf Amncsli%20Pajak%20Perlu%20Syarato/ti20Tax%20Reform,HTM>, Lihal juga 
Ronny Bako, "Amnesd Pajak, Suatu Keharusan", 13isnis lndonesiu, g November 2004. 
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berupa bunga bagi Wajib Pajak yang membetu!kan Surat Pemberitahuan (SPT14
) 

Tahunan dan mendaftarkan dirL Rancangan tersebut akhimya selesai pada tahun 

2007 dan diimplementasikan rahun 200&.15 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebenarnya dapat dibedakon menjadi 

soft tax amnesty dan hard tax amnesty. Soft Tat Amnesty memungkinkan untuk 

memberikan pcngampunan atas sanksi administrasi, sementara Hard Tax Amnesty 

memberikan pengampunan ata.s Sanksi Pidana. Unlungnya, untuk mengantisipasi 

gagalnya Raocangan Undang~undang (RUU) Pengampunan Pajak, peme(intah: 

memasukkan soft tax amnesty ke dalam batang tubuh RUU KUP, yaitu dalam 

PasaJ 37A Undang~undang No 28 Tahun 2007 rentang Perubahan Ketiga atas 

Undang~undang Nom or 6 Tahun I 9&3 tentang Ketemuan Umum dan Tatacara 

Perpajakan. 16 

Keb!jakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrnsi bcrupa bunga 

alas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang dltuangkan 

dalam J>asal 37 A Undang-undang No 28 Tahun 2007 rersebut lazim dlkenal 

dengan Kebijakan Sum;c:I Policy '1 

Pada perkembangnya merebak perdebatan apakah Kebijakan Sunscl Polic.y 

merupakan pengampunan pajak atau bukan. Ada pendapat yang menyatakan 

bahwa Kebijakan Sunsel Policy adalah semacam pengampunan pajak tapi secara 

terselubung (disguised tax amne:uy). Tidak seperti yang diberikan pcmcrlntah 

tahun 1964 dan 1984, yang djnyatakan secara tegas sebagai pengampunan pajak, 

Dikatakan demikian karena mclalui Kcbjjakan Sunset Policy, diberikan 

penghapusan berbagai bentuk beban yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban 

11 SPT aclu!ah surat yang olch W>tjib Puj::tk digunakan untuk mel:~porkan penghitungan danlat:.~u 
pembayarn."l pajak, obyck pujak danlutuu buknn obyck pnjnk, dnn/mau hnrtn dan kewnjibtm 
sesuui \.kngan kclcntuan pcrntunm perundang·undungan perpajakan, !ihat Pt~sul I angka J L 
UU KUP. 

1 ~ "Mencermatl Pt:rumu~an Masalah Kcbljnkan Sunset Polic;/",<htlp:lfmnaimama!i.blw;spoL 
com/2QQ8/07/mencerm:ati·Qt?rl!musan-masalal)-kcbijakun.hlml>, 15 Ju!i 2008. 

16 "Sunset Policy ; Soft Tax AmneMy",< hun:J/inwdahsval wordpn .. ~~-.::omt:2008/09/l5isurucl· 
poticv· satl-ta. .... amrn:ay/>, 15 Seplcmbt-r 2008. 

'
1 lstilah SUJJ.~er policy tidak !erda put dalam f'asal 37 A UU KUP. Sunset Policy sebagai lltsiliw.s 

penghapusan stmk!!i udministrusi buru pcrwmn ka!i mUIJcul dalam Sura! Edarao Dircktur 
JeJtclcral Pajak Nomor JJ!PJ/2008 mnggal27 Juni 200lL 
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perpajakan (Jax burden) yang belum atau kurang dilaksanakan (under comply) di 

masa laluY~-

Menurut Robert Pakpahan 19
, Kebijakan Sunset Policy termasuk dalam Tax 

Amnesty dengan tingkat yang paling rendah. Kebijakan Sunset Policy hanya 

memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administras.i sedangkan pokok 

utang pajaknya tetap harus dHunasi. Pidana fiskal otomatis gugur jlka wajib pajak 

melunasi pokok utang pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan untuk 

tahun-lahuo pajak yang mendapat fasilitas Sunset Policy. Pemberian fasilitas ini 

dibatasi selama sa:lu tahun sejak Undang-undang ini diberlakukan.20 

Hal senada juga diungkapkan oleh Gunadi, bahwa Pasal 37 A Undang­

uodang No 28 Tahun 2007 memberikan pengampunan mini berupa pengurangan 

atnu penghapusan sanksl administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan 

pajak. 21 

Peramran perundangan dengan konsep Sunset Policy berlaku da!am periode 

waktu terlentu, setelah itu peraturan tersebut tidak berlaku lagi. Pasal 37 A 

Undang~tmdang No 2& Tahun 2007 memberikan fasi!itas Sunse1 Policy berupa 

pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dalam kurun waktu satu tahun. 

Pembatasan waktu ini harus dilakukan karena ada kemungkinan disalahgunakan. 

Apabita tidak diberikan batas waktu, justru dapat menyebabkan penurunan 

kepatuhan Wajib Pajak, 

Seiring desakan masyarakat akibat jangka waktu l (satu) tahun yang 

dirasakan terlalu singka:t, maka ketentuan mengenai jangka waktu pemberian 

Kebijakan Sunset Poli<.y kemudian dlperpanjang sampai dengan tanggal 28 

Februari 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Nomor :5 Tahun 2008. Darmin Nasmioo mcngatakan. alasan dilakukannya 

perpaojangan Kebijakun Sunset Policy adalah setelah mencerrnati bahwa begitu 

~~ "Pcngampunan Pajak Tersl.'lubung", <ht[n:I!\\"\'I.W.medanbisnisonline.com.noowo2l05/sunsel-
policy-2008pengamQunan-R.:J.jllk-tl.:rs~.!!l.!ttJ.W'>, 5 Fcbruari 2009. 

19 Direk1or f'eren;;anl'lan <l<tn Potensi Pajak.. Direktoral Jenderal Pajak. 
:u Diljcn Pajak akun Tcrbitkun Sunscl PQ[icy, Bisnis lndoncsia, 25 Agustus 2006. 
~~ Gunadi. Pengumpunan Pajak Setcngt~h hatl, Media Indonesia, 25 Juni 2008. 
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besar antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan kebijakan dimaksud.::!2 Lebih 

l;mjut ditcgaskan bahwa dengan diperpnnjangnya Kcbijakan Sunser Policy maka 

diharapkan jumlnh wajib pajak pribadi bisa meningkat, sehingga hisa menutupi 

kekurnngan penerimaan dari wajib pajak badan, Hal ini tidak bisa sekaligus naik 

mcnggant!kan wajib pajak badan, Letapi blsa membangun basis yang lcbih slabil 

mengingat Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi berfluktuasi lebih rendah 

daripada PPh badan.23 

Kebijakan Sunset policy bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih 

jujur, konsisten, dan sukarela melaksanakan kewajiban pajaknya. Pemberian 

kesempatan kepada Wajib Pajak to became the honest rax payer melalui 

pcngarnpunan paja.k diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di 

masa yang akan datang. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi memberikan 

kescmpatan bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan keterbukaan (disclosure) aras 

kewajiban perpajakannya, sebelum diterapkannya penegakan hukum {law 

enforcemem) pajak. Oleh karena sete!ah Kebijakan SunseT Policy berakhir, 

Direktur Jenderal Pajak akan melakukan upaya penegakan hukum berdasarkan 

informasi yang Lelah dimiliki. 

. Berdasarkan hal tersebut diatas,. maka diharapkan langkah pemerintah dalam 

kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas 

keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang tertuang dalam 

Pasal 37A L'ndang-undang No 2& Tahun 2007 mendapatkan respon yang positif 

dari masyarakat agar secara suka rela melaksanakan l<ewajiban perpajakan guna 

meningkatkan kepatuhan pajak yang pada akhirnya dtharapkan akan berdampak 

pada penlngkatan jumlah penerimaan pajak scbagai dana pembiayaan negara. 

Kepatuhan masyamkat dalarn membayar pajak pribadi masih sangat Jemah. 

Hal tersehut terlihat dari kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang 

berasal dad orang prtbadi jauh Jebih ked I diband!ngkan penerimaan PPh badan. 

Fenomena ini justru terbalik dengan kondisi di luar negeri di mana PPh orang 

pribadi tebih besar dari PPh badan. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa tingkat 

n "P\:rpaoj:mgan Sm>:icl Policy Hingga Akhir Maret 2009",<hup;f/\<AV\\\dctiknew:u.-omircud! 
2008130/l'1Jil0643/107l%}/4>, 30 Desember2008. 
!hit! ' 
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kepatuban sukarela (voluntary compliance) wajlb pajak orang pribadi di [ndonesia 

selama ini masih tergolong lemah. Beliau juga mengatakan b:ahwa dl negara~ 

negara yang sudah maju, peranan penerimaan PPh Orang Pribadi justru lebih 

besar daripada penman penerimaan PPh badan. Sebagai pembanding, pada tahuo 

2008 di lndonesia, kontribusi penerimaan PPh badan adalah 77,11 persen, 

sementara PPh Orang Pribadi 22,89 persen. Di Amerika Serikat, kontribusi 

penedmaan PPh Badan adalah 15,09 persen, sementara PPh Orang Pribadi 84,91 

persen. Di Inggris, kontrlbusi penerimaan PPh Badan adnlah 21,37 persen, 

sementara PPh Orang Pribadi 78,63 persen. Di Jepang, kontribusi peoerlmaan PPh 

Badan adalah 39,87 persen. sementara PPh Orang Pribadi 60,13 persen. Oleh 

karena itu, dikatakan Menkeu, pemerlntah menerapkan Kebijakan Sunse1 Policy. 

Kebijakan Sunset Policy pada periode Januari-Desember 2008 telah memberikan 

kontribusl sebesar 15,2 persen terhadap surplus penerimaan pajak tahun 200&.2.; 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan Jatar be!akang permasalahan tersebut di atas, sclanjutnya akan 

dlpaparkan pokok masalah yang akan diteiiti dan dibahas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut 

l, Apa latar belakaog penerapan pengampunan pajak daiam Hukum Pajak di 

Jndonesia? 

2. Apakah Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi dalam 

Pasal 37A Undang~undang No 28 Tahun 2007 rnerupakan pcngampunan 

pajak? 

3. Apa latar belakang penggunaan istilah Sunset Policy bagi Kebljakan 

Pengurangan!Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Pasal 37A Undang­

undong No 28 Tahun 2007? 

4. Apa latar belakang pcmi!ihan kebljakan Sunset Policy oleh pemerintah 

sebagai sa!ah satu bentuk fasilitas pajak bagi Wajib Pajak? 

11 "Kepatuhun Buyar Pajuk Pribudi Masih Lemah", <hllQ'IIwww.sinarharaRQQ,__~Q.idlbcritu! 
090 1/30/uang 04, html>, 21 Januari 2009. 
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5. Apakah Kebijakan Pengurangan!Penghapusan Sanksi Administrasi dalam 

Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007 sudah memberikan aspek 

keadilan bagi Wajib Pajak? 

6. Bagaimana implementasi kebijakan Sunset Policy terkait dengan keputusan 

pemerintah untuk mem(lCrpanjangjangka waktu pelaksanaannya? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk: 

1. Menganalisis latar belakang penerapan pengampunan pajak dalam 

Hukum Pajak di Indonesia. 

2. Menganallsls esensl Kebijakan Pengurangan!Penghapusan Sanksi 

Administrnsi dalam Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007 

sebugai pengampunan pajak atau bukan. 

3. Mcnganalisis Jatar bclakang pcnggunaan istilah Sunset Policy bagi 

Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Pasal 

37A Undang-undang No 28 Tahun 2007. 

4. Menganalisis latar belakang pemilihan Kebijakan Sunset Policy oleh 

pemerinrah sebagai salah sam bentuk fasilitas pajak bagi Wajib Pajak. 

5. Menganalisis aspek keadilan dalam Kebijakan 

Pcngurangan!Pcnghapusan Sanks! Administrasi dalam Pasal 37/\ 

Undang-undang No 28 Tahun 2007 bagi Wajib Pajak. 

6. Menganalisis lmplemen!asl Kebijakan Sunset Policy terkait dengan 

dengan keputusan pemerintah untuk memperpanjang jangka waklu 

pe!aksanaannya. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik bagi pribadi, 

kepentingan praktls maupun akademis, yaitu sebagai berikut: 
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I. penel1tian in[ diharapkan dapat melengkapi penelitian tentang 

pengampunan pajak; 

2. penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif bagl 

peningkatan kc:sadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan; 

3. peoeHtlan ioi diharapkan dapat rnenjadi bahan pertimbangan bagi 

otoritas perpajakan dalam membuat regulasi perpajakan yang 

mempunyai cujuan untuk mcmenuhi kebutuhan dana umuk 

pelaksanaan pembangunan_ 

E. Mctodc Pene1itian 

Adapun pendcka.tan penelitian dan teknik pengumpulan data dalam 

penulisan penelitian ini adalah : 

I, Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasa!ahan dan tujuan dari penelitian ini, maka 

pcnelitian bersifat deskriptif25 yang menggambarkan, menuturkan, 

menganalisa dan mengklasifikasikan, permasa!ahan hukum yang lerkait 

dengan pengampunan pajak da!am Pasai 37A Undang-undang No 28 Tahun 

2007. 

Mctode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan 

normati.F6 yaitu de:nga.n mempelajari dan mengkaji peraturan perundang­

undangan perpajakan yang berlaku terkatt dengan pemberian pengarnpunan 

pajak bagi Wajib Pajak. 

::; Pendlthm dcsktiptif adalilh jents penelition ynng meoggamOOrkan, nu:ringkas bcrbag:>i 
koodisi. S!luasi yang ada dun mcneoba untuk mcnggmnbarkan kondisi kmtkril darl obyel: 
pene!ilirm dun sclanjulnya akuo dlhusilkan secam deskripsi Lenlang obyek pcnclltllin. !ni 
dirMksvdken unluk ml!robcrlkan data sctcliti mungkin tenumg manusia, :.:eadan atau gejuln­
gej:du lainnya, Uhut SoejQno Soekanto, Pcngamur Prmelilian Huklm1, (J:okarta : U!-PRESS, 
2005) hlm.9~ 10. 

1<> Sunarynti Hnrtono, Peudi!i<m lfukmn di fmionesfa Pada Akhir Ahfld Ke-20, (B:mduog: 
Penerb!t Alumni, 1994), hlm.l39-!4:L 

Universitas Indonesia 

Analisis Pengampunan..., Devi Sonya Adrince, FH UI, 2009



II 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Pcngumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penyusunan ini adalah: 

a. Studi kepustakaan (librmy research)27
, dilakukan dengan mempelajari 

sejumlah bahan hukum primer28 berupa peraturan perundang-undangan 

antara lain berupa Undang-Undang Dasar 1945 dengan Perubahannya, 

Undang-undang No 28 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 80 

Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 18/PMK.03/2008 

ranggal 6 Februari 2008 yang sudah dicabm dan diganti dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor : 66/PMK.OJ/2008 tanggal 29 April 2008, 

Peramran Direktur Jenderal Pajak Nomor : 27/PJ/2008 tanggal 19 Juni 

2008, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 30/PJ/2008 tanggal 27 

Juni 2008, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-33/PJ/2008 

tanggal 27 Juni 2008, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-

34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 dan bahan hukum sekuncter9 berupa 

literatur, buku, makalah, hasil penelitian, tulisan-tulisan ilmiah yang 

berkaitan dengan permasalahan, ataupun sumber data dari kamus, artikel 

pacta majalah atau surat kabar. 

b. Wawancara30
, dilakukan terhadap beberapa narasumber yang dinilai 

mcmahami dan mempunyai keterlibatan langsung dalam perumusan 

Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Pasal 

37A Undang-undang No 28 Tahun 2007 junclo Peraluran Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 sena nara sumber yang 

tcrkait dalam pcrumusan dan implemenlasi kebijakan tersebut baik pihak 

legislatif, pihak otoritas perpajakan, praktisi/pengamat perpajakan dan 

"
7 Sockanto, op .cil., hlm. 21. 

:.s Ibid., hlm.52, Lihmjuga Hartono, op. cil., hlm.l34. 
29 Ibid., 
10 Wawancara adalah cara yang digunakan untuk mcmpcrolch kctcrangan secara lisan guna 

tujuan tcrtentu, Lihat Sockanto, op .cil., hlm. 21, Lihatjuga Hartono, op. cil., hlm.ll, 26. 
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plhak akademisi. Narasumber ini digolongkan kedalam beberapa 

kelompok, yailu ; 

I. Tim Perumos Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi 

Administrasi di Dewan Perwakilan Rakya1; 

2. Otoritas Perpajakan dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib 

Pajak Besar dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen 

Perpajakan; 

3. Pengamat dari kalangan praktisi perpajakan, dalam hal ini Ketua 

Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia; dan 

4. Pihak akademisi, dalam hal ini Guru Besar Keuangan Negara, Fakultas 

Hukum, Universitas Indonesia. 

F. Kcrungkn Konsepsiooul Dan Teori 

Da!am sejarah perpajakan terdapal adagium mengenai pemungutan pajak 

harus berdasarkan undang-undang, misalnya di negara Inggris dengan kalimat 

"No taxalion without representation" dan di negara Amerika Serikat dcngan 

semboyan ""Taxation withouJ representation is robbery" .31 

Max Weber menyatakan consistency and reinforcement of nor provide by 

law were essential elements. Hal ini berarti hukum sangat dibutuhkan untuk 

mendukung kelancanm dan kepastian bag! pelaku usaha dan masyarakat luas, 

T erdapat lima hal peming yang merupakan pendukung pernbangunan nasional 

yaitu : stabiliry, predictability, fairness, education and the special development 

abilities of the lawyer.n 

Jl Santoro Brot.t."tlihnnljo SJL, P1.mgantar 1/mu Hukum Pajak, (Jak:Jrta:PT Rdika Adiwma, 2003), 
hlnt.l7. 

n Leonard J.The\:x:rge, Lmt' ans economic Deveiopmem, Journal of imernarhmal Law and 
Policy, VoL9, 1980, halaman 232. Lihaljuga Erman Radjagukguk, Refommsi Hukmn datum 
Era Globali.sosi fikonomi, 1988. 
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Soerjono Soekanto menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan 

dapar terlaksana secara efeki f dipengaruhi beberapa faktor, yaitu :33 

a. Faktor hukumnya sendiri; 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum; 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum; 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan; 

c. Fakror kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 

didasarkan pacta karsa manusia didalam pergaulan hidup. 

Faktor-faktor tersebut diatas saling berkaitan erat satu dengan lain sebab 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari 

efektivitas berlakunya undang-undang atau peraturan. 

Oleh karenanya untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan 

pengampunan pajak dalam Pasal 37 A Undang-undang No.28 Tahun 2007, peneliti 

menggunakan teori sistem hukum karena pengampunan pajak merupakan elemen 

subsmnsi dalam sistem hukum. Teori Sistem Hukum dari Lawrence M.Friedman 

yang menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, 

maka hukum itu mencakup tiga komponcn yaitu : 

H 

1. Legal srrucrure 

"The structure of a legal ,;.,ystem consists of elements of this kind; the 

number and size of courts ; their jurisdiction (that is, what kind of 

cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one 

court ro another. Structure also means how the legislature is 

organized, how many members sit on the Federal Trade 

Commission, what a president can (legally) do or not do, what 

procedures the police deparrment follows, and so on". J-1 

Socrjono Sockamo, Faktor-faklor yang Mempengoruhi l'enegukan Hukum, (Jukana: PT 
RajaGrafinclo Pcrsada. 2007), hlm.S. 

H Lawrence M. Friedman, tlmercion Lm1•. (New York: W.W>Norlon und Company, 1984), 
hlm.5. 
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Merupakan kerangk~ bagian yang tetup bertahan, bagian yang 

mcmberikan semacam bentuk dan batasan tcrhadap keseluruhan 

instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia, struktur hukum 

am.ara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, 

jaksa dan hakim. Hukum yang baik yang dijalankan oleh kualitas 

aparat yang buruk tidak akan mencapai tujuan undang-undang dan 

hukum. 

2. Legal substance 

··By this is meant the actual rule.'\, norms, and behavior ponerns of 

people inside the system. This is, first of all. ·'the law" in the 

popular sense of the tenu ~ the fact that the speed limit is fifiy-flve 

miles an hour, thai burglars can be sen! to prison, that 'by law" a 

pickle maker has to list his ingredienTs on the label of 1ha jar ... n 

Subtansi hukum merupakan hukum arau perundang-undangan atau 

hukum positlf yang berlaku, aturan-aturan, norma~norma dan pola 

perilaku nyata manusia yang berada da!am sistern tersebut. Peraturan 

yang menunjang, mudah dipahami, lengkap dan jelas akan 

menjadikan undang~undang itu dapat dilaksanakan olch warga 

negara. 

3. Legal culJure 

) 5 Jhid 
)(, Ibid 

"'By this we mean people's altitudes roward law and the J.egolsystem 

--- their beliefs, values, Ideas, and expectations. In other words, it !); 

that part oftlu! general culture which concern the legal ,'iyslem. ,.;o 

14 
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Budaya hukum merupakan suasana pikiran system dan kekuatan 

sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari 

atau disalahgunakan oleh masyarakat. Budaya hukum mencakup 

bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum, bagaimana 

pandangan masyarakal lentang peranan hukum dalam masyarakat 

tersebut. Apakah hukum itu sekedar "perintah" untuk menjaga 

ketertiban, atau hukum merupakan "hak-hak" dari individu-individu 

yang harus ditegakkan dalam masyarakat. 

Penelitian tentang Kebijakan Sunset Policy dibatasi pada aspek subslansi 

hukum alas Kebijakan Sunset Policy sebagai perangkat hukum yang diharapkan 

memberi jaminan keadilan dan kepastian hukum yang seimbang antara wewenang 

Negara dalam melaksanakan pemungutan pajak, termasuk penerapan sanksi 

dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak Wajib Pajak. Suatu kebijakan 

pajak dikatakan baik bila secara teknis dapat diimplementasikan melalui peraturan 

perundang-undangan yang praktis atau melalui prosedur administrasi yang efisien. 

G. Sistematika Pcnulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang 

Penelitian, Idcntifikasi Masalah, Tujuan Penelilian, Kegunaan Penelitian, Metode 

Penelitian, Kerangka Konsepsi dan Teori dan Sistematika Penulisan. 

Bab Kedua tentang Tinjauan Pustaka, tcrdiri dari Pcngertian Pajak, Fungsi 

Pajak, Asas-asas Pemungutan Pajak, Hukum Pajak, Kebijakan Fiskal, Sanksi 

dalam Hukum Pajak dan Pengampunan Pajak. 

Bab Ketiga tentang Pengampunan Pajak dan Kebijakan 

Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi di Indonesia, menguraikan 

tentang Penetapan Prcsiden No 5 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pengampunan 

Pajak, KepulUsan Presiden No 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak dan 

Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Pasal 37A 

Undang-undang No.28 Tahun 2007. 
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Bab Keempat tentang Ana[isis Pengampunan Pajak dan Kebijakan 

Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Pasal 37A Undang-undang 

No.28 Tahun 2007, menguraikan tentang latar belakang penerapan pengampunan 

pajak dalam hukum pajak di Indonesia, esenst Kebijakan 

Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Pasal 37A Undang-undang 

No.28 Tahun 2007 sebagai pengampunan pajak atau bukan, latar belakang 

penggunaan lstilah Sunset Policy bagi Kebijakan Pengurangan!Pcnghapusan 

Sanksi Administrasi dalam Pasal 37A Undang-undang No,28 Tahun 2007, Jatar 

bclakang pcmilihan kebijakan Sunset Policy oleh pemerintah sebagai salah satu 

bentuk filsilitas pajak bagi Wajib Pajak, aspek keadilan dalam Kebijakan 

Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Pasai37A Undang~undang 

No.2S Tahun 2007 serta tmplementasl Kebijakan Sunset Policy terkait dengan 

keputusan pemcrintah memperpanjangjangka waktunya. 

Bab Kelima tentang Penutup, menguraikan Kesimpuhm yang berisi 

kesimpulan jawaban atas identiflkasi masalah dan Saran yang memuat saran-saran 

yang relevan dengan hasil penelitian. 
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A. Pengcrtian Pajak 

BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pajak dari tahun ke tahun meningkat bagi penerimaan Negara, namun 

demikian ternyata dalam undangwundang pajak tidak dicantumkan mengcnai 

definisi pajak Baru pada tahun 2007 dengan diterbitkannya Um:lang~undang 

Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan36
, pengertian 

pajak dicantumkan dalam undang-unda:ng pajak yairu pada Pasaf I angka 1 yang 

berbunyi s:ebagai berikut : 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oteh orang 
pribadi arnu badan yang bersifal memaksa berdasarkan Undang~ 

Undang, dengan tidak mcndapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar~besamya kemakmuran 
rnkyaL 

Rochmat Soemitro menyatakan pengertian pajak dari aspck hukum adalah 

perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang·undang (latsbentand) untuk 

membayar sejumlah uang kcpada {kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa 

mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan 

yang digunakan sebagai alat (pendorong a tau penghambat) untuk mencapai tujuan 

di luar bidang keuangan ncgara,37 

14 Selanjutnya discbut Uti KUP. 
·" Rochrnnt Soemitro, rlsas dan DoJar Perpq.fakan J, (Bandung: i>T Rcfiku Adilama, 2004), 

him. 48. 
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Selanjutnya menurut Feldmantl, sebagaimana dikutip oleh Muhammad 

Djafar Saidi, pengertian pajak adalah: 

Belasling zijn aan de overhead, volgens algemene door haar 
vastgestelde nonnen, verschuldigde afdwingbare praestalies waar geen 
tegenprostatic tegenstaa!, en ultsluitend dienende tordekking van 
publieke ultgaven. 
(pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan 
secara sepihak menurut nonna-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu 
sendiri, tanpa ada jasa balik dan semata-mata guna menutup 
pengeluaran-pengeJuaran umum). 311 

Ray M. Sommerfeld dalam buku An Introduc!ion to Taxation 

mengcmukakan definisi pajak adalah; 

A rax can be defined meaningfully as any non penal yet compuls01y 
transftr of resources fi·om the private to rhe public sector, levied on the 
baYis of predt:.!ermined crileria and without receipt of a specific benefit 
of equal value, in order to accomplish some of nation's economic and 

" I b" . J.9 socw o l)eCIIves. 

Lebih lanjut Simon James, seorang pengajar ekonomi dan pcrpajakan dt 

University of Exefet School of Business, dalam bukunya The Economic of 

Taxarion: Policy and Pracrice juga mendefinislkan pajak sebag:ai berikut: 

A tax is a compulsmy levy made by public authorilies for whit.:h nothing 
is received directly in relurn. 40 

Dar! definis!-definisi diatas dapat diketahui ciri-ciri yang melckat pada 

pcngertian pajak adalah 41 
: 

a. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta 
aturan pela:ksanaannya; 

H Mulwnnmd Djafar Said\, Pembafwmrm Hulwm Pajak, ( Jnkarttl: PT RajaGrafindo Persada, 
2007), hlm.23. 

J? Ruy M. Sommcrfchl, l-lcrshd M.Anderson, and l-lorace R,!;rQCk, An /1/fn;r/m;:iicm 10 T(l.xalion, 
tNcw York: Harcoun Brace Jovanovich lm; 1981 ). him. J/1 

40 Simort James, Christopher Nobes, The F..cmtmtlics lifTa:r:ation, (Wiltshire: Prentice Hall Inti., 
Ltd .. 1992}, hlm.lL 

~~ Arotodiharj~ op.cit, him. 6-7. 
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b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah; 

c. Pajak dlpungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah; 

d. Pajak dipergunakan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila. 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai ''public ;nvestmem"; 

e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgetair. yaitu mengatur. 

Salah satu dri do.lam pengertian pajak yaitu "1idak adanya kontra prestasi 

yang diterima olch wajib pajak", scsungguhnya telah banyak mengalami 

perubaban. Scbagaimana yang ditulis oleh Bohari, Soeparman Soemabamidjaya 

berpendapat bahwa. justru untuk menyelenggarakan kontra-prestasi itulah perlu 

dipungut pajak: bukankah pcngeluaran-pengeluaran pemerintah bagi 

penyelenggaraan bidang keamanan, kehakiman, pernbangunan dan ha1 4 hal lainnya 

meropakan pemberlan kontra prestasi bagi pembayar pajak selaku anggota 

masyarakat.42 

Pendapat serupa juga diserukan oleh beberapa pakar sebagaimana dirulis 

oleh Safri Nurmantu, bahwa sebenarnya ada juga jasa timbal bal1k yang diterima 

Wajib Pajak akan telapi tidak diperolehnya secara langsung dan secara pribadi, 

akan tetapi diterimanya secara kolektif dengan penduduk lainnya yang mungkin 

tidak membayar pajak.43 

Hal ini juga diamini oleh Tjip Ismail tekait dengan definisi pajak daerah44 

yang menyatakan bahwa dalam rangka mempertegas fungsi pemerlntah daerah 

sebagai pernungut pajak daerah di era otonomi daerah, definisi pajak daerah harus 

diubah dengan dilakukan penambahan secara normatif dan tegas yaitu bahwa 

pajnk daerah harus pula digunakan untuk melayani kepentingan sektor pajak yang 

4
! H. Bohnri, l'engallfal' Hukum Pajak, (Jakarw: PT Rajagral1ndo f'cr:mda, 1999}, h!m.20. 

-u Nurmnntu, op.cit, hlm.20. 
44 Pajak daer<th adalah iurun wajib yang dilakukan oJeh orong prib::u.li alllu badan kepnda clucwlt 

!anpa imbalnn langsung yang seimbang, yang dapal dipaksakan b~o--rclasarkan pera<uran 
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakar; unlak mcrnbiayai penyelcnggaraan 
pcmerinlah dacroh dan pembangunan dacrnh. Lihat Pasal I angka 6 Undang·undang No.34 
Tahun 2000. 
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bersangkutan sebagai kontraprestasi.45 Penambahan kalimat dalam pendefinisian 

pajak daerah ini akan mengubah posisi pemahaman pemerintah daerah, bahwa 

wewenang mereka untuk melakukan pemungutan pajak di daerahnya bukan 

karena kedudukannya sebagai penguasa yang mempunyat hak untuk 

"mengutip/memalaki" rakyatnya, melainkan sebaliknya justru dibalik kewenangan 

tersebut terkandung hakikat bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban 

untuk memberikan pelayanan kepada sector pajak yang bersangkutan.46 

Berkaitan dengan penambahan definisi pajak tersebut, pembayar pajak tidak 

lagi merasakan bahwa pajak sebagai beban, merasa ditekan oleh pemerintah 

daerah, karena justru dengan membayar pajak mereka akan memperoleh 

keuntungan dan manfaat berupa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 

daerah. Artinya, semakin besar pajak yang mereka serahkan kepada pemerintah, 

pembayar pajakjustru akan mendapatkan pelayananan (katakanlah fasilitas) yang 

lcbih baik dari pemerintah daerah. Pelayanan atau fasilitas tersebut tentu bukan 

bermaksud untuk membedakan perlakuan antara si kaya dan si miskin. Pelayanan 

atau fasilitas tersebut bukan merupakan insentif pcrseorangan, melainkan 

pelayanan dan fasilitas yang secara kolektif dan simultan akan dinikmati bersama 

oleh semua masyarakat.47 

Selanjutnya menurut Bohari, prestasi dari negara tidak ditujukan langsung 

kepada individu pembayar pajak tetapi ditujukan secara kolektif atau kepada 

anggota masyarakat secara keseluruhan. Buktinya orang miskin yang Lidak 

membayar pajak pun dapat menikmati prestasi dari negara.48 

lmplementasi pemberian prestasi terkait dengan pelaksanaan kewajiban 

perpajakan oleh Wajib Pajak dapat dilihat pada upaya peningkatan pelayanan 

yang dimulai pada tahun 2002 pada saat Direktorat Jenderal Pajak melakukan 

perubahan besar organisasi unit vertikal dengan membentuk kantor wilayah dan 

kantor pelayanan pajak modem melalui program modernisasi adminislrasi 

-ll ljip Ismail, Pengaruran 
hlm.l78-l79. 

~~ Ibid. 
Ibid, him. 179-180. 

13uhari. op.r:ir .. hlm.21. 

Pajak Daerah di Indonesia, (Jakarta: Yellow Printing, 2007), 
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perpajakan.49 Hal ini dilimgsungkan guna membangun paradigma pelayanan yang 

berorientasi untuk memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan 

an tara lain dengan membangun atau memperbaiki gedung kantor pelayanan pajak 

menjadi gedung kantor yang lebih modern dengan menyediakan sistem antrian 

secara computerize, media informasl pajak rnelalui computer (lauch screen} yang 

sangat mudah dijalankan, membangun sistem pembayaran pajak secara on lfne (e~ 

paymeut), pendaftaran wajib pajak baru melalui e-registration, pelaporan 

kewajiban perpajakan melalui e-flling. pembuatan surat pemberitahuan pajak 

melalui e~spt dan memperkenalkan fungsi Accounl Represenlalfve sebagai liaison 

officer yang berfungsi sebagai pengawas sekaligus pemberl konsultasi bagi wajlb 

pajak secara khusus. 50 

B. Fungsi Pajak 

Darl pengertian pajak secant teoritis dan praktis, dapat dilihat bah'>va pajak 

pada umumnya 2 (dua} rnacam fungsi dalam kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat yaitu fungsi budge/air dan fungsi regulerend. 

B.l. Fungsi Budgetair 

Fungsi budgewir disebut sebagai fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu 

suatu fungsi dalarn mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk rnemasukkan 

dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang 

berlaku.51 Fungsi budgetair atas pajak menurut Rochmat Soemitro dltltikberatkan 

pada sektor publik, yang mengandung makna bahwa52 
: 

a. upaya pemedntah untuk menghimpun dana dari masyarakat; 

b. dana yang dihimpun digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara; 

c. sisa atau surplus dari dana tcrsebut digunakan untuk public saving untuk 

selanjutnya membiayai tnvestasi pemerintah (public inveslment). 

~> The Indonesian Tax In Brief- Tinjauan Pcrp.ajak11n Indonesia, (Jakarta: Koperasi Pcguwai 
Knnlor Pusnt OJP, 2006), hlm.l3. 

50 Ibid, hlm.63. 
s1 Nurmanlu, op.cil., hlm.30. 
~ 2 Public st.Wing terjadi jika pendapatan Ncgara setelah dikurangi dcngan pcngeluaran rulin, 

masih ucla sisa. Lih3t Soemitro, l998, op. ci1., him 8·10. 
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B.2. Fungsi Regulerend 

Fungsi regulerend a tau fungsl mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu 

suatu fungsi dalam mana pajak dlpergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk 

mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi in! 

hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgetair. Untuk 

mencapui tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan.53 Juga 

dikatakan bahwa fungsi pajak sebagai alat regulasi dapat ditujukao kepada sekLO~ 

swasta sehingga pajak dlmaksudkan sebagai instrumen pendorong dan perangsang 

investasi. 5~ 

Untuk melaksanakan fungsi mengatur ini, umumnya Fiskus rnenggunakan 

dua cara yaitu 55 
: 

• Cara umum 

Cara ini biasanya dilakukan dengan mengadakan perubahan-perubahan 

terhadap tarif yang bersifa.t urnum, mlsalnya dengan pengenaan pajak 

dengan tarifyang lebih rendah bagi osaha ked! menengah.56 

• Cam khusus 

Pclaksanaan fungsi mengatur dari pajak yang bersifat khusus dapat 

bersifat posilif dan bersifat negatif dengan penjelasan sebagai berlkut: 

1. Berslfat posilif 

Pemerinlah mendukung masyarakat dengan memberikan fasilltas 

perpajakan (tax incentive) antara lain berupa tax holida;P bag] 

badnn~badan baru yang menanam modalnya dibidang produksi yang 

memperoleh prioritas pemerintah berdasarkan undang~undang 

pcnanamnn modaL 

Sl Nurrm:mtu, op. cit, hlm36. 
5

" L:mddin Mnrsuni, Hulwm dan Kebijakan Perpajakm1 di Indonesia, {Yogyakarta: UH Press, 
1006), hindS. 

5' Pudyamoko, op.cil, h!m,!6·17. 
14 Lihat PusuiJIE Undung·undang No 36 Tahun2008 Temrmg Pajak Penghasilao, pt:m<.:rintuh 
mcmbcrikan l'usilitus pengurnngan inriff pajak bagi UMKM. 
'' Tux lralidoy adalah pcmhcbasan dar\ kmvajlban membaycr pajak p~:nghasilan sclama suutu 

jungka waktu, Lih:u R, Mansury, Kebijaf.rm Fiskal, (Jakarta: YP4, 1999), h!mA4. 
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2. Bersifat negatlf 

Pemerintah untuk membuat peraturan di bidang pajak yang 

menghambat dan memberatkan (des incentive lax) tumbub dan 

berkemba.ngnya suatu kegiatan dalam masyarakat yang mgm 

ditladakan atau dlberantas oleh pemerintah, misalnya dengan 

menetapkan tarif pajak yang tinggi terhadap minuman keras. 

C. Asas-asas Pemungutan Pajak 

Dalam bukunya yang berjudul An Inquiry In to the natm·~t and causes of the 

wealth of nations, Adam Smith pada tahun 1776 mcmperkenalkan empat asas 

pemungutan pajak yang disebut "rhe canon of taxation", yang juga dikena! 

dengan sebutan "The Four Maxims", sebagaimana yang dikutip oleh Safri 

:-Jmmuntu adalah sebagai berikut58 
: 

1. The subjects of every stale ought to cantribu!e towards the support of 
lh(J government, as nearly as possible, in proportion lo their ''Cspective 
abilities; that i.s, in proportion to the revenue which they re.!qJectiwdy 
enjoy under rhe profection of the state, .. 

2. The fax which each individual is bound to pay oug/11 to he cerlain and 
nut arbitrary. The time of paymanl, the manner of payment, the 
quanlily to he paid ought to be paid ought all to be clear and plain fa 
the contributor, and every orher person ... 

3. Every tax ought 10 be levied at the time. or in I he manner, in which it i.\ 
mos!li1cely to be convenient for the contributor ro pay it ... 

4. Every tax oughi to be contriver as both to take out and keep om oft he 
podets ojrhe people as lltrle as possible, over and above what ff 
brings into the public treasury ofihe stale ... " 

Keempat kaidah diatas masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: 

I, Equality and Equity 

Equality atau kesamaan mengandung arti, bnhwa keadaan yang 

sama atau orang yang bernda da!am keadaan yang sam a harus dikenakan 

pajak yang sama. Equality atau kesamaan daiam sislem perpajakan, 

Jazim disebut non~discriminalion, sehingga orang-orang asing dan warga 

Nurmantu, op, cit, h!m.82. 
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Negara Indonesia yang berada dalam keadaan yang sama akan 

diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar.59 

Equity atau keadilan mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan 

meraro. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan 

kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan 

manfaat yang diterimanya dari Negara.60 

Equity dalam hukum menurut Sir Paul Vinogradov dalam bukunya 

Common Sense of Law memberikan tiga fungsi, sebagaimana dikutib 

oleh Roehm at Soemitro sebagai berikut61 
: 

Jus adjuvandi, untuk menyesuaikan hukum, artinya bahwa undang­

undang mempunyai sifat-sifat yang umum sehingga harus bisa 

diterapkan secara khusus untuk bisa mencapai keadilan. 

Jus supplendi, unruk menamhah hukum, artinya bahwa untuk 

menambah kekosongan·kekosongan yang ada dalam hukum/undang· 

undang. Dalam pengadilan pada umumnya, hakim harus mengadilli 

perkara, ia tidak dapat menolak memberikan peradilan dengan dalih 

bahwa undang-undang tidak lengkap atau bahwa dalam undang· 

undang tidak terdapat peraturan yang dapat diterapkan (Pasal 20 

Algemene Bepalingen).62 

Jus corrigenda, untuk mengoreksi hukum, artinya bahwa mungkin 

suatu ketentuan hukum secara umum sudah dirasa adil karena sudah 

memenuhi syarat yang sama, diperlakukan secara sama (equalily), 

tetapi ada kalanya apa yang dianggap adil secara umum belum tentu 

adil dalam suatu kasus tertentu. 

Soemitro, 2004, op.cir_, hlm.l5. 
llnuln Rusdiuna, Rasin Tarigan, Perpajakan-Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Pcrsada, 2005), him. 121. 
Socmitru. 2004, op.cir., hlm.l7. 
/hid., hlm.l9. 
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2. Certainty 

Cerialnty atau kepastian hukum adalah tujuan setiap undang­

undang. Dalam membuat udang-undang dan peraturan-pcralUran yang 

mengikat umum, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat daam 

undang-undang adalah jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau 

memberikan peluang unluk ditafsirkan lain.63 Asas inl menghendaki 

adanya suatu kepastian mengenai apa yang harus dikenakan pajak, dan 

berapa besar pajak yang harus dibayar serta ketentuan mengenai waktu 

pembayaran. Asas kepastian hukum menyatakan harus ada kepastian 

baik bagi petugas pajak maupaun scmua wajib pajak dan seluruh 

masyarakat, sebagaimana diungkapkan da!am pendapat berikut : 

Tax laws and regu{afions musl be comprehensible /o the tax. 
payer, they must he unambiguous and certain, both to the rax 
payer and to the fax administrator. 64 

Ray M. Sommerfeld menegaskan bahwa umuk meningkatkan 

kepastian hukum perlu disediakan petunjuk pemung.utan pajak: yang 

terpertnci, advanced rulings, maupun interpretasi hukum yang lainnya.65 

3. Convenience of Payment 

Pajak harus dipungut pada saai yang tepat, yaitu pada saat Wajib 

Pajak mempunyai uang; ini akan mengenakkan wajib pajak (convenicmt). 

Tidak semua wajlb paak mempunyai saat convenience yang sarna, yang 

mengenakkan baginya untuk membayar pajak. Karyawan, buruh, 

pegawai akan lebth mudah membayar pajak pada saat mereka menerima 

gaj [, upab, a tau honorarium, apakah setiap bulan ataukah setiap minggu 

atau setiap hart Lain halnya dengan seorang petani, ia akan !ebih mudah 

1
'
1 !hid., hlm.21. 

tl4 Rosdiana dan Tarigan, op .cit., hlm.I3J. Uhal juga The New Encyclopaedia 13ri!annica, 
··T(l.t(llfon ", (London: encyclopaedia 13rilannir:a. Inc., 1988) hfm.4ll. 

6 ~ Sommerfeld, op .cil., hlm.\/17. 
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dlminta untuk membayar pajak setelah panen, dan setelah hasil panen 

dijual daripada pada waktu ia mula[ menanam.;;6 

Asas lni menghcndaki agar pajak dipungut pada saat yang paling 

balk bagi Wajib Pajak, saat sedekat-dekatnya dengan diterlmanya 

penghasilan, yang bersangkutan, agar Wajib Pajak tidak terbebani o[eh 

pembayaran pajak yang dikenakan. 

4. Economfc of Collet ion 

Syarat keempal adalah bertaHan dengan biaya pemungutan. Dalam 

mcmbentuk udang-undang pajak yang baru, para konseptor wajib 

mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relative lebih keci! 

dibandngkan dengan uang pajak yang masuk. Tentunya lidak ada 

artunya memungut pajak bam, yang hasilnya sebagian besar akan habis 

untuk biaya pemungutan sehingga hanya sebagian kecil saja yang masuk 

ke dalam kas Negara.67 Asas ini menghendaki agar pemungutan dan 

penagihan pajak dilakukan sehemat-h.ematnya atau dengan kata lain, 

pemasukan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutannya. 

D. Hukurn Pajak 

Menurut Santoso Brotodihadjo, hukum pajak merupakan keseluruhan 

peraturan yang meliputi wewenang pemerintah uotuk mengambil kckayaan 

scscorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. 

Oleh karena itu hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang 

mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan­

badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak:'>M 

·~ Soemiiro. op.cit .. 2004. hlm25. 
~,, !hid"' htm.26. 
n Brolodihardjo, op cir., him. J. 
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Rochmat Soemtiro mengemukalum bahwa hukum pajak adalah suatu 

kumpulan peraturan yang mengatur hubungan anrara pemerintah sebagai 

pemungut pajak dan rakyat sebagai pemba.yar pajak.69 

Hukurn pajak dibedakan meojadi dua, yaitu hukum pajak material dan 

hukum pajak formaL Hukum pajak material mengatur ketentuan-ketentuan 

mengenai siapa~siapa saja yang dikenakan pajak, siapa~siapa saja yang 

dikecualikan, apa-apa saja yang dikenakan pajak dan apa-apa saja yang 

dikecualikan serta berapa besarnya pajak yang terutang.10 Sedangkan hukum 

pajak fNmal mengatur bagaimana mengimplementasikan hokum pajak material, 

olell karena itu, dalam hukum pajak fonna! diatur mengenai prosedur (tata cara) 

pemenuhan hak dan kewajiban serta sanksi~sanksl bagi yang melanggar kewajiban 

perpajakan?1 

Sedangkan menurut Bohari, hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan~ 

peraturan yang mengatur hubungao antara pemerintah sebagai pemungut pajak 

dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan perkataan lain, hukurn pajak 

menerangka:rl1 
: 

L siapa-siapa wajib pajak (subyek pajak); 
2. obyek-obyek apa yang dikcnakan pajak (obyek pajak); 
3. kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah; 
4. tirnbulnya dan hapusnya hutang pajak; 
5. cam penagihan pajak; dan 
6. ara mengajukan keberatan dan banding pada peradllan pajak. 

Hukum pajak sendiri umumnya dimasukkan ke dalam hukum publik dalam 

bidang hukum administrasi negara73 karena mengatur hubungan antara pemerintah 

dalam fungslnya untuk menarik pajak dan warga negara da!am kedudukannya 

sebagai pajak.14 

~ 1 Ro~hmat Soemitru, Dasar-d(1sar hukw11 dan Pajak PeJidOpOiall 19-U, (Bandung: PT Ercsco. 
1979), blm.24-25. 

10 Rosdiana dan Tarigan, op.cit., blm 95. 
11 Ibid, blm. 96. 
12 Bohari, op ell., hlm.25 
'

1 Wirawan B. llyas & Richard Buno:n, Hukum Pajak, {Jakart;t Pertefbit Salcmba Empat, 
2004), hlm.JO. 

14 Pudyaunoko, op.cit, hlm.34. 
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E. Kebijakan Fiskal 

Aktivitas pembangunan Indonesia dari tahun ke tahuo semakin meningkal 

yang tcntunya berdampak pada penyediaan sumber dana. Usaha untuk memenuhi 

tuntutan besarnya biaya telah ditempuh pemerintah dengan berbagai cara 

diantaranya meialui kebijakan fiskal. 

Menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus dalam bukunya yang 

berjudul Economics, sebagaimana ditulis oleh Mansury, bahwa terdapat dua 

pengertian kebijakan fiskal, yaitu berdasarkan pengertian luas dan menurut 

pengertian sempiL Kcbijakan fiskal berdasarkan pengertian luas adalah kebijakan 

untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kescmpa!an kerja dan inflasi dengan 

menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara.7s 

Adapun kebijakan fiskal berdasarkan pengertian sempit adalah kebijakan yang 

berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang dikenakan paja.k, apa yang akan 

dijadikan sebagai dasar pengen:aan pajak, bagaimana menghttung besamya pajak 

yang harus dibayar dan bagaimana tatacara pembayaran pajak yang terlmtang.76 

Lebih lanjut. Soemirto Djajohadikusomo dalam karangannya yang berjudul 

"Ffsca/ Polley, Foreign K'Cchange Control and Econimc Dt;vr,:lopmenl," 

sebagaimana dikutfb oleh Rochmat Socmitro, menyatakan hakekat kebijakan 

fiskal adalah scbagai bcrikut: 

"Fiscal policy as an instrument of development must therefore have 
stimulluneou.\· purpose of directly finding the necessmy fimds for public 
investment or indirectly channeling private savings to producTive secwrs 
as well as <!( preVChling the kind of spending that impedes 
development". 7 

Soemlna Djojohadikusomo juga bcrpcndapat bahwa : 

"Summarily if can be swted that fiscal policy as an instrument of 
development musJ be based in a combination of progres.~·ivity in high 
tlirect and indirect taxation plus flexibility within the system for 
exemptions and fncemives to stimulate desirable private invesJments".78 

H Mansury, op ell., hlrn.l. 
?{< !bid 
11 Soemitro, 1998, op.t:i1,,blm246. 
•s Ibid 
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Kebijakan fiskal pada dasamya merupakan kebijakan yang mengatur ten tang 

penerimaan dan pengeluaran negara, dengan demikian kebijakan fiskal 

sebenarnya merupakan kebijakan pcngelolaan keuangan negara dan terbatas pada 

sumber-sumber penerimaan serta alokasl pengeluaran negara yang tercantum 

dalam APBN. Kebijakan ini mencakup besarnya target penerimaan pajak 

langsung dan tidak langsung.79 

Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit.m Menurut 

Lauddin Marsunl, kebijakan pajak dapat dirumuskan sebagal berlktd31 
; 

a. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerinlah dalam 

rangka menunjang penerimaan negara dan menciptakan kondisi ckonomi 

yang kondusi f; 

b. Suatu tindakan pemerlntahan dalam rangka memungut pajak. guna 

memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara~ 

c. Suatu keputusan yang diambl! pemerintah da[am rangka meningkatkan 

penerhnaan negara dari sektor pajak unruk digunakan menyelesaikan 

kebutuhan dana bagi negara, 

Menurut Michael P.Devereux, sebagaimana ditulis oleh Haula Rosdiana, 

isu-isu penting dalam kebijakan pajak adalah sebagai berikut82 
; 

• What should the tax base be: income, expenditure, or a hybrid? 
• Whm should be the ta~ rale schedule be? 
• How should inrerntional income flow.~· be taxed? 
• How should environmental taxes be designed? 

Dengan memperhatikan hal-hal pent[ng terkait dengan kebijakan pajak, 

maka diharapkan pemerintah dapat mengambi! langkah kebijakan pajak secant 

tepat guna pencapainn tujmm penerimaan Negara. 

79 Hcru Subiyantoro dan Slnggih Riphat. Kebljak.:m Fiskaf -Pr;mikirall, Konsep & Jmple/JI!WI(ISi, 
(bkarta: Pcncrbit Buku Kompas, 2004), him. 109. 

w Mansury, op. cit., hlml. 
1\1 Maf'StJni, op_cil_, hlrn.37·3B. 
~1 Ro:-diana dan Tarigan, op.cil., blrn 94. 
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F. Sanksi Dalam Hukum Pajak 

Hukum tanpa sanksi diibaratkan sebagai burung tanpa. sayap sehingga tidak 

dapat terbang. Hukum tanpa sanksi tidak berkuasa. Sanksi hukum harus dapat 

dipaksakan. Dalam hukum perdata terdapat hukum ynng memaksa (dwingen 

recht) dan hukum yang menjadi pi!ihan para pihak (relarief rechr). Walaupun 

mcnjadi pilihan para pihak, sckali dipilih maka pilihan ltu bagi para pihak 

mengikat sebagai undang-undang. Jadi jika dilihat fungsi sanksi dalam hukum, 

maka sanksi memberi wibawa kepada hukum dan memaksa orang mematuhi 

hukum.s~ 

Sanks:! mcmpunyai dua tujuan. yaitu pertama, adalah menghaiangi orang 

untuk melakukan tindakan yang tidak dilnginkan, Oleh karena itu menurut 

Gordon, sebagalmana dikmib oleh Haula Rosdiana, sanctions should he applied 

only to behaFior that is reasonably capable of being deterred. Tujuan yang kedua 

adalah mcnegakkan keadilan. Jika orang yang patuh dan yang tidal<: patuh 

mcndapat perlakukan yang sama, orang yang patuh bisa saja berubah pcndirian 

dan mencoba rnelakukan hal yang sama. Oleh karena itu, sanctions must be faw 

under genera/jurisprudential criteria in effect in a parlicularjurisdiction. H
4 

Dalam hukum pajak, yang membcrikan kewajiban kepada \varga negaranya 

untuk ikul serla dalam pembiayaan negara yang mcrupakan sesuatu yang mutlak 

untuk keslnambungan hidup negara, sanksi mernegang penman yang sangat 

penling, 85 Sanksl pe~pajakan merupakan' jaminan' bahwa ketentuan peraturan 

perundangwundangan perpajakan agar dituruti/ditaati/dipatuhi. 86 

~) J(cchmut Soemimo, Pqjak Ditil!fau dari Scgi Hulmm, (Ban.Oung: PT Eresco, 1988). hlm.88. 
M Rosdinna dun Tarigan. op .cil., him 59. 
a.l Suemirtro. IYSS. vp. cit., hlm.88. 
Y> Mm"diasmo, Pl.!rpajak{m, Edis.i 2, {YogyakartJ:I: Pcncrbit Andi 01TsDt, 1992), blm-24. 
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Adapunjenis sanksi da!am peraturan perpajakan terdiri dari: 

I. S:anksi Pidana Fiskal 

Yang dimaksud dengan pidana fiskals7 adalah sanks[ pidana yang 

dijatuhkan oleh haklrn pidana dalam suatu putusan (vonnis) dalam 

sidangnya kepada seseorang. baik wajib pajak, bukan wajib pajak dan 

pajabat pajak, yang te1a:h melakukan perbuatan-perbuatan di bidang pajak 

yang memen\lhl perumusan undang-undang yang oteh undang-undang 

diancam dengan sanksi pidana. Sanksi pidana dapat berupa denda yang 

berupa sejumlah uang (sanksi material) atau berupa hukuman badan 

{kurungan atau penjarn) atau hukuman tambahan yang berupa pencabutan 

hale Sanksl yang berupa denda apabila tidak dibayar maka akan diganti 

dengan hukuman kurungan. Sanksi pidana yang berupa hukuman kurungan 

atau hukuman penjara tidak dapat dllakukan karena wajil:J. pajak harus 

langsung masuk rumah pemasyarakatan setelah putusan hakim pidana 

dijatuhkan. Apabila yang bersangkutan tidak menerima sanksi pidana, maka 

ia dapat na!k banding.88 

2. Sanksi Administrasi Pajak 

Hukum Pajak memuat instrumen hukum berupa sanksi a.dministrasi 

yang dapat digunakan oleh pejabat pajak terhadap wajlb pajak yang tidak 

memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan Undang~undang Pajak.89 

Sanks! administrasi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat 

administrasi terhadap wajib pa:jak yang melangga.r ketentuan undang~undang 

yang dikualifikasikan lebih ringan daripada tindak pidana, yang selalu 

berupa jum!ah uang, baik suatu jumlah tetap atau suatu pcrkaiian atau 

persentase dari jumlah pajak terutang.90 Sanksi adminlstrasi sebagat upaya 

n Tindak pidann daliim hukum pajak scpertl tinduk pldana pada llmomnya <.libe:bkan antara 
pel.:mggnn dan kcjahaum. Pada pelanggaran. tindak pidana yang di!akukan oleh pelaku 
bcrdrnmrkan kekhilaf.an yang clap:;~! dimaaflmn Uikn bt~ru sckt~Ji terjad1), sedungbm kejahat:m 
udalah tindak pklana yang dil-akukan deogan scngaja yang membaw::~ aldb'...tt kcrugi<m bagi 
Negara. Uhal Soemhro, 1988, op. cir., hlm.85, 
Ibid 

&~ Saidi, op .cir, hlm.265. 
!KI Soemitro. !988, op. c11., hlm.85-86. 
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untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuan-ketentuan yang terkait 

dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan.91 

Yang menjatuhkan sanksi administrasi pajak adalah aparatur negara 

atau lembaga negara yang diberikan wewenang dan kewajiban berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan segala ketentuan yang 

sudah ditentukan dalam undang-undang perpajakan.92 

Sanksi administrasi diperuntukan bagi Wajib Pajak yang melakukan 

pelanggaran hukum pajak yang bersifat administratif. Sanksi administrasi 

tidak tertuju pada fisik wajib pajak melainkan hanya berupa penambahan 

jumlah pajak yang terutang akibat adanya sanksi administrasi yang harus 

dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan 

kepada wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan 

oleh undang-undang pajak. Jangka waktu yang ditentukan itu sebagai suatu 

kepastian hukum yang tidak boleh dilanggar, baik oleh pejabat pajak 

maupun Wajib Pajak yang terkena sanksi administrasi.93 

Sanksi administrasi bukan merupakan bagian dari utang pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka I 0 UU KUP bahwa pajak yang 

lerutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, 

dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurm kctentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan?4 

Sanksi Administrasi dalam UU KUP terdiri dari bunga, denda dan 

kenaikan yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Saidi, op. cil., hlm.265. 
Soemitro, 1988, op. cil., h1m.86. 
Ibid, h1m.266. 
Brmdingkan dengan pengertian ulang pajak pada Pasal 1 angka 8 Undang-umhmg No 19 
Tahun 1997 Tcntang Pcnugihan Pujak Dcngun Surm Paksa yang mcnycbutkan utang pajak 
adulah pajak yang masih hnrus dibayar termasuk sanksi ndministrasi berupa bunga, dcnda utuu 
kenuikun yang Lcrcamum dalam surat kctctapun pajak atau sumt sejenisnya berdasarkan 
kctcmuan praturan perundnng·undangan perpnjaknn. 
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• Sanksi Administrasl berupa. bunga 

Sanksi Administrasi berupa bunga merupakan salab satu jenis 

sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak saat 

melakukan pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan 

pelaksanaan kewajiban, Kewajiban wajib pa.jak yang terkait dengan 

sanksi administrasi berupa bunga adalah pembayaran pajak secara 

lunas dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang 

tercantum dalam dasar penagihan pajak. Lain halnya, ketika pajak 

yang tidak atau kurang dibayar setelahjatuh tempo pembayaran pada 

saat pejabat pajak berwenang melakukan penagihan pajak disertai 

pengenaan sanksi adrninistrosi berupa bunga.95 

Sanks! administrasi berupa bunga sebagaimana dlatur dalam 

Pasai 8 ayat (2) UU KUP dikenakan terhadap jumlab pajak kurang 

bayar, dalam hal WajiO Pajak membetu!kan sendiri Surat 

Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi 

lebih besar96
, Pasal 9 ayat 2b UU KUP dikenakan atas pcmbayaran 

atau penyetoran pajak yang dilakukan selelah tanggal jatuh tempo 

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunang1
• Pasal 13 ayat (2) UU 

KUP dikenakan terhadap jumlab kekurangan Pajak Pengbasi!an 

{PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar (SK1,KB911
) karena berdasarkan hasl! pemeriksaan atau 

keterangan lain yang, pajak terutang tersebut kurang dibayar99
• 

Sanksi administrnsi berupa bunga scbcsar dua persen sebulan, 

untuk selama-larnanya 24 bulan, dihitung sejak saal terutangnya 

pajak atau bcrakhimya masa pajak, bagiart tahun pajak. atau tahun 

pajak sampai dengan ditcrbitkannya SKPKB. 

"~ Saidi, op. cit., hlm.266-267. 
94 Lihal Pasul 8 ayv.t 2 !JU KIJP. 
QJ UbtPos<~.l9ayat2bUUKUP. 
9s SKPKlJ adulah surat ketelupan pajak yung mcncmukan besarnya jumluh pokok pajok, jumluh 

krcUil pajak,jumlah kekunmgan pcmbayanm pokok pajak,. bc:mmya sanksi adminislrnsi, dan 
jumlah pujak ,:r1.mg masih harus dibayar, !lhat Pasall angka 16 UU KUP. 

~t ' L1hnl Pas?.! 13 a>·at (2) UU KUP. 
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• Sanksi Administrasi berupa denda 

Sanksi admnistrasi berupa denda dikenakan kepada Wajlb Pajak 

yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang~undangan 

perpajakan. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda dlarur 

dalam Pasal 7 UU KUP karena Wajib Pajak tidak menyampaikan 

sural pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditenlUkan tennasuk 

jangka waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan 

untuk: 100 

> Surat pembcri[ahun masa PPN sebesar Rp 500.000,00 

)> Surat pemberitahuan masa lainnya sebesar Rp 100.000.00 

~ Surat pemberitahuan tahunan PPh V/ajib Pajak Badan sebcsar 

Rp 1.000.000,00 

)" Surat pemberitalmnan tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 

sobesnr Rp I 00.000,00 

• Sanksi Administrasi berupa kenaikan 

Pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan hanya tertuju 

kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak 

terutang. Pada hakikatoya, sanksi kenaikan bertujuan agar Wajib 

Pajak tidak berupaya umuk melakukan penghindara.n pembaynran 

pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 

Ncgara. 101 

Pasal 13 ayat (3) UU KUP memuat sanksi administrasi berupa 

kenalkan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar 

lunas jumlah PPh atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam 

SKPKB, sebesar102 : 

> Lima puluh persen dari pajak penghasilan yang tidak atau 

kurang dibayar dalarn satu tahun pajak~ 

Jot> LihatPasal7UUKUP. 
101 Saidi, op. cil., hlm.277. 
lu2 Lihat Pasal !3 ayat (3) UU KUf>. 
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):> Seratus persen dari PPh yang tidak atau kurang dipotong. tidak 

atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong 

a tau dipungut, tetapi tidak atau kurang disetorkan; 

> Seratus persen dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang 

dibayar. 

Besarnya sanksi kenaikan menurut Penjelasan Pasal 13 ayat (3) 

UU KUP berbeda-heda menurut jenis pajaknya. Unruk jenis Pajak 

Penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, sanksl kenaikan 

sebesar 50% {lima puluh persen), sedangkan untuk jenis PPh yang 

dipotong oleh orang atau ba:dan lain dikenakan sanksi kenaikan 

sebesar 100% (seratus persen). Sementan1 itu untuk jenis pajak PPN 

dan PPnBM sanksi kcnaikan sebesar seratus persen. Ketentuan ini 

memberikan klarltikasi terhadap jenis pajak yang dikenakan sanksi 

administrasi guna terdapat k.epastian hukum baik terhadap Wajtb 

Pajak maupun Pejabat Pajak yang menjatuhkan sanksl tersebut 

Sanksi admlnistrasi berupa kenaikan sebesar seratus persen 

dikenakan terhadap jumlah pajak yang terumng, baik PPh maupun 

PPN dan PPnBM dalam SKPKB Tambahan103 berdasarkan Pasal 15 

ayat (2) UU KUP 104
• Apahila ditemukan data baru dan atau data 

yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan 

utang pajak yang terutang. 

G. Pengampunan Pajak 

Dalam Negara Indonesia yang berdasatkan UUD 1945, Presiden merupakan 

satu~satunya yang berwenang rnemberikan pengampunan atas hukuman yang 

dikenakan atau dijatuhkan oleh badan peradilan kepada seseorang atau lebih 

!Vl SKPKB Tambahan udalah surat kelclapan pajak yang mencntukan tambahan atas jur:~lah 
po.jak yang tclnh dilc!<tpkan, !ilnll Pnsal I angka 17lJU KUP. 

II}' Liha1 Pnsal !5 ayat (2) UU KUP. 
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karena melakukan perbuatan melanggar hukum. 105 Pemberian pengampunan oleh 

Presiden disebut grasi 106 sebagaimana diatur dalam Pasa114 ayat (I) Amandemen 

pertama UUD 1945 yang melibatkan Mahkamah Agung. 107 

P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum 

pidana, dan secara kebetulan juga menurut hukum yang berlaku di negara kita, 

orang mengenal em pat bentuk grasi, yaitu 108 
: 

a. Grasi (dalam arti sempit), yakni peniadaan dari pidana yang telah 

dijatuhkan oleh hakim, yang telah mempunyai sualu kekuatan hukum 

tetap; 

b A -109 k . d" . d k . mnest1 , ya m suatu pernyataan secara umum tentang Itta a annya 

semua akibat hukum menurul hukum pidana dari suatu tindak pidana 

atau dari suatu jenis tindak pidana tertentu bagi sernua orang, yang 

rnungkin saja lerlibat di dalarn tindak pidana tersebut, baik yang telah 

dijatuhi pidana rnaupun yang belum dijatuhi pidana oleh hakirn, baik 

yang sudah ditunlUt rnaupun yang belum dituntut oleh penuntut urnum, 

baik yang sedang disidik maupun yang bel urn disidik oleh penyidik dan 

baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh kekuasaan yang 

sah; 

c. Abolisi, yakni peniadaan dari hak untuk melakukan penuntutan menurut 

hukum pidana atau penghentian dari penuntutan menurut hukum pidana 

yang telah dilakukan; dan 

105 Saidi, op.cil., hlm.29L 
100 Umsi adalah pcngampunan bcrupa pcrubahan. pcringanan, pcngurangan alau pcnghupusan 

pclaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presidcn. Terpidana adalah 
seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum !Ctap, Lihat Pasal I ayat (I) dan (2) Undang-undang No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi. 

107 Saidi, op.cil., hlm.291. 
10 ~ Lamitang. op. cir, him. 283. 
109 Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi alau rehabililasi karena amnesli ditujukan kcpada 

orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap 
delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang 
mcmbawa akibat luas Lcrhadap kcpcnlingan Ncgara, Lihat ''Grasi, Amncsti, Abolisi dan 
Rehabilitasi", <hup://arfanhy.blogspoL.com/2008/02/grasi-amnesti-abolisi-dan-rehabilitasi. 
html>. 4 fcbruari 2008. 
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d. Rehabilitasi, yakni pengembaiian kewenangan hukum dari seseorang 

yang telah hilang berdasarkan suatu putusan hakin atauptm berdasarkan 

suatu putusan hakim yang sifatnya khusus. 

Para elite politik dan pakar hukum mengaplikasikan pengampunan terhadap 

orang yang telah ditetapkan bersalah. Dalam hukum administrasl negara. orang 

yang bcrsalah ditetapkan dengan penerbitan keputusan oleh administrasi negara 

{beschikking), Istilah beschikking oleh Prajudi Atmosudirdjo discbut seba.gai 

"penetapan1 w", sedangkan E. Utrecht menyebutnya sebagai "kctetapan".11
l 

Menurut Sjachran Basah, ketetapan adalah keputusan tertulis dari 

administrasi Negara112 yang mempunyal akibat hukum untuk menyelenggarakan 

pemerintahan (dalam arri kala sempit). 113 

Adapun syarat-syarat dari ketetapan adalah sebagai bcrikut11
J : 

I. Keputusan sepihak; 

2. Keputusan tersebut adalah tindakan hukum publik~ 

3. Keputusan dibuat oleh badan a tau pejabat tata usaha negara; 

4. Keputusan mengenai masalah atau keadaan konkrit dan individual; 

5. Keputusan dimaksudkan untuk mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu 

menciprakart, mengubah. menghentikan atau membatalkan suatu 

hubungan hukum. 

11
:> Penelupan dapat dirumus scb:lt;ai perbuatsn hukum scplhak yang bcnii!in administmsi neg.Jr<~. 

tlilakuk;m oleh rejabat atau in:stuosi penguasa (Negara) yang benvenang t.lan bcrwajlb khusus 
unwk hu. Semua pcnctapan yang dtnmbll oleh Aministmsi Ncgar.t dimuat atuu dituang Oalam 
st.atu keputusan, dan pada umumnya kepu1usan dilakukan secara !crtulis da!om beniuk SK 
(sural kt:putus:m}, surnt biasa, sural cilun.m ataupun berupa dlsposisi di bJ.lgkm sural 
pcrmohomm yang bcn:mngkman. Ulrut S.Prajudi Almosudirjo, JJulwm .J.dmiui.tlrasi Negara, 
{Jakarta;Ohulia Indonesia, 1994), hlm.94~95 

"
1 Pcngumar Huk1.1m Administmsi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjnh Masn University Press, 

2004), h!m.l41. 
112 Ulrt.->t;bt menjelaskan pcngcninn administra.si Negara uda!ah gn.bungan jubtnan-jabalun 

(cfJmplex mn ambten) ntau apar.1t {ulut udministrasi) yang betada d! buwah pimpioon 
pemerimah, mdaksanakan sebagian dari pel:erja:m pcrncrinlah, tugas yang ttdak dtugnskan 
kepada badan-bad::m pe:radilan dan legislative, Lihat Sadjijooo. Memalu:!mi Bebernpa Bah 
Pokok Hukmn AdminislrtJsi, {Jogyakart<t:Lnksbar>g, 2008), hlm.l J. J 2. 

1 n Sjachrun Basah, Eksi.stensi dan Tolo.t Ukur Badmt Pcradilan Adtitimsrrust lndOW!sia, Cctakon 
ketiga, {Bandung: Alumni, 1997), him. I 51. 

114 Bugir Manan, Fungsi dan Peraluran Pentndaf18~undangan, {Bandun_g: 1994}, hlm.\3. 
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Dalam hukum administrasi negara terdapat asas yang menyatakan bahwa 

ketetapan yang sah mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan pandangan Utrecht 

dan Stelinga yang dikutip oleh Amran Muslimin, ketetapan dapat dibedakan 

menjadi ketetapan yang sah dan ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum. 

Dengan maksud, ketetapan ini sah kalau sudah dapat diterima sebagai bagian dari 

terlib hukum, sedangkan ketetapan itu mempunyai kekuaran hukum kalau telah 

memberikan pengaruhnya dalam pergaulan hukum. Ketetapan yang sah 

mempunyai ketetapan hukum. 115 

Kerempan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas kesalahan 

Wajib Pajak dituangkan dalam Surat ketetapan pajak116 dan Surat Tagihan 

Pajak117 yang memuat sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan. 

Sanksi administrasi jika tidak dapat diterima oleh Wajib Pajak, dapat 

ditentang dengan mengajukan keberatan atas sanksi administrasi kepada pejabat 

atasan dari pejabat yang menjatuhkan sanksi administrasi dengan meminta 

pengurangan atau penghapusan denda yang telah dijatuhkan melalui kuasa Pasal 

36 ayat (I) huruf a UU KUP. 118 

Pengurangan amu penghapusan sanksi administrasi pajak dalam hukum 

pajak kemudian dapat dilakukan juga melalui pengampunan pajak, yang pada 

dasarnya boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hakikat yang 

dikandung dalam Pasal 23A Amandemen Ketiga UUD 1945. Pengampunan pajak 

dapat dilakukan tetapi dengan syarat-syarat bahwa harus diatur dengan undang­

undang yang berarti mel ibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. 119 

11 ~ Amran Muslimin, Babarapa A~·as dan Pangerlian Pokok-pokok renlang Administrasi dan 
flukum Administra.si, (B~ndung: Alumni, 1985), hlm.137. 

116 Surat keletapan pajak adalah sural kelelapan yang meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPN, alau 
SKPU3, Lihat Pasall angka 15 UU KUP. 

117 Sural Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak danlatau sanksi adminislrasi 
berupa bunga dan/atau dcnda, Lihat Pasal I angka 20 UU KUP. 

11 ~ Socmitro, 1988, op. cit., hlm.86. 
Mengenai Fasilitns pengurangan a1au penghapustm sanksi adminisln:.si dalam hukum pajak ilu 
scndiri scbenarnya telah dialur dalam Pasal 36 ayal (I) huruf a UU KUP yang menycbulkan 
"Direklur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas p~>:lillohomm Wajib Pajak dapa! 
mcngunmgkan mau mcnghapuskan sanksi adminislrasi bcrupa bunga, denda, dan kenaikan 
yang terulang sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan pcrpajakan d~l~m hal 
sunksi Lcrscbut dikcnakan karen~ kckhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya 

119 Saidi, op.cif., hlm.291. 
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Konsep pengampunan pajak disini lebih kepada upa:ya membuka Jembaran 

bam kepada masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar 

dart titik waktu tertentu dengan memberikan pengampunan terhadap kcsalahan~ 

kesalahan masa lalu. Pengampunan pajak ini biasa diikuli dengan pembayaran 

scjumlah uang tertentu sebesar persentase dari jurnlah harta atau jum!ah pajak 

yang selama ini tidak dibayar (biasa disebut uang tebusan). 

Pengampunan pajak diambil pemerintah dengan m.aksud untuk meml.ieri 

dorongan kesndaran, pemahaman dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber 

utama perpaja.kan dan bahwa merupakan salah satu kewajiban kenegaraan 

sehlngga seliap warga masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan 

sendiri kewaj iban perpajakan. Peran aktif masyarakat ini diharapkan dapat 

memaksimalkan penerimaan pajak guna: memenuhi tuntutan pembiayaan Negara. 

G. L Pengertian Pengampunan Pajak 

Pengertian pengampunan pajak, lazim dikenal dengan istilah tax amnesly
120 

dari berbagai literatur dapat disajikan sebagai berikut: 

Susan M. Lyons dalam bukunya, "international Tax Glossary" menjelaskan 

pengertian lax amnesly adalah ''special provisions offored lO taxpayers at a lime 

when !he government is endeavouring ro stop tax evasion and/or raise additional 

revenue. Amnesty is usually offered lo give taxpayer.'i the opportunity to pay 

1 ~u Alm1i!Siy (noun) is a pardon extended by the government to a group or class of persons, 
mmally far t1 pohlkaf offonse,· ilte m:t of a srwereign ptMer offidol!y forgiving Cr:rfain dasse.s 
of perso•ts who are subjecl!C trial bl(l !Jaw.r net yer beeu ccrt>:iCIC:d (1986/mmigrafion reform 
and control act provided amnesty for mlfiocmmmted afien:i already presc111 in the ce:mty). 
Unlike m1 ordinwy pan/en, amnefy is uwu.dly addressed Jo crimc.v agoimN Male sol'ereignty­
that is, ro poliJicalQf!enses wirh respecl {() whichforginmess is deemed morr: expedienl for the 
pubflr: wc!farrt r!uw proseCitliOn Urld punisflmrml. Amnesty ls 1/,\·ua/ly gellf)ra/, addre.ued to 
da:sses or emn communities also termed general pardon. 
Amm.!sfy derh•ed fi'om the gl'l:ek omnestia (''jorgerlillg") and lrax came robe used to describe 
measmvts fll a more getrerol rwrure, directed lo offe11Ses whose crfmlnolity is considered better 
forgotten 
Amnesry clause is a clause especially one found in a peace lnmty t!Jat wipes ow!r pas! 
ojfimses snch as treason, scdilian. rebellion, and even war crimes. A /l(JVftreigmy may grant to 
all guilty persons or only to certain categories qf offenders, Lihat !1/m:k Law Dictionary. 
Eight &lioon, Br)-'anA.Garner, Edircr wc!Jief, 2004. 
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previously unpaid Taxes, usually on the basis that 1hey will be guaranleedfi·eedom 

}hun ptmallies and prosecution. Amnesty muy be granted any kind of tax ... m 

Craig M. Boise menerangkan da!am artikelnya yang berjudul Breaking 

Open Offshore Piggybanks : Deferral and the u.Fility of Amnesty bahwa 

pengampunan pajak menawarkan pengampunan sanksi atau denda terkait dengan 

penggelapan pajak dengan uraian selengkapnya sebagai berikut : 

Tax amnesty typically offers a reprieve from some penalty or .vam:tion 
as.wxiatr:d wUh ta.x evasion in order to encourage persons who have 
evaded taxes to come foni•ard voluntarily and pay what they owe. Most 
Fax amneslies are e:xpected to generate significant revenue, are offored 
}in· only a limited period of lime, and purport w be one-lime 

122 oc,:urrencr:s, 

Se!anjutnya Nuryadi memaknai pengampunan pajak adalah pemberian 

kcsempatan bagl wajib pajak, baik yang sudah terdaftar maupun belum, untuk 

membayar pajak yang sebeiumnya tidal< dibayar, biasanya pada tarif yang lebih 

murah, dan tidak ada pinalti atau sanksi, tidak ada kaitannya dengan sanksi 

pidana, termasuk sanksi pidana perpajakan. Biasanya, pengampuoan pajak dapat 

menyangkut bennacam-macam pajak yang tidak hanya pajak penghasilan saja. 

Dengan tujuan utama untuk meningl<atkan l<epatuhan pajak, kebijakan ini lebih 

mcllhat ke rnasa depan, arlinya masa lalu yang gelap diampuni; dan perlu diingat 

juga, bahwa yang diampuni adalah l<esalahan wajib pajak, bukan kesalahan 

Direktomt Jendaral Pajak. Jadi tidak benar jika dinyatakan "tunggakan pajak akan 

dia.mpuni", pernyataan itu bukan pengertian pengampunan pajak yang dimaksud 

dalam perpajakan.1n 

Aim dan Beck dalam jurnalnya yang berjudul Wiping The Stare Clean : 

Individual Response to State Tax Amnesties mengatakan : 

m Sus;m M.Lyons, lmemrionaf Tax Gfmsary, (The International Bureau of Fi~cal 
Documentation: 1992}, hlm.ll. 

m Craig M. l3oise, Breaking Open Offihore Piggybanks: Deferral and the 11fifity af tfmnesly. 
(George !vtason Law Rev lew, 2007). 

l:!l :-J~wyardi. "Pcngutnpumm Pajak Mcmang Tidak Sclnlu Sejatan Dengan Keadilan," Jurmal 
Pcrpajaklln Indonesia (200 l ), hlm.40. 
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"An amnesty typically gives individuals an opportunity to pay previously 
unpaid I axes without being subjecr to the penalties and prosecution that 
the discove1y of evasion normally brings. " 124 
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John Hutagaol dalam tullsannya yang berjudul Seki/us tcmtang Ta.• 

Amnesties, dijabarkan pengertian pengampunan pajak sebagai berikut: 

Pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah di bldang 
perpajakan yang memberikan penghapusan pajak. yang seharusnya 
terutang dengan memberikan uang tebusan dalam jumlah tertentu yang 
bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan 
kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh (tax evaders) menjadi 
Wajib Pajak yang patuh (honest ta;x: payers} sehingga Wajib Pajak dapat 
menjalankan kewajibannya sccara sukarela (taxpayers 'voluntarily 
compliance) dimasa yang akan datang. 125 

Sedangkan berdasarkan Rancangan Undang-undang Tentang Pengampunon 

Pajak 200 I, pengertian pengampunan pajak adalah : 

Salah satu fasilitas pcrpajakan yang diatur dalam undang-undang ini 
yang diberikan kepada wajib pajak, karena wajib pajak tertentu belum 
atau tidak me[aporkan keka:;aan yang sebcnarnya dimiliki oleh wajib 
pajak dalam sural pembcritahuan pajak tahunan. 126 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengampunan pajak 

adalah kebijakan pemerintah memberikan kesempatan bagi waj ib pajak, baik yang 

sudab terdafrar maupun belum, untuk membayar pajak yang sebelumnya tidak 

dibayar, biasanya pada tarif yang lebih murah, dan tidak ada pinaltl a tau sanksi. 

dan hanya diberlakukan dalamjangka waktu tertentu, dengan tujuan utama untuk 

meningkalkan kepatuhan pajak. Kebijakan ini lebih meHhat ke masa depan, 

artinya masa lalu yang geiap diampuni. 

IH James Aim, Williflm Bcok, ·'Wiping The St:.tte Amnesties: Individual Response !0 SUite Tux 
Amnesties", Southern Economk Journal, Vol.57, No.4, (Soulhcrn Economic 
Association: 1991), hlm.1043 

m John I lutagaol, Perpnjakan.lsu-isu Konh:mpo;cr, (Jukan.a: Graha !lmu, 2007), hlm.28 
11~ Pusal I :.~ngka 8 DrafL pcrtllrtlll RUU Pengampumm Pajak 2001. 
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G.2. Jenis Pengampunan Pajak 

H.W.T. Pepper dalam tulisannya yang berjudul "Tax Amnesties" yang 

dimuat pada British Tax Review 1996, mengemukan jenis-jenis pengampunan 

pajak sebagai berikut127
: 

The amnesty terms may be : 
1. That the evaders is granted freedom from prosecution but must pay 

the tax and full monetary penalties; or 
2. That there is both ft"eedom from proseczaion and an abatement of 

or exemptionfi·om monetary penalties; or 
3. That tax is computed at a compounded rate on hitherto concealed 

capital when disclosure is made, the rate being intended to cover 
bolh fat and penalty. 

Das Gupta dan Mookherjee dalam jurnal Tax Amnesries as Asset Laundering 

Device mengatakan ada tiga bentuk pengampunan yang digunakan oleh banyak 

negara yaitu 128
: 

I. Investigation Amnesties 
Investigation amnesties, limited duration, aimed at inducing owners of 
black assets to disclose them voluntarily, and offered by government 
that promises not to investigate the source of these declarations as 
long as the mandated black taxes and penalties are paid. 

2. Revision Amnesties 
Revision Amnesties, where taxpayers are allowed an opportunity to 
revise past tax returns. 

3. Prosecution amnesties 
Prosecution amnesties offer immunity from prosecution for detected 
offenders. 

Erwin Silitonga, dalam makalahnya menjelaskan terdapat em pat jenis fax 

· P9 umnesry, yaJtu • : 

• pertama, tax amnesty yang tetap mewajibkan pembayaran pokok 
pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi 
pidana perpajakan; 

127 Patrick L.Kelley, Oliver Oldman, Reading on Income Tax Adminislralion, (Mineola: The 
fmmdmion Press, Inc., 1973), page.544 

m Arindam Das Gupta, Dilip Mookherjee, ''Tax amnesties as asset laundering del'ices'', Journal 
or Law, Economic and Organization, Vo!.l2, No.2, (Oxford University Press:1996), page 421. 

129 Erwin Silitonga, "Ekonomi Bawah Tanah, Pengnmpunan Pnjnk dan Referendum," (Makalah 
disampaiknn pada Dies Natalis Fakullas Ekonomi Universitas Parahyangan ke J 1, 13andung, 
II Fcbruari 2006), hlm.l. 
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• kedua, lax amnesty yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa 
lalu yang terutang bedkut buoganya. namun mengampuni sanksi 
denda dan sanksi pidana pajaknya; 

• ketiga, adalah lax amnesty yang tetap mewajibkan pembayaran 
pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga. sanksi 
denda dan sanksi pidana pajaknya, 

• keempat, tax amnesly yang mengampuni pokok pajak di masa !alu, 
termasuk sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidananya, 

43 

Pemberian tax amnesty mempunyai beberapa tujuan. Kelley dan Oldman 

yang menyatakan tujuan pemberian tax amne:dy adalah sebagai berikut: 

"An amnesty in the case of income tax may be given consideration in 
the coniext of a anti-evasion drive in a country where evasion has 
hitherto been widespread. The govermnenl wishes to tackle evasion 
in earnest hut also 10 give evaders an opportunity, in the transition 
from a lower to a higher rav: morality, to square accounts with the 
ta.v: authorities by disclosing items previously omitted and se!tling 
I heir true liability. " 130 

0.3. Faktor~Faktor Penentu Kesuksesan Pengampunan Pa,jak 

Hal-hal yang per!u diperhatikan agar suatu pengampunan pajak yang 

diberikan kepada Wajib Pajak guna peningkatan penerimaan negara dan 

peningkatan kepatuhan Wajib Pajak berhasil sebagaimana yang dikemukan oleh 

Pepper adalah sebagai bcrikutn: : 

J. The evaders must feel in imminent danger of discovery if he does 
nOt come forward; 

2. The evaders musf be satisfied that he will rc,:eive confidential 
treatment and that his disclosures will noJ make him a "marked" 
man for future harassment; 

3. The lcmns offered must be a comparative 'bargain" so that there is 
a financial inducement to come fonvard ralher lhat lfe low and 
gamble on escaping detection~ 

4. The offer should be open for a definiTe and limited period, long 
enough for publicity about the amnesty Jo reach all evaders but 
short enough for there Jo be a certain amount of urgency CJhouf 
making a decision; 

5. The amnesJy should be a once{or-a/1 offir and there should he no 
:wggestion thai it miglu be repeated af a future date; 

11° Kelley and Oldman, op,Cil .• hlrn.544. 
IJ! Ibid .. hlm.S46. 

Analisis Pengampunan..., Devi Sonya Adrince, FH UI, 2009



6. Above all, the picwre should not be that of an administration 
which. having tried everything else wit hour success, is now hoping 
fo "bribe" rhe evaders whom it cannot trace to come fonvard of 
their own volition, but rarher of a merciji1f but determined 
governmenr giving evaders a last change to square accounts. 
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Lebih lanjut, John Hutagaol menguraikan faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan membuat kebijakan pengampunan pajak adalah 132
: 

I. Eligibility yaitu pertimbangan mengenai wajib pajak mana yang berhak 

untuk berpartisipasi di dalam program pengampunan pajak. Misalnya yang 

berhak (eligible) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak 

Badan; 

2. Coverage yaitu pertimbangan mengenai jenis-jenis pajak apa saJa yang 

termasuk dalam program pengampunan pajak. Pada umumnya, 

pengampunan pajak mengacu pada satu jenis pajak tertentu saja, misalnya 

PPh atau PPN; 

3. Incentives yaitu pertimbangan mengenai cakupan utang pajak yang 

termasuk dalam program pengampunan pajak. Misalnya, yang tcmasuk 

dalam program pengampunan pajak adalah pokok pajak (principaf), sanksi 

bunga (interest) dan atau sanksi denda (penalty); 

4. Duration, yaitu pertimbangan mengenai jangka waktu pelaksanaan tar: 

amnesty. Jangka waktunya (statumy of limitation) sangat bervariasi dan 

umumnya berkisar antara 2(dua) bulan sampai dengan I (satu) tahun. 

Misalnya di India (1997) selama 214 hari, Italia (2002) mulai awal 

September 200 I sampai dengan 15 Mei 2002. 

Menurut Erwin Silitonga sekurangnya ada empat prasyaral awal yang 

perlu dipersiapkan untuk mendukung keberhasilan program pcngampunan pajak 

yaitu m : 

I. Yang pertama, perlu melakukan sosialisasi dini mengenat rencana 

pcngampunan pajak, yang didukung oleh perangkat adrninistrasi 

ll~ llutagaoL op.cir., hlm.Jl. 
m Silitonga, toe. cit., hlm.l. 
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pcrpajakan modem mcnggunakan sistern komputcr, untuk mendukung 

penegakan hukum paska pengampunan paja.k. Tanpa didukung tehnologi 

informa.si yang modern, program lax amnesty tidak akan dapat mencapai 

sasaran yang diharapkan yakni tercapainya lax ratio sebesar 19% di tahun 

2009. 

2. Yang kedua, mengenai tunggakan pajak negara, yaitu utang pajak yang 

tclah pastl dan ditetapkan dengan surat ketetapan paja:k. yang merupakan 

obyek pena,gihan pajak dcngan Undang-undang Penagihan dengan Surat 

Paksa. Tunggakan pajak, yang hingga saat ini secara nasionat relah 

mencapai 29 trilyun rupiah, tidak termasuk dalam paket program 

pengampunan, bahkan merupakan pra syarat harus dilunasi sebelum wajib 

pajak. dapat mengikuti program pengampunan pajak. Khusus mengenai 

tunggakan ini perlu disoslaHsasikan lehih awal untuk mencegah jangan 

sampai isu pengampunan pajak menjadl counter productive karena 

masyarakat salah mengerti dan beramai-ramai menunda pembayaran 

pajaknya dengan harapan kelak menda.pat pengampunan. 

3. Yang ketiga dan tidak kalah pentingnya adalah perlunya program 

pendukung bcrupa penegakan bukum secara tegas dan konsisren terhadap 

pelanggar hukum. Undang-undang Pengampunan Pajak barus didukung 

seperangkat undang-undang lainnya yang menjamin penegakan hukum. 

Diantaranya ada!ah jaminan mengalimya data secara sistemik (by 

computer) ke pusat basis data perp<Uakan nasional melalui program SIN 

(Single identification Number). Rancangan Undang-undang yang 

mendukung hal ini adalah Rancangao uncang-undang fnformasi dan 

Tmnsaksi Elektronis (ITE). Juga diperlukan amandemen Undang~undang 

Pcmberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menambabkan azas 

pembuktlan terba!ik untuk mcnciutkan nyali para koruptor, seka.ligus 

memperkecil kegiatan ekonomi bawab tanah. Berikulnya adalah 

amandemen Undang-undang Perbankan, agar memberikan akscs infonnasi 

keuangan ke sistern perpajakan, sepanjang tidak mclanggar kerahas:iaan 

bank. Selanjutnya adalah amandemen Rancangan Undang-undaog Tlndak 

Pldana Pencucian Uang, unruk mernberikan akses terhadap transaksi yang 
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mencurigakan dan transaksi kas yang besar, untuk dicocokan secara sistem 

dengan laporan SPT wajib pajak, seperti yang dilaksanakan di negara 

maju. 

4. Yang terakhir adalah perlunya Undang-undang Good Corporate 

Governance, untuk menata kembali sistem penggajian pegawai negeri 

guna mencegah praktek korupsi karena kurang memadainya remunerasi 

yang diterirna aparatur negara. Karena pengampunan pajak idealnya hanya 

berlaku sekali (once in-a-life time only), ke lima peraturan perundang­

undangan tersebut harus ada untuk membantu tegaknya hukum secara 

murni dan konsekuen, yang merupakan syarat keberhasilan program 

pegampunan pajak. Tanpa penegakan hukum yang sungguh-sungguh di 

berbagai bidang, semenarik apapun pengampunan pajak yang ditawarkan 

tidak akan menyebabkan wajib pajak secara sukarela mengakui kesalahan 

masa lalunya, apabila mengetahui bahwa probabilitas terungkapnya 

ketidakjujuran membayar pajak sangat kecil karena lemahnya perangkat 

hukum lainnya. Semua program pendukung di atas mutlak diperlukan dan 

diberlakukan bersamaan dengan diumumkannya program pengampunan 

pajak. 

G.4. Pengampunan Pajak di Negara Lain 

G.4.1. Pengampunan Pajak di Afrika Selatan 

Dalam sejarahnya, Afrika Selatan sudah tiga kali melakukan program 

Tat amnesty yaitu tahun 1995, 1996 dan 2003. Selain itu, pada 2003 

diberlakukan special amnesty, dimana ruang lingkupnya dibatasi hanya 

pada pengakuan aset rakyat atau wajib pajak yang ada di luar negeri, juga 

transaksi yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas devisa. Secara lebih 

spesifik, amnesti pajak ini dibatasi hanya kepada mereka yang memiliki 

aset di luar negeri namun bel urn membayar pajak di masa lalu. 134 

114 Yusuf A.Laksana, ·· Belajar dari Afrika Selatan Soal Amnesty Pajak," Bisnis Indonesia, Edisi 
13, 13 Juni 2005. 
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Tax amnesty pertama dilakukan pada tahtm l995 dengan tujuan untuk 

menjaring orang dan atau badan yang belum terdaftar sebagai wajib Pajak. 

Saat program rax amnesty tahap pertama ini ditutup, Karz Commission 

telah mcnerima kurang lebih 23.200 pendafrar. 135 

Tax amnesiy kedua dilakukan pada tahun 1997. Pada 1997 ada 

tambahan fonnulir bagiforeign passive income untuk dikenakan pajak bagi 

penduduk Afrika Selatan (misal: penghasilan atas bunga dan royalti), dan 

dampaknya kemudian diberlakukan bagi seluruh penduduk Afrika Selatan 

pada I Januari 2001. Tujuan utama amnesti pajak, yattu pertama, 

mewajibkan penduduk Afrika Selatan patuh rerhadap ketentuan exchange 

control dan masa!ah-masalah perpajakan. Kedua, member! kewenangan 

bagi South African Revenue Services (SARS} dan Exchange Control 

Depar/ment of Jhe South African Reserve Bank (SARB) mengawasi aset 

milik warga egara Afrika Selatan yang berada di luar negeri. Ketiga, 

memfasilitasi pengembalian aset yang berada di !uar negeri. Keempat, 

men1ngkatkan penerimaan pajak di masa yang datang. 135 

Pada tahun 2003, Tax Amnesty ketiga digulirkan dengan program 

pengampunan hanya terbatas parla PPh Orang Pribadi (Personal Income 

Tax}, termasuk juga pajak atas warisan {estafe duty}. Sedangkan PPN dan 

withholding taxes tidak termasuk dala.m program ini. Tax cmmesty 2003 

memberikan pengha.pusan tuntutan tindakan pidana yang terbatas. hanya 

yang menyangkut pidana perpajakan dan peraturan lain Iimas devisa, 

dongan demiktan kepemilik.an aset di luar negeri yang berasal dari aktivltas 

illegal atau kriminal lainnya, sepcrti hasll korupsi, hasil kejahatan, hasil 

transaksi narkoha, ataupun hasiJ pencu:cian uang (money laundering), tidak 

berhak untuk mendnpatkan pengampunan pajak. 137 

Di Afrika Selatan (2003), program pengampunan pajak dikaitkan 

dengan sistem pengawasan devisa ((f,'Cr;hange comro!}, sesuatu yang tidak 

diatur di indonesia yang menganut rezim devisa bebas. Di sana, penduduk 

:H ·'Tax Amm:sty di .4frikaSelatan," Indonesian Tax Review Vol IVIEdisi 4511005, hJm.37-39. 
D<'> Laksana, Joe ciL 
m !bid 
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Afrika Selatan dilarang mentransfer devisa ke luar negeri di atas 750.000 

Rand atau sekitar Rp 1.250.000.000,- . Terhadap aset yang disimpan di luar 

negeri yang melebihi jumlah tersebut, apabila di bawa kembali ke Afrika 

Selatan setelah permohonan amnesti diterima, dikenakan tarif diskon 50% 

dibandingkan hila asset tersebut tetap di simpan di luar negeri. Untuk aset 

yang disimpan di luar negeri dan berasal dari penghasilan yang belum 

dipenuhi kewajiban perpajakannya dikenakan tariftambahan 2%. Tuntutan 

pidana yang dibebaskan dibatasi pada pidana pajak dan peraturan lalu lintas 

devisa. Dengan demikian kepemilikan aset di luar negeri yang berasal dari 

korupsi atau aktivitas kriminal lainnya seperti penipuan atau perampokan 

tidak akan mendapat pengampunan. Terhadap aset yang disimpan di dalam 

negeri dan berasal dari penghasilan dalam negeri yang bclum dilaporkan di 

SPT dan belum membayar pajak sebagaimana mestinya tidak akan 

mendapat fasilitas pengampunan. Bila aset tersebut dilaporkan, fasilitas 

amnesti yang diberikan hanyalah penghapusan denda 200% dan 

kclonggaran balch mencicil pajaknya. Pokok pajak dan bunganya harus 

tetap di bayar.JJS 

Pemerimah Afrika Selatan menggunakan strategi yang cukup cerdas 

dalam menyukseskan program tax amnesty, yaitu strategi "Pull and Push". 

Pull, dengan menarik atau memberikan insentif agar wajib pajak tcrtarik 

ikut serta dalam program ini. Misalnya dengan cara penghapusan denda dan 

bunga pajak terutang a tau pembayaran tebusan dcngan tar if yang rendah. 

Push, dengan memberikan tekanan atau rasa tidak nyaman seandainya 

Wajib Pajak tidak mau berpartisipasi. Misalnya dengan mcningkatkan 

kuantitas dan kualitas tax audit, stra[egi pemilihan target penyidikan yang 

tepat dan transparansi basil penyidikan serta sanksi pidana pajak semcntara 

sebelum program pcngampunan diumumkan. 139 

m Silitonga, foe. cil. 
IJQ Ibid 
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G.4.2. Pcngampunan Pajak di Philipina 

Pada tahun 1962, Otoritas Perpajakan Philipina menawarkan program 

pengamp:unan pajak yang berakhir tanggal 30 November 1962 kepada 

Wajib Pajak yang secara sukarela mengungkap penghasiJan sebenarnya 

dan mengkoreksi kctidakakuratan perhitungan masa lalu dapal menghitung 

sendiri jumlah pembayaran terhutang dan bunga, menjadi subyek yang 

dibebaskan dari pengenaan sanksi pidana dan sanksi administrasl. 140 

Mcnjelang berakhimya perode pengampunan pajak, kampanye anli tax 

evasion dengan slogan "starling from the top·· gencar digulirkan kepada 

wajib pujak terkaya dan wajib pajak terpotensial yang dlduga melakukan 

penyelundupan atas seluruh kewajibannya. 141 

Tldak ada perubahan tarif pajak pada periode 1962 sampai dengan 

1964 dan perubahan pada PDB tidal< menunjukan peningkatan besar pada 

penerlmaan pajak. Peningkatan pada penerimaan pajak orang pribadi 

cukup signlfikan karena sektor ini biasanya memberikan peJuang yang 

besar bagi penyelundupan pajak. Sebagian besar Wajib Pajak memilih 

untuk tidak turut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak yang 

dijalankan karena rnenunggu kesempatan lain ditcrapkannya pengampunan 

pajak dl masa yang akan datang. Namun demikian, sebagian lagi ikul 

berpartisipasi dalam program pengampunan pajak dcngan tetap melakukan 

under-repotting atas pengha:silannya. 142 

Di Phillpina, program pcngampunan pajak ini tidak berjalan sesuai 

harapan yang diakibatkan adanya faktor keterbatasan kapabilitas dari 

petugas pajak dan perilaku korupsi yang merata pada berbagai tingkat 

pctugas pajak. Akibatnya semua ini menghalangi penegakan peraturan 

perpajakan dan meyebubkan penerapan kebijakan pengampunan p:ajak 

menga!ami kegagalan. 143 

:.m Kelley and Oldman, op. cil., h!m.552. 
:.u !bid 
~~~ Ibid. 
w Ibid. 
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PENGAMPUNAN PAJAK DAN 

KEBIJAKAN PENGt:RANGANIPENGHAPUSAN SANKS! 

ADMINISTRASI DllNDONESIA 

A. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 Tentang 

Peraturiln Pengampunan Pajak 

Pengumpunan Pajak scbenarnya bukan hal bnru di Indonesia karena 

sebelumnya ketentuan pengampunan pajak pemah diambil oleh pemerintah 

Indonesia. Pc:mberlakuan pengampunan pajak pertama terjadi pada masa 

pemerintahan Presiden Soekamo sekitar tahun 1964 me!alui Penetapan Presiden 

Republik [ndonesia Nomor 5 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pengampunan Pajak 

(Lembaran Negara Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2677 Tahun 

1964)1
". 

Dalam Penjclasan Umum Penetapan Presiden No 5 Tahun 1964 disebutkan 

tiga a[asan kuat yang mendorong pemerintah rnengeluarkan peraturan 

pengampunan pajak, yaitu 144 
: 

l. Peraturan-peraturan pajak atas laba, pendapatan dan kekayaan yang saat 

itu berlaku. dalam keadaan inflasi yang berkembang, darl tahun ke tahun 

yang tak tcrkendali, mudah sekali menimbulkan hasrnt untuk 

menghindarkan sebagian besnr dari laba pendapatan dan kekayaan dari 

pengenaan pnjak; 

2. Laba fiskal, yang meliputi pula laba lnflasi, yang dianut dan: tetap akan 

dianut, karena slsrem lain yang mengharuskan adanya tata buku yang 

Jengkap dan benar tidak mudah dilaksanakan, member! dorongan untuk 

melanggar peraturan pajak; 

:.u Pcnetapll!'i Presid(.'Jl Rcpublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang: Peraturan Pcngampunan 
Pajak (Lcmban:m Negarn No.89, Tambuhan Lembur:m Negara No.2677 Tahun 1964 
ditctapkan lnnggal 9 Sept~mbcr 1964 selanjutnya disebut Pcnctapan Presiden No 5 Tahun 
1964. 

1 ~~ Lihat Penjelasan Umum Pcncmpan Presiden RJ Nomor 5 Tahun 196<1 tenlang Pcrnumm 
P.cngumpumm Pajak. 

Universitas lndonesia 
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3. Tarif Pajak Pendapatan yang progresinya sangat berat (tinggi), dianggap 

sebagai hukuman bagi Wajib Pajak, yang setelah bekerja (keras) dan 

berhasil, tetapi karena inflasi, pendapatan yang diperoleh pada saat itu 

dirasakan tidak lerlalu tinggi tetapi sebagian besar harus diserahkan 

kepada Negara. Misalnya dari pendapatan Rp 2.000.000,00, harus 

membayar Pajak Pendapatan sebesar Rp 1.213.050,00. Hal ini 

mendorong Wajib Pajak untuk mengelak dari kewajiban membayar pajak. 

Yang menjadi pertimbangan pemberlakuan pengampunan pajak pacta tahun 

1964 adalah mengingat keadaan keuangan Negara saat itu dan untuk mengatasi 

kebutuhan keuangan Negara berhubung dengan memuncaknya Revolusi Nasional 

Indonesia, yang sekarang berada dalam taraf pelaksanaan Dwikora, disamping 

melanjutkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana, maka Pemerintah 

berpendapat sudah sclayaknya, jika rakyat yang memiliki dan menikmali, 

menguasai, mempergunakan modai 145 tersebut, diharuskan membayar tebusan 146 

aras jumlah pajak-pajak yang menurut peraturan-peraturan fiskal sebenarnya 

terhutang kepada Negara. 147 

IH Modal adalah modal yang berada pada masyarakat yang belum pemah dikcnakan pajak 
pcrscroan, pajak pcndapallln dan pajak kekayaan, yang didafiarkan pada Direktorat Pajak 
scbelum langgnl 17 Agustus 1965. Tanggal 17 Agustus 1965 diambil scbagai balas waklu 
karena tanggal yang kcramat ilu mcmpunyai pcngaruh psychologis pada r<~kyat dan sudah 
sering dipergunakan untuk memanggil para pcnyclcwcng kc jalan yang bcnar. Masa yang 
lama anlar.l tanggal bcrlakunya per<~turan ini (9 September 1964) sampai dengan tangga117 
Aguslus 1965 sengaja diadakan untuk mcmbcri kcscmpalan kcpada mereka, yang 
bcrsungkulan untuk menyelesaikan persoalan dengan sebaik-baiknya, umpama saja, 
menguangkan barang-barangnya untuk mcmbayar lebusan pada saat yang menguntungkan. 
Lihat Pas a I I ayal (I) Pcraturan Presiden No. 5 Tahun 1964 dan Penjelasannya. 

14 ~ Uang tebusan adalah sejumlah uang scbcsar 10% dari jumlah modal yang harus dibayarkan ke 
kas Ncgara scbagai pcngganti alas jumlah pajak yang menurut peraturan fiskal scbcnarnya 
terhulang kepada Negara, Lihat Pasal I ayat (2) Pcraturan Presiden No 5 Tahun 1964. 

147 Ibid. 
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Ketentuan mengenai peratura11 pengampunan pajak yang termuat dalam 

Penetapan Preslden Nomar 5 Tahun 1964 adalah sebagai berlkut: 

No. Ural an KetMtuaro 

l. Subyek a. Wajib Paj;jik Orang Prlbadi; 
' Pasal 5 b. Wa'ib Paiuk &dan. 

2, Obyck peng:;mpunan Modal yanti berada pada masynrakat yang belurn diken;~kan 1 
Pasal I U)3t (1) pajak perseroan, pajak pendapallln dan pajak kckayuun 

2, Jenis pajak yang a. Pajak Pendapalan (Ord. f'Pd 1944, StbL 1944 No.I?) , 
mendapatkan fasilitas b. Pajak Kckayaan ( Ord. PKk l9J2, StbL !932 No.A05)H"; 
pengampunan i c. Pajak Pers.eroan (Ord 19'25, Stbl.l925 Ko.3l9)m; 
Pasal I aym (1) : d.Bea Mctcrai :Aodal (mas penempa1an modal dalam 

pcrseman yang belum dilaporkan, Pcnjdasan Pas:d l 

"" (2)) 
], Besaran Larif a.IO% (sebagai tarif runpun:ulftarif umum) dM I 

: Pasal I ayat (2}.(3),(4) barwlkclruyann/ modal yang diampunknn; ' ' ' b.5 % (tarif n:<luksi} st:bagai pcr:.msang bila hana.lkekayaanf ! ' I modal yang diarnpuokan ditanamkan pada usaha-usaha 
bmu don yang sudah ada yong clupat mcmpcrtlnggi 

' prnduhi dalarn lapangan : 
. Pertaniiln, perikanan, p.:tcmukun; 
. Pcrtcmbangnn; . Perindustrian; 
. Pcngangkutan (penjelasan Pasal I ayat (3) Pcnprcs 

' tersebul), 

' Kompcnsasi/tasililas bagi Bcrdasarkan lnslruksi Pres.idcn R! Nu.Tnstr,2/KOTOE 
yang mengampunkan Th.1962 don No.lnstr.6/KOTOE Th.l962, pemerlnt<lh 

mcnjamin bahwa daya beli (modal} yang disalurkan unluk 
usaha~usaha produklif dibeb.asla.m dari tuntutan pajak dan 

I menginslruksikan kepada instansi~ins\ansi pemcriotah, 
yang benugas di bidang fiskal atau pidana untuk tldak 
mengadakan scsuatu pertanyaan, penye!idikan d:m 
pemeriksmm tentang asal·usulnya (pcnjelasan umum 

' ,, Masa Pengampumm 
PEN!>RES tersebut). ,____ . ~ 
Batas akhir masa pengampurnm adalah tanggal J7 Agustus 

' Pll.5al lay at { l) 1965 dlhltung sejak tanggal berlakunyu peraluran ini (9 ' ' 
L Seo!~mber 196<1). 

··-··· 

14 ~ Dalarn Ordonansi PPcl (yung sudah Odak berlllkU lagi sejak rcfom1asi pcrpajokan tahutt 1983), 
pcm.Jupalrm didefinlsikan sebagei gung:gungan jumlah uang mau nilai uang yang sdumu lahun 
tal.-wim diperoleh sr::scor.l.ng scbugal hasil dari : a. usaha dan lcrn~ga; h. barang. tak gemk; 
c.harta gcrak; dan d.harta atas bayarnn berkala, Lih:lt Sacml!ro, 2004, op cil., hlm.96. 

1
•

9 Ordonansi PKk lidak Ocrlaku lagi mulai 1 JantJari 1986, Pasal 5 Ordonansi Pajak Kekayatm 
mencntubn bahwa kek::~ynan ndalah segala hartu bcnda yang mempunyai nilai uang. Jadl 
~~dak saja hana gemk atau hnrla tak gernk, (etapi juga segala scsuatu sepeni hak yang 
mempunyai nilai uang, antata lain goodwill alau hak aws polis asuransi. hak utas piutang dsb. 
Llhl!t Soemitro, 2004, op. cit., hlm.96, 

Jw Pasul 3 Ordonansi PPPs 1925 menen!ukan , "dcngan !aha. dlmaksudkan jumlah kcntungan 
yang diperoleh bersih, dengan nama dun dalam bemuk apa pun, dari pcrusahaan dan dari 
modal yang dipcrgum1kan dari luar perusahaan. Lihat Socmilro, 1004, op.cit., him.%. 
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B. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak 

Pemberlakuan ketentuan pengampunan pajak kedua ada!ah pada saat 

Reformasi Pajak 1983 yang mulai berlaku pada tahun 1984, Presiden memberikan 

pengampunan pa:jak terhadap Wajlb Pajak. Pengampunan pajak tersebul 

dltetapkan dalam bentuk _.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tanggal 18 

April 1984 tentang Pengampunan Pajak". Akan tetapi tidak: lama kemudia.n 

dllakukan perubahan rerlladap Keputusan Presiden tersebut berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1984 tanggal 22 Desember 1984 tentang 

Perubahan Keputusan Presiden Nornor 26 Talmn 1984.151 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 merupakan pelengkap darl 

pelaksanaan Undang-undang No. 6, 7, dan 8 Tahun 1983. Dengan slstem 

perpajakan baru 1~2, Pemeritah rnengharapkan peningkatan peran serta rnasyarakat 

dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasionaL Disadari b:ahwa untuk 

melaksankan sistem perpajakan baru tesebut dengan batk cHperlukan adanya 

pangkal tolak yang bcrslh berdasarkan kejujuran dan keterbukaan dad 

masyarakat. Namun keinginan masyarakat Wajib Pajak untuk membuka diri 

tersebur tampaknya masih dillputi oleh keraguan terhadap akibat bukum yang 

mungkin timbul. Dalam rangka melaksanakan suatu s.istem perpajakan baru yang 

lebih mantap yang berlandaskan dukungan sepenuhnya dari masyarakat, maka 

dipandang perlu untuk memberikan kesempatan kepado seluruh anggota 

masyafakar, baik yang telah terdaftar maupun yang selama ini belum 

memunculkan diri sebagai Wajib Pajak, untuk mendapatkan pengampunan atas 

pajak·pajak yang belum pemah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut 

:~ 1 Kcpumsan Presiden NQrnor 72 Tahun !984 tanggal 22 Dc:>cmbcr 198<1 tenlang Perubahan 
Keputusun Preslden Nomor 26 Tahun 1984 adalah perubahan pada ma:sa bcrlukunya 
pengarnpumm pl!jak yaitu yang dahulunya bcrlaku scjak IS April 1984 s.J. 31 Desembcr 
!9!:14 (Pasul 5 aynt I dan Pasal 6 Kcpres 26/1984) diubah menjadi s!'lmpai dengan JO Juni 
1985 (Pusnll aya! I dan 2 Keppres 7211984). 

1
;

2 Rcfomm>i P.ajuk 1983 di:ml:.mmya mmgub:J.h si:stcm pcmungutan pajak dari offidaf 
assessmelll menjadi self assessme111. Official asressrmmf adalah suatu sistem pemunttl.llan 
pnjuk ynug mcmbcri wcwcuang kcpuJa ptmt"ilotah (fiskus) untuk mencnlukan besarnya pajak 
rennang. Self assessmem nda!oh suaw sistem pemungutan pajak yang memberi wewemmg, 
k..:pcrcayaoo, tanggung jawab kcpada Wajib Pajak wttuk mcngbitung, membayar dun 
melaporlmn sendiri besamya pajak yang harus dib<~yar. l.ih~t NVI'll1UI'!'U, op cii., hlm.l08. 
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dalam tahun J983 dan tahun-tahun sebelumnya. Wajib Pajak yang melapor untuk 

mendapatkan pengampunan pajak, dibebaskan dari peng:usutan fiskal dan Japoran 

tenl.ang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak akan dijadikan dasar 

penyidikan dan penunlutan pidana dalam bentuk apapun terhadap wajib pajak. 

Hal-hal yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun l984 

adalah sebagai berikul : 

.. _. 
No. Uruiun Ketcntuan 

-·- -~-- ...... ~ 

I. Subyck a. Wajib Pajak Orang Pribadi; 
Pas a I I ayat (I) b. Wajib Pajak Badan, dcngan nama dan dalam benluk i.lp:~pun, 

baik yang telah maupun yang belum tcnlttfwr · b Pajak 
2. , Obyck a. pendapatan yang diperaleh dalarn tahun pajak L91D don 

' ' 1 pengampvnan seOOiumnya; 
' ' (Pasal l ayat (2) b.kckayaan dlmiliki pada lil11gg;tl I Jnnuarl 1984 dan ' yang 
I scbc!umnya; 

c. Jaba yang dipcro!ch dalam mhun pajak 1983 dan sebclumnya; 
' d.bunga, devidrut, royalty yang dibayarkan alau disediakan untuk i 

2. Jcnis pajak yang 
mendapalkan 
l'asilil!ls 
pengampunan 
Pasal l ayal (2) 

J. I u,,., 
Pengampunun 
Pasai J ayat {2) 

4. Tarif Uang 
Tebusan ' ' ' 
Pi!SIIl 3 uyut { 1) ' 

' 

dibf!}1lr~.~!!!!!~!.~cnl!an lanaga!Jt Dcsember 1983; 
a. Pajak PendapaW.n; 
b. Pajak Kekayaan; 
c. Pajak Perseroan; 
d. Pajak alas Bunga, Dividcn, dan Roya!ty111

; 

c. PaJak Pem;4>pruan Buruh (PPd. 17a); 
Pen· ualan 154

• 
··-···--··· 

Juml<th kch~n yang dijadlkan dasar unlUk menghitung Jumlah 
pajak yung dimintakan pengampumm adalah kekay.mn berslh yang 
!creantum dalam daftar kelw.yaan!ncracu per I J:muari 1984 yang 
berurr dengan jumlah kckayaan bcrsih yang !crcan!um dalam Sum! 
Pernberilahuan Pajak PcndapalaniPajak Perseroan tahun 1983 dan 
Pu:ak KckaV<Wn lahun 1984. --· a, 1% dulj\,lmluh kekayaan yang dijadikan dasar untuk mcnghituog 

jumlah pajak yang diminl<lknn pcngnmpunnn, tmgi Wajib Pajak 
yang padn Umg£,<~1 dhewpkannya Keppres Nomor 26 Tahun !984 
(18 April 19811) sut.lah mcm:L!>ukkan Surat Pcmbcritahun Pajak 
Pcndapala!'./Pajak Persermm mhun 1983 dan Pajak Kekayaan 
!l"lhun 1984. 

b. 10% dad jum!ah kckayaan yang dijndikM dasar untuk 
mcnghilung jumlah pajak yang diminlakan pcngampumm, bagi 
Wnjib Pajak yang pada !<mggal diletapkannya Keppres Nomor 26 
Tallun 1984 (18 April 1984) bclum mernasuk:ln Surnt 
Pcm!x:rituhuan Pajak Pcndapatan/ Pajak flerseroan uthun !983 
dan Pajak Keka aan tahun 1984. 

I}J Pndn tnhun 1959, pemcrintah mcngcluarkan kctcntuan pcngcnaan pajnk atas dividcn mclalui 
Undang~undnng P<tjuk Dividcn !9$9 dan kemudiao diubah scrta ditambah mel:<~lui Undang:w 
undang No 10 Tahun !970 tcntang Pajak utas Bunga, dcvidcn dan Royaltl. Lihtu ''Tir!fmwn 
Perpnjak(m Indonesia", {Jakarta: Koperasi Pegawai KP DJP, 2006), hlm.7. 

IH Puda w.hun !950 dike!uarkan UU Darurat No 12 Tahun L950 yang kemudian pada tahun 1951 
diganti UU Darurat No !9 Tahun 1951 tentang Pajak Pcnjuahm. Uhat Soemitro, 2004, op cit, 
hlm.99. 
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····--
$, Peuyaralan a. Mcndaflarkan diri pada Kantor Inspeksl Pajak dalam wllayah 

Pas;J:I 2 W«jlb Pajak bert.empat tinggal atau berkedudukan, bagi yang 
belum mcmpunyai NPWP; 

b. Mcnyampaikan pemyatttan tcrtu!is mengenai jenis pajak dan 
iahun pajak y<~ng dmimakan pengampunan; 

c. Mcnyampaikun daftar kckayuan per 1 Januari 19&4 yang benar 
bagi Wajib Pajak orang pribadi y,ang tnenyelen.ggarnknn 
pcmbukuan; 

d, Mcnyampaikan Neraca ptt 1 Januari 1984 yang benar bag! Wajib 
Pnjak u:ang pribaili yang mcnyelc.nggaraJmn pembukuun dan bagi 
wajib Pajak b<ldan; 

c. Moogisi SPT dcngan s~:bcnamya rnengcmri pcnghusilan Lllhu:n I 
19S4 bagi Wajib Pajok Pajak PEnghasilan, kekayaan per 1 
Januari 1985 bagi Wajib Pajnk Pajak Kekayillln, 1 
pcmungutan/pcmo!ong:m Pajak Pcngaha:<>ilan tah'Un I 984 dan i 
pemungl.llan Pajak Penjualan serta PPN alas Barang dan Jas<J d<Jn ! 
PPnBM ynng tcrhutnng dalam tnhun 1984; 

r. ,\1cngisi denga benar SPT mcngenai segala jenis pajak unwk dan 
p<Ida t<lhun·tahun 1985, 1986 d<~n 1987. 

g. SPT scgala jcnis pajuk untuk tahun-tnhun 1985, 1986 dan 198.7, 
harus diisi dengan benar (apabila lidak benar, peng.ampunan 
gugur). 

h. D<~.lam hal persy<~.mum hurur a s.d. g tidak dipenuhi, m'ka 
Pl.'tlgOif!£1.!-!!.I.~!!.P.?jak dcngan scmJirinya g~gur. 

5, FasHi1as 1!. Jurnlail kekayaan yang diampunkan dimasukkan ke d.alam modal 
Pusul 4 dun Pasul 7 pcrusahnan 

b. Peningkatan modal saham sebagai akibat penambahan modal 
pt.m,lsah!lan dib2baskan dari Bea Mctcrai Modal; 

c. Penarnbaltan nilai saham d<~n atau pemberian saham barn kcp<~da 
pcmcg<~ng saham scbagai akibat pertambah.:m modal pcrusab:mn 
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pe:~gbasilan); 

d. Dibebaslrnn darl pengus:u!.an fiskal; 
e, Laporan tentang keka)·.aan dalam rangk:a pengampunan pajak 

tidak dijadikan dasar penyidikan dan penumunn pldana da!arr. 
bentuk apapun (erhadap Wajib Pajak. 

6, Masa Balas ukhlr masa pcngampurnm adalalt l:mg.gaf 3 l Dcsember 
~ Pengurnpunun 19'84 di!litung sejak umggal ber!akunya peraturnn ini ( IS Aplrl 

' 
· (Pasul 5 ayal 1 dun 1984). 

Paxtl 6) 
Bams akhir kemudian diperpanjang sampni dengan taoggal 30 

' Juni 1985 (Llhat Pasal 1 ayat l dan 2 Keppres 7211984) 

C. Kebijakan Pengurangan!Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Pasal 37A 

Undang-undang No.28 Tahun 2007 

Pernerintah memberikan KebiJakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi 

Administrasi Dalam Pasal37A Undang-unda:ng No.28 Tahun 2007, lazim disebut 

Kebijakan Sunset Policy, yang diakul sebagai kebijakan sesaat sebagai fasilitas 

bagi Wajib Pajak untuk mengungkapkan kewajiban pcrpajakannya dengan benar 
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tanpa pengenaan sanksi administrasi dalam kurun waktu yang ditentukan undang­

undang. 

Menurut Darmin Nasution, Pemerintah sengaja memilih Kebijakan Sunset 

Policy daripada Tax Amnesty sebagaimana diminta Kadin dalam pembahasan 

Undang~undang KUP. Di beberapa negara lain sebenarnya sunset policy dan tax 

amnesty hampir sama, atau sunset policy merupakan tax amne.~ly mini. Hasil studi 

di beberapa negara menunjukkan bah\>o'a pemberian tm amnesty justru dapat 

mcnga.kibatkan penurunan lingkat kepatuhan Wajib Pajak yang notabene adalah 

penurunan penerimaan pajak pada perlode setelah diberikannya lax amnesty. 

Maka Kebijakan Sunset Policy dipilib untuk membuka lembaran baru sebagai 

bangsa yang beradab dan pemaaf. Dengan demikian diharapkan Wajib Pajak 

mcnjadi lcblh benar dalam metaporkan dan membayar pajak sehingga tercipta 

keadilan dalam pemungutan pajak. 155 

Hal ini merupakan bentuk penghargaan dari Direktorat Jendcral Pajak 

bahwa pengistan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak juga merupakan tanggungjawab 

dari Direktorat Jenderal Pajak terutama dalam hal sosiaiisasi tara cara pengisian 

SPT yang selama inl bclum bisa meng-cvver se!uruh Wajlb Pajak. Penghargaan 

lain juga diberikan kepada caion Wajib Pajak Orang Pribadi yang karcna 

kerelaannya mau mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak. Wajib pajak orang 

pribadl merupakan tulang punggung penerimaan pajak, tetapi jumlah wajib pajak 

orang pribadi terdaftar sampai saat in! belum maksimal. 156 

Cara yang elegan adalah persuasi, artinya memberikan penghargaan atas 

k.epatuhan sukarela wajib pajak, yaitu pengurangan atau penghapusan sanksi atas 

keterlambata.n pelunasan kekuranga.n pembayaran pajak. Langkah ini lebih cepat 

ka.rena tldak memedukan tata cara pemeriksaan dan karena dapat menjangkau 

semua Wajib Pajak tcrdaftar diharapkan tambahan penerimaan pajak akan 

signifikan. 157 Kendala utama darl masyarakat untuk memiliki Nomor Pokok 

t;J: "Mcnccrmati Pcrumusan !l.iasalah Kebijakan Sunsel Policy", <lliJP.:iLmnQ!mamuJL 
blogsoot.com/2008/07/mence.on.f!.!J..::.P.f<.Q!fQ!J.~.n:m~-:s,_!ah-kcbijakan.hlml.>, 31 Juli 2008. 

llO fhfd 
1~1 /hid 
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Wajib Pajak (NPWP158
) adalah pertimbangan manfaat langsung yang didapat. 

Karcna pajak tidak memberikan lmbalan langsung kepada masyarakat, maka 

untuk apa punya NPWP? 

Dalarn UU KUP yang baru ini, Direktorat Jenderal Pajak memberikan 

imbalan langsung bagi wajib pajak orang prlbadi yang secara sukarela 

mcmperoleh NPWP, yaitu tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali ditcmukan 

data yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan tidak benar atau Lebih 

Bayar. Mengenai fasilitas pengurangan/penghapusan sanksi admlnistrasi per!u 

dipahami hal~hal sebagai berikut: 

I. Dasar Hukum Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Adminlstrasi 

Dalam Undang~undang No 28 Tahun 2007, diatur mengenai Kebijakan 

Pengurangan!Penghapusan Sanksi Administras.i yang tertuang dalam Pasal 37A 

sebagai bcrikut: 

{I) W.Ylb Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang 
mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih 
besar dan dilakukan paling lama dalarn jangka waktu l (satu) tahun 
sctclah berlakunya Undang-undang m1, dapat diberikan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bcrupa bunga 
atas kererlambatan pelunasan kekurangan pembayar.m pajak yang 
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan;159 

IH NPWP adulnh nomnr y.tng diberlk!!fl kepada Wajlb Pajak sebagui saranu dalam adminislras[ 
pcrpajukan yong dipcrgunalwn s~:bagai umdil pengennl diri nu1u identitas. Wajib Pajak dalam 
melnksannkan hak dan kcwajiban pcrpajakan, Jihat Pasal I angka 6 UU KUP, 

1511 
Fasilitas yang dihcrikan bcrupa pcngurnngan atau penghapusan. Hal ini berarti bahwa 
kctcntuan tersebut masih memberikan ruang kepada aparat pajak untuk mcngcnakan sanksi, 
walaupun tidak 100%>. Untuk cfcktilitas kctcntuan ini serta demi kepaslian hukum sebniknya. 
knt:t "pengurnng>~n" diperjellls artinya. Misalnya dibcrlkan batas tcn:cntu. Bisa juga besamya 
pengurangan didasarkan padu bc.!>arun~bcsaran I.Crtcntu sepcrti tlngk:at kep:uuhan dan lshtwla1n. 
O!ch karcnanya dalam Pusal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nornor 80 Taimn 2007, ka!a~ 
kata ''pengurangan" ini direduksi schingga jenis fa:iilitasnya hanya dihapuskan saja. Ten!u saja 
ini mcnguntungkom bagi Wajib Pajak karena Jebih mcmbcrikan kc.past!an hukum. Hasll 
wawancarn dengan Riza Noor Karim pada tanggal 29 Mei 2009. 
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(2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarcla mendaftarkan diri 
untuk mcmperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) 
tahun setelah berlakunya Undang-undang m1 diberikan 
penghapusan sanksi administasi atas pajak yang tidak atau kurang 
dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nom or Pokok Wajib 
Pajak dan tidak diberlakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat 
data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan 
yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih 
ba.yar. 
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Peraturan Pemerintah yang mengatur tatacara pelaksanaan Pasa! 37A 

Undang-undang No 28 Tahun 2007 adalah Peraturan Pemerintab Nomor 80 

Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan 

berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2007, dalam Pasal33 menyebutkan: 

(1) Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun 
Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masib barus dibayar 
menjadi lebih besar diberikan penghapusan sanksi adrninistrasi 
berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan 
pembayaran pajak. 

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri 
untuk memperoleb Nornor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 
dan menyampaikan Surat Pemberltahuan Tahunan untuk Tahun 
Pajak 2007 dan sebelumnya diberikan penghapusan sanksi 
administasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang 
dibayar. 

(3) Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan 
oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data atau keterangan yang 
menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan yang 
disampaikan wajlb Pajak tidak benar atau menyetakan lebih bayar. 

(4) Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
disampaikan paling lambat pada tanggal31 Maret 2009. 

{5) Penghapusan sanksi adminlstrasi berupa bunga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diberikan dengao cara tidak 
menerbitkan Surat Tagihan Pajak. 

(6) Keterangan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sanksi 
adminit.rasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 
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Peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 37A Undangwundang No 28 

Tahun 2007 mengenai tata cara penghapusan sanksi administrasi yang dikeluarkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut: 

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor l8/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 

2008 yang sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menreri Keuangan 

Nomor 66/PMK.0312008 tanggal29 April2008 1
". 

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/200& tanggal !9 Juni 

2008 dan Peraturan Direktur Jcnderal Pajak Nomor 30/PJ/2008 tanggal 

27 Juni 2008. 

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-33/PJ/2008 tanggal 27 

Juni 2008 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE> 

34/PJ/2008 tanggal31 Juli 2008. 

Selanjutnya dalam implementasl ketentuan Pasal 37 A Undang-undang No 

28 Tahun 2007 ini di !apangan, ditemui besarnya antuisme masyarakat untuk 

memanfaatkan fasilitas pengurangan/penghapusan sanksi adminiatrasi dimaksud 

pada akhir tahun 2008 sehingga pemerintah mempertlmbangkan untuk 

memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kebijakan Pasal 37A Undang-undang 

No 28 Tahun 2007 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

undang No 5 Tahun 2008 dengan ~1turan perubahan Pasal37A Undang-undang No 

28 Tahun 2007 sebagai berikut: 

160 
Pusal 1 dari l:edua PMK tersebut mcngutur ixlhwa sanksi bunga mas pembctulan SPT 
Tahunan dihapuskan, bukan dlkurangk<tn. Namun dcmikian, dalnm Pa.~al 3 PMK 
No.l8/PMK.03/ 2(108 M.ny.u discbuikan bahwa cara penghapusan sanbi aclulah dengan tidak 
mcncrbitkan Surat Tagihan Pajak. Padahal ada kcmungkinan ixlffiva Sural Tagihan Pajak 
sudah terlanjur dilerbilktm clan hal ini luput dari pengatul9:n da!am PMK No.I8/PMK.03!2008, 
O!eh karena itu PMK NoJ8/PMK.0312008 ini kemudian dicabl.J[ dan diganlik.an deng,an PMK 
No.66trMK.03/ 2008 ytmg mctlgutur bahwa dalam hal Sunil TagiMn sudah ditcrhitkan dan 
scsuai dcngan ketenlUan-ketentuan )'lUI£ ada dalam PMK Net.66/PMK.OJ/200S, muka 
kewajibnn tersebut !.clap horus dltu.naikan oleb Wajib Pajak scbagai aturan pelaksanuan darl 
sumer policy. Langkah yang bisrJ: ditempuh olch Wajib Pajak adolah den~n mcngajukan 
pennoltomm peogunmgan atnu penghapusan sanksi administrasi berdasarlrnn Pasal 36 Ayut 
(fj hurufa UU KUP. 
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Wajib Pajak yang menyampaikan pembetu\an Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun 2007, yang mengakibatkan 
pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan 
paling lambat tanggal 28 Februari 2009, dapat diberikan pengurangan 
atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan 
pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur 
dengan a tau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

2. Jenis Kebijakan Pengurangan!Penghapusan Sanksi Administrasi 

60 

Terdapat dua jenis Kebijakan PenguranganfPenghapusan Sanksi 

Administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 

2007 yaitu : 

• Untuk Wajib Pajak Baru 

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak 

atau kurang dibayar bagi Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela 

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan 

menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk 

Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya. 161 

• Unluk Wajib Pajak Lama 

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Lama adalah Wajib Pajak yang 

sudah tcrdaftar sebagai Wajib Pajak sebclum Januari 2008. 

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan 

pelunasan kekurangan pcmbayaran pajak dibcrikan kcpada Wajib Pajak 

lama, baik Orang Pribadi maupun Badan, yang dalam tahun 2008 

mcnyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 

2007. 162 

3. Pcrsyaratan Yang Harus Dipenuhi 

Untuk mendapatkan fasilitas pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, 

Wajib Pajak baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut163
: 

161 Pasal 1 ayal (I) PMK No.66/PMK.03/2008 
1 ~2 Posol J oym (2) PMK No.66/PMK.03/2008 
16

l l'asol 3 l'MK No.66/PMK.03/2008 
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• secara sukarela mendaftnrkan diri untuk memperoleh NPWP dalam 

tahun 2008; 

• tidak sedang dilakukan perneriksaan Bukti Pennulaan. penyidikan, 

penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang 

perpajakan; 

• menyarnpaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya 

terhitung sejak mernenuhl persyaratan subjektif dan objektif paling 

lambat langgal 31 Maret 2009: dan 

• melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat 

dari penyampaian SPT Tahunan PPh sebelum SPT Tahunan PPh 

disampaikan. 

Adapun persyaratan bagi Wajib Pajak lama adalah sebagai berikut164 
: 

o telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008; 

o terhadap SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum diterbitkan surat 

ketctapan pajak; 

o terhadap SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum di!akukan 

pcmeriksoan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa 

Pajak beium menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; 

o relab dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. tetapi Pemeriksaan Bukti 

Permulaan tersebut tldak dHanjutkan dengan tindakan penyidikan karena 

tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di 

bidang perpajakan; 

o tldak sedang di!akukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, 

penuntutan, atau pemer!ksann dl pengadllan atas tindak pidana di bidang 

perpo.jakan; 

o menyampalkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya 

paling lam bat tanggal 31 Desember 2008; 

IW Pasa[ 7 PMK ::"Jo.661PMK.03/2008 
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o melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai aldbat 

dari pcnyampalan SPT Tahunan PPh sebclum SPT Tahunan PPh 

disampaikan; 

o Dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh yang sedang 

dilakukan pemeriksaan yang juga meliputl jenis pajak lainnya, maka 

pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan lerhadap 

Surat Pemberltahuan atas pajak Jainnya yang menyatakan leblh ba:yar; 

atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan 

Direktur Jendera[ Pajak; 

a Dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh yang tidak 

sedang dilakukan perneriksaan, namun atas Surat Pemberitahuan jenis 

pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, 

maka pemeriks:aan tersebut dihentikan kecuali untuk pemerlksaan 

terhadap Surat Pemberlta.huan atas pajak lainnya yang menyatakan lcbih 

bayar; atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan 

pertimbangan Direktur Jenderal Pajak; dan 

o Dalam hal SPT Tahunan PPh yang dibetufkan menyatakan lebih bayar, 

pembetulan SPT Tahunan PPh dlanggap sebagai pencabutan atas 

permohcnan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum 

dalam SPT Tahunan PPh yang dibetulkan. 

4. Tidak Dapat Digunakan Dasar Meneta.pkan Pajak Lain 

Data dan infotmasi yang tercantum dalam pembctulan SPT Tahunan PPh 

Wajib Pajak lama tidak dapat dlgunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat 

ketetapan pajak atas pajak lainnya. 165 Dengan ketentuan ini pihak aparat pajak 

tidak dapat menggunakan data dalam SPT Pembetulan PPh untuk menagih jcnis 

pajak lainnya. Mlsalnya data dalam SPT Pembetulan PPh tidak dapat digunakan 

menagih PPN melalui analisis ekualisasi PPh dan PPN. 

~~~ Pasa! S PMK No.66JPMK.03/2008 
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Terhadap pembetulan SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan tidak 

dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan 

bahwa pembetulan SPT Tahunan PPh rersebut ridak benar. JM 

Dalam hal terhadap pembetulan SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan 

dilakukan pemeriksaan karcna memenuhi ketentuan di atas, Direktur Jenderal 

Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas 

I h '· .. b . ka "' se uru KCWaJ! an perpaJa n. 

5. Ketentuan Lain 

Terdapat bcberapa ketentuan lain yang harus dipatuhi sehubungan dengan 

pemanfaatan fasi!itas pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sebagai 

berikut: 

o Penyampaian SPT menggunakan fonnulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 

yang bersangkutan. 

o Menuliskan .. Pcmbetulan bcrdasarkan Pasa137A UU KUP" atau "SPT 

berdasarkan Pasal 37A UU KUP" di bagian atas tengah SPT lnduk & 

setiap lampirannya. 

o Kurang bayar da!am SPT Tahunan PPh harus di!unasi dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). 

o Melampirkan SSP lembar ke-3 pad a SPT Tahunan PPh. 

o Disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar 

6. Rangkuman Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Admlnlstrasi dalum 

Pasal 37 A Undang-undang No 28 Tahun 2007 adalah sebaga.i berikut : 

No. Uraian ' WP 13ARU 
I. I Fasilillis Pcnguranganlpenglwpusan sanksi 

: Peogurangartl .admirtistrasi berupa bunga atas pajak 
i Pcng.'mpusnn yang. tidak amu kurnng bayar apabila 
I Wajib Pajak mcnyampaikan SPT 

Talmnan PPh tahun paja..'.: 2007 dfln 
sebelum:1ya. 

nt. Pasal 9 ayat (I) PMK No,66/PMK0312008 
161 Pasal 9 ayat {2) PMK No.661PMK.0312008 

\VP LAMA 
Pcngun:mgan/pcnghuptlsun sunksi 
administrasi berupa bunga ,,., 
pajak ynng tiJuk atuu kurnng bayar 
apubila Wojib Pajuk meny~mpalkan 
pembetuh:m SPT Tahunan PPh 
sebelum !ahun pajak 2007 
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,,~, ~ros,~b~yc·k-,-~-,~w"'"''o'-,~.o~s=-~r=c~"rn~•d"i-:,=,n=s=-=se=,=,=rn,-,-"w"r"o;::rn=n=s'"r=c~•ba=d·i dan \VP Badan ; 
sukare!a mendnrtarkun did umuk yang tclah memi!Lki NPWP sebelum 
mcrnperoleh NPWP dulam tahun 1ang.gal l Januari 2008 

lc;--·· 2. 'AC="------H'~'~''~~~""~~~~~~'"~~ Obyck Pajak yang lidakikurnng dibayar Pajak y·ang tidaklkurong dibayar 
!"cnglmpusan untuk iahun pajuk 2007 dan untuk luhun pajak scbelum talnm 
S;;nksi scbdumnyn pajak 2007 
administrasi 

3'.~HS~y~aru""t """'--': ~,= .. ~ioo=k- ·--Se.'"""d"an=g:-~-.di"la"k=,"kan T:iCfhndup SPT Tabunnn PPh y:ang 

Penghaspusan i p~.:meriksaan Bub.1i PermuJaan, dibetolkan belum dl!erbltknn sural 
Sanks! penyidikan, pcnuntul:m, atau kelet-ap:m pujak; 
Admini:;tr.lSi pemeriksaan dl pengadllan atas 2,Lerhadap SPT Tuhunan PPb yang 

tindak pidana di bidang pcrpajukan; dibctulkan bc!urn dil::lkukan 
l,mcny;;~mpnlkan SPT Tahunan OP pemeriksaon atau dalarn hal 

PPh Tahun 2007 do.n sebclumnya sedang di!akukan pemeriksaan. 
terhhung sejak memenuhi Pt-'1ncriksa Pajak bclum SPHP'; 
per.!yllTl.'l!an subjektif dan objeklif 3.telah dilakukan Pemedksaan Bukti 
paling tambal l.ang:gal 31 Maret Pcrrnutaan, tctapi Perneriksaan 
2009; dan Bukli Permulrum terscbut tidak 

3.meh.masl seluruh pajak yang kurang: dilanjul.kan dengan 1indakan 
dibayar yang timbul sebagai akibat penyldikan kurcnu tid<~k 
dari penyumpaion SPT Tahumm ditcrnukan adan)'U. Bukti 
PPb OP sebelum SPT Tahunan PPh P..:rmulaun lcntang tlndak pidana 
OP clisampaikan. di bidang pcrpujakan; 

4.rtdak sedang dilakukm 
Pcmcrik.tluan Bukti Pcrmulaan, I 
penyid1kan, p.:nunlul:m" alau : 
pcmcriksaan di reogadllan alas 
tindak pidanu di bidang : 
perpajukan; l 

5, menyampaikan SPT Tahum:m PPh l 
Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya 
paling lambm tonggol 31 
Dcscmbcr 2008; dan 

6.melunasi seluruh pajuk y-ang 
kurang clibayar yang timbul 1 
scbttgni akibat dari penyampaian i 
SP'!' Tahumm PPh scbclum SPT ·I 

· =:=::::::::c:ci-cfP:!P:!hcTc•~h~"~n~o~n1r1P1h0cl~i~"=m"'!:n''c''k''"";·"'"~' ~ · !3ata=,,-.,w""n;:kcw:+';~,='"cd;:•"•"•"ckc,cn:-.dcir";-, =uOiUk .. memperolch Mcnyumpaikan pcmbemlan SPT ' 
J bcr!akunya NPWP paling lama I {sam) tahun Tahunan sebelum Tahun Pajak 2007 

l'o.silitas s:ctdah bcrlakunya Unda.ng•J,Uldang pallng tama dalamjangka wakru sam 
pcnghupusun ini (31 Desember 2003). Scsuai Pasal lahun se1elah berlaku undJng-
sanksi 37A ayat 2 UU KUP. undang ini (31 Desembe: 2008) 
ad:nlniSX!<lsi , sesuai pasai37A uyu! I UU KUP . 

Menyamp.aikan SPT Tahurum Tahun 
Pajak 2007 dan s:ebe!umnya, 
terhitung sejak mt.:m<:nuhi persyacatan 

: subjcklif dnn objektif, paling lam bat 
: tangga! J! Maret 2009 (Pusul 33 ayat 

• 
Kemtldian diperpanjang sornpai 
dl·mnm 28 Februari 2009 sesuai 
dengan dcng.m Pcrpu 'Ko 5 Tahun 
2008 

~--------_L{~4L)P~P~N~~~'~0~~~'"2~00~8~)--------~-------
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Terdapat catatan mengenai aturan pelaksanaan Kebijakan Pasal 37A 

Undang~undang No 28 Tahun 2007 yaitu pada Surat Edaran Direkiur Jende~a! 

Plljak No.SE-34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008, dijelaskan bahwa Wajib Pajak 

lama yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan atau WP Orang Pribadi untuk 

Tahun Pajak 2006 dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya dalam kurun waktu 

mulai dari tanggal I Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang 

menymakan kurang bayar, diberikan fasilitas Sunset Policy, Ketentuan ini 

tentunya bertentangan dengan aturan hukum yang ada d.nlam Pas.al 37A ayat {1) 

UU KUP yang mensyaratkan pemberian fasiliras hanya bagi Wajib Pajak yang 

menyampaikan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Badan atau SPT Tahunan PPh 

OP scbelum Tahun Pajak 2007. Jika Pemerintah bermaksud untuk membertkan 

fasiltms pengurangan/penghapusan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak yang 

menynmpaikan SPT Tahunan maupun Wajib Pajak yang menyampaikan 

pembetulan SPT Tahunan, maka sebaiknya dinyatakan dalam undangkundang. Hal 

ini tentunya menciderai ketentuan hirarki perundang-undangan sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang No tO Tahun 2004 dan teori berjenjang (stuffen 

bouw Jlwory) yang diperkenalkan oleh Hans Keisen yang telah diakui dalam ranah 

hukum yang berlaku dl semua belahan dunla. 

Pengampunan pajak sebenamya pemah diupayakan lagi olch pemerintah 

besama-sama DPR guna rnemenuhi tuntutan kcuangan Negara. Hal ini kemudian 

diimplementasikan dengan munculnya program pengarnpunan pajak pada tahuo 

2001 saat pemerintah menyusun draft Rancangan Undang-undang Pengampunan 

Pajak. Sejak 2000, Litbang DPR sudah mcrnpersiapkan draft tentang RUU 

Pengampunan Pajak Bahkan draft itu sudah pemah disosialisasikan ke beberapa 

daera.h, seperti Bangka BeHtung, melalui Badan Legislasi DPR dalam kunjungan 

kerja Baleg pada September 2002. Draft RUU Pengampunan Pajak juga pcmah 

didiskusikan dengan aparat Direktorat Jenderal Pajak. kalangan pengusaha, 

masyarnkat serta kej){lda Ikatan Konsult'.m Pajak Indonesia (TKPT).16s 

Hd Avlliuni, .. Amnesti Pajak Perlu Prasya.~a! Tax Rcfom1", <http://vr..vw.indef.or.id/xplodl 
uplondlarts!Amnr.:sti%20Pajako/..20Pcrlu%20Syarnt%20Tn:x%20Reform.J-JTM>. Lihat juga 
Runny Hako, ''Arnne;,\i PaJak. Sualu Kcburusan", Bisnis Indonesia, 8 NoYember 2004. 
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Namun sampai dengan tahun 2005 draft tersebut belum juga terealisasi. 

Tidak terealisaslnya draft tersebut karena banyaknya kekuatan po!llik yang turut 

bcrperan. Salah satu penyebab draft tersebut tidak disepakati arlalah Direktorat 

Jenderal Pajak sebagal O[Odtas pajak membuat kebijakan di luar koridor 

kapab!Htasnya. Pengampunan di dalam draft tersebut tidal< hanya rerkalt dengan 

sanksi administrasi dan tindak pidana pajak, melainkan juga tindak pidana lain. 

yang bukan wewenang Direktorat Jenderat Pajak_u8 

Draft rancangan undang-undang ini memuat ketentuan sebagai berikut: 

No. Ural an r---- Kr:tcntuun 

!. Subyck 
Pnsn12 

2. Obyck pcngampunnn (Pasal 3) 
3 Jeni;; pajak yang mcndapatkan 

fasiUtas pengampunan 
(Pll.5!l! J) 

''''''''''''''""''-----

3. Pcny~Jra!an 

Pas;~ I 5, 6 dan 7 

' 
I 
' ' ' 

4. TarifGang Tebusa:n 

5. 

! lL Wajib Pajak Orang Pribadi.; 
I b. Wajib Pajak Badan, dengun nnmu dan dalam bcntuk . upupun, . 
i baik yang 1elnh maupun yang belum terdafrnr sebagai Wujib 
: Paiak 
! Jumluh keka aan alau jumlah kekli -m:m b~:r:.ih 

Pajak Penghasilan yang belum """ belum s-epenuhnya 
dilunasi oleh Wajib Pajak ~csuai dcngnn pcraturnn 
perundang~undnngan perpajakan yang berlaku ' 
a. Mendallarkan diri puda KPP dulam wilayah WP: 

b. 

c. 

d. 

bcrtempat tinggal atau berkedmiukan, bagi yang belum 
mempuny11i NPWP 
Mcnyampaikan surat per:nyataun unmk rnendapalkan 
pengumpunan pajak kepada DJP $Clambat~Jambalr!ya 3-l 
Dcsernbcr 200 I (a tau 31 Dcscmber 2002) 
Nllai kekayaan yung dirniliki sdiap Wajib Pajak yt~:ng 
~kon m;;mlapatkun ru~iliws pcngampun:m pajak, harus 
mcrupakan harga yang waj:JJ 
Terhadap Wajib Pajak had an yang mcmiliki daftar 
l<ekayann, rnaka terhadap dafiur kekayuan dimaksutl harm; _ 
mt.-ndapulkan pcmlm yang sesunggulmya dan lembaga I 
enilni ·;m ' diakui keberadaaon a d! Jnclom.:sia. 

: a. Wujih Pajak orang pribadi yang tldak menyele;iggarakan 
pembukuan atuu yang menyelenggnrokun pembukuun : 

Da:mr Pcngumpunan Pajak s.d Rp 5.000.000.000,00 
tarif 0, 5% 
Dasar Pengampumm dimas Rp 5.000.000.000,00. larif 
5% 

b. Wujib Pajak Bad:m : 
Dasar Pengampunan Pajak s.<l Rp 5.000.000.COO,OO, 
tarif0,5% 
Oasar Pengampunan diatas Rp 5.000.000.000,00, tarif 
5% 

a. Jumlah kakayaan yang mcnjudi da~nr p~:ngumpunao pajak 
d[masukun scbagai tambahan modal perusuhaun 

b. Pcnambahun nHai saham dan atuu pcmbcrian saham 
bonus kcp>tda pcmcgang saham akibat pt:rtumbah;;m 1 

c_~=======~~~=-:-L-"m~o~d~!.P:.!:l:l.:~ahnan dibebaskun clari pcngcna~~-~. _ _j 

109 Ibid. 
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Sejarah mencatat bahwa pengampunan pajak pernah dilakukan di Indonesia 

pada tahun 1964 yang dikeluarkan melalui Penetapan Presiden No 5 Tahun 1964 

Tentang Pcraturan Pengampunan Pajak dan pacta tahun 1984 dengan Keputusan 

Presiden No 26 Tahun 1984 Ten tang Pengampunan Pajak. 

Di Indonesia, hirarki peraluran perundang-undangan pernah diatur dalam 

Ketcrapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (TAP MPR) Nomor III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tala 

Urutan Pcramran Perundang-undangan 170
. TAP MPR No ITT/MPRJ2000 tersebm 

kemudian diganti pad a tahun 2004 dengan Undang-undang No I 0 Tahun 2004 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 Undang-undang 

tersebut mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

I. Undang-Undang Dasar 1945; 
2 Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 
3. Peraturan Pemerintah; 
4. Keputusan Presiden; 
5. Peraturan Daerah. 

Jika dikritisi lebih lanjut, maka penggunaan Jems peraturan perundang­

undang berupa penetapan presiden dan keputusan presiden untuk memberikan 

program pengampunan pajak adalah tidak tepat karena baik penetapan presiden 

maupun keputusan presiden adalah jenis peraturan yang berkedudukan di bawah 

undang-undang sehingga melawan ketentuan mengenai hirarki peraturan 

pcrundang-undangan sebagaimana yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen dalam 

sruffen bouw rhe01y. 

Adapun tata cara pembentukan aLUran hukum diperkenalkan oleh Hans 

Kelsen dengan teori berjenjang (sruffen bouw rhe01y) yang melihat hukum sebagai 

suaw sistem yang terdiri dari susunan nonna berbentuk piramida. Norma yang 

lebih rendah mempcroleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin 

tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya semakin rendah 

kedudukannya akan semakin kongkrit. Norma yang paling tinggi menduduki 

110 Pasal2 TAP MPR No.lll/2000: 
l.UUD 1945; 2.Kclclapan MPR RI; 3.Undang-Undang; 4. Pcraturan Pemerintah Pengganli 
Und:mg·Undang (Perpu); 5. Peraturan Pemerintah; 6.Keputusan Presiden; 7.Peraturan Dacrah. 
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puncak plramida yang disebut norma dasar (grund norm). Pembuatan yang 

ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan utama validitas 
17' 

kcse!uruhan tata hukum yang membentuk kesatuan. ' 

Scsuai dengan adagium 'lex superior dervgat lex infererior' yaitu peraturan 

yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah atau yang lebih rendah 

tidak boleh bertentangan dengan yang tebih tinggi, maka suatu undang~undang 

tidak dapat dikalahkan dengan suatu penetapan presiden112 ataupun keputusan 

presiden, Pada hakekatnya ketentuan pengampunan pajak melawan ketentuan 

dalam Pasal 23A UUD 1945 173 yang mensyaratkan pemungutan pajak diatur 

dengan undang~undang dan Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak 

Penghasilan yang mengharuskan setiap Wajib Pajak harus membayarkan dan 

melaporkan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian adalah 1idak tepat jika 

program pengampunan pajak yang dambil pemerintah ditetapkan dengao suahJ 

pencrapo.n presiden dan keputusan presiden karena menyalahi konsep hukum 

Indonesia scbagai Negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat) 114
• 

:
71 llans Kclscn, G&neml Theory of !Jm' (lnd S/(11~:, \raoslaled by:AnUcrs WcUbcrg. (New York: 

172 
Russei&RusseL 1%1), hlm.i13-124. 
Sejak tanggal S Juli 1959 sumpallang:g:a\5 Juli 1966 merupakan perkernbangan yaog diwndui 
oleh konUisi ''darurm" dan karenany<~ rnenjadi ''tidak waj:lr,'' ~-cbagal ukibat odanya Dekril 
Prcsiden dnn munculoya suatu bcntuk pcnyclcwcngon. Pcnyelewengan da!am hal Jegislnsi ini 
adnlnh dengan munculnya dua jcnis permuran perundang-undangan yung bHu yang mc:nandai 
wcwcmmg. presiden yang tcdolu b\.-r!cbihan dalmn konleks Dcmokms.i Tcrpimpin puda masa 
pcmerinlahan Soekurno. K~:dua pcraturan ini dikcnal dengan nama [>enelapan Presidcn (Sura( 
]>n:sidtn Rl tanggal 20 Agus.!JJS 1959 No. 226211 [K/59) dan Peratumn Presiden (!aoggul 2:2 
Scp1ember 1959 No. 2775/HK/59}. Kcdua perau.mm baru ini sama seka!i ttdak disebut dalam 
UUD 1945, namun kt:dudukan dan pemnoya bahkan mdeblhi ketiga beniUk pcnmdung· 
undangan yang lc:lah diatur sebelumnJ;) dal<~.m UUD 1945. 
Scjak Dekri1 Presiden 5 Juli 1959 sumpai awul I %6, terdapat sekil<lr 76 buah Pcnctup:m 
Prcsiden d<1n 174 boah Pcrnlurnn Presirlen yang terdapat dalam lcmbumn Ncgura. Secara 
yuridi11 fOrmal, pcrkembangnn ioi hcrukhir pada Wnggal 5 Juli 1%6 yaitu dC!lgan 
diletapkurmya Kctc:apan MPRS N(} XlX/1966 tentang pt:ninjauan kcmbaH produk~produk 
lcgislatifnegnra di lu:ll' produk MPRS yang tidak scsuai dcngan UUD 19<15. Lihat K" W:mtjik 
Saleh, Perkembangrm Penmdang-Undaugan 1966-1973_ CeLl, (Jah!rta: ICHTIAR, 1974). 
him. 9. 

m Pas:>! 23A UUD 1945 (Amundcmen kctiga): 
Pajak dan pungutan lain y.:lflg b\.'TSlfol mcmoksa umuk kepeduan Negar>~ diatur dcngan 
undang-undnng. 

m B~:rdnsarkan Penjelnsrm UUD !945, Ncgaro !ndonesi:; berdasar alas hukum (reclus/a(Jf) tidak 
berdasarknn kckuas:m11 belaka (mac!Jtss/oal), 
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BABIV 

ANALYSIS PENGAMPUNAN PAJAK DAN KEBIJAKAN 

PENGL~'IGANIPENGURANGAN SANKS I ADMINISTRASI 

BERDASARKAN PASAL 37A Ul'iDANG-UNDAI'G NO 28 TAHUN 2007 

A. Latar Belakang Pencrapan Pengampunan Pajak dalam Hukum Pajak Indonesia 

Dalam Negara Indonesia yang berdasorkan lJUD 1945, Presiden merupakan 

satu-satunya yang berwenang memberlkan pengampunan atas hukuman yang 

dikenakan atau dijatuhkan oleh badan peradilan kepada seseorang atau lebih 

karena melakukan perbuatan melanggar hukum.m 

Dengan memberikan pengampunan, eksekutif sesungguhnya me!akukan 

campur tangan terhadap lingkungan peradilan.176 Fungsl pengampunan tersebut 

ada!ah penyimpangan dari konsep hukum pada umumnya bahwa seorang yang 

telah dijatuhi pldana seharusnya menjalankan hukumannya. Hal ini tentunya 

bertentangan keadilan hukum unluk yang bertujuan menghapuskan ketidakadilan. 

Dari segi hukum pidana, konsekuensinya adalah pengecualian (exceptional). 

Konsep pengampunan [ni kemudian diadopsi oleh hukum p.ajak yang 

diimpiementasikan dalam pengampunan pajak. Menurut para ahlt hukum pajak, 

pada dasamya pengampunan pajak boleh dtlakukan sepanjang tidak bertentangan 

dengan hakikat yang dikandung dalam Pasal23A UUD t945. Pengampunan pajak 

dapar dilakukan tetapi dengan syarat-syarat bahwa harus diatut dengan undang­

undang yang berartl mellbalkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presidcn. 177 

Pada hakekatnya, pengampunan diberikan apabila pertama, kepada 

seseorang telah dijatuhkan suatu pidana oleh hakim yang berbentuk putusan 

-----··--
1 '~ Snidi. up.d1., hhn.29L 
n, Tcnt:mg ikut campurnya seornng kepalo negura Ui Ualum urusan peradilun da.lam b¢nluk 

pemberian g:rasi itu Lduh scjak lama dikenal orang didalam sejamh, yaitu sej>lk jamannya 
pcmerinlahan para kaisar Romawi dahulu kula, yang kcrnudian lelah diikuli olch pura r-..1ja, 
lcruLama di benuu Eropa. Dahulu kalo. pcmberian grasi kepada orang-orang Lcrpldann o1eh 
p.1ra raja ilu tclah merekn lnkukan semala·matu scbagai suatu kemurahnn hnli !}ara raja, yang 
Ielah roerek:l berikao berdasarkan rasa belas kasihan. Lihat P.A.F. Lamitang, Hukum 
PenifesJer Indonesia, (Bandung: CV Arm{co, 1984), him. 285. 

IH Saidi, op.cil .. htm.291. 
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pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap178 dan kedua. dengan 

adanya putusan pengadilan tersebut, seorang terpidana mengajukan permohonan 

pengampunan, Namun dalam ranah hukum pajak, pcngampunan pajak tidak 

diberikan atas suatu penetapan hukuman sehingga terdapat perbedaan dcngan 

perlakuan dalam hukum pidana. 

Atas hal tersebut dari pihak akademisi diperoleh kererangan bahwa memang 

konsep pengampunan dalam ranah hukum pidana dan hukum administrasi 

terdapat perbedaan karena dalam hukom administrasi, negara berwenang 

mengambil suatu kcbijakan dalam rangka penyelcnggaraan Negara dengan 

penjelasan selcngkapnya sebagai berikut : 

Pengampunan pajak yang diberikan kepada semua masyarakat 
merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah sehingga tidak 
diperlukan adanya syarat penetapan teriebih dahulu atas kesalaban 
Wajib Pajak dan ata:s penetapan tersebut, Wajib Pajak baru dapat 
memanfaatkan kebijakan pengampunan sebagaimana berlaku dalam 
konsep hukum pidana. Ranab kebYakan dalam adminlstrasi negara ini 
tentunya berbeda ranah hukum pidana. Contohnya. kebijakan 
pemerintah memberikan pcmbebasan bea masuk ataupun tax holiday. 
tentunya tidak perlu ada penetapan hukuman atas kesalahan dahulu, 
kemudian Wajib Pajak baru dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. 
Dalam nmah kebijakan. pihak pemerintah selaku administrasi negara 
tentunya mempunyal alasan dalam menerapkan pengampunan pajak 
yaitu diantaranya : pertama, adanya hal yang mendesak, kedua, adanya 
upaya peningkatan penerimaan pajak dan ketiga kebutuhan tentang hal 
lainnya. Kebijakan ini digunakan oleh negara selaln dalam rangka 
mcningkatkan kualitasjuga kuantitas Wajib Pajak.179 

Mcnilik basil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak pengamat dan 

praktisi pajak, dijeJaskan bahwa penerapan pengampunan pada dasamya adalah 

wujud penyimpangan lmkum. Uraian lebih rinci adalah sebagai berikut : 

'" Putusan yang memp~omyai kckuutan hukum tctap (in kracltt Will gewijsde) adalah plllusun y<mg 
sudah berkekual.an lctap ndalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upayJ. 
hukum vcr:~.el (perlawamm), banding, dan kasasi, Lihal Sutamio. Rc!nowulan. 
Oeripkurluwlnata. lskand11r, Hukltnl r/(:Ura Perdalu Dahm1 Teori Dan Prakrek, (Bandung: 
Mandar Mnju, 1997). 

17~ Wawan<:arn dengnn Guru 13esar Hukum Kcuangan Ncgaru Universitas Indonesia. Pwf. Dr. 
Arilin Soerio t\tmaclju, SH, tangga! 9 Juni 2009 
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Dalam hukum pidana memang dikenal adanya pengampunan yang 
tnerupakan hak prerogatif prcslden sebagaimana diamanatkan Pasal 14 
UUD 1945. Hak pengampuna:u ini adalah penyimpangan terhadap 
hukum karena seharusnya seorang terpidana menjalankan hukumannya, 
namun dengan diberikannya pengampunan, hukuman tidak dijalankan, 
Hat yang sama diterapkan dalam hukum pajak, dimana pengampunan 
pajak diberikan kepada mereka yang selama ini tidak melaksanakan 
kcwaj iban perpajakannya denarn benar sehingga be bas darl sanksl baik 
pidana maupun administrasL 1 
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Dari kaiangan pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak), diperoieh penjelasan 

mengenai keiaziman dalam ranah hukum yang mensyaratkan perlu adanya 

putusan pcngadilan terlebih dahulu terkait dengan pembcrian pcngampunan, 

sedangkan daiam hukum pajak tidak berlaku hal demikian, sebagai berikut: 

Putusan Pengadilan itu digantikan oleh undang~undang yang mengatur 
pengampunan. Jadi dalam lain konteks. Wajib Pajak mempunyai 
kesalahan dan kesalahan itu sudah diputuskan oleh undang:-undaog 
bahwa ada pajak yang tidak dibayar. Jadi Putusan Pengadilan adalah 
uodang-undaog itu sendiri sehingga pengampunan pajak tidak dapat 
diatur dalam undang-undang pajak Harus ada undang-undang tersendiri 
tentang pengampunan pajak karena akan bertabrakan mengingat 
undang~undang pajak mengatakan jika ada penghasilan harus dibayar, 
sedangkan dengan pengampunan, pajak tidak dihayar, yang ada uang 
tebusan.1ll 1 

Lebih lanjut pihak legislatif memberikan pendapat mengenai persyaralan 

perlu adanya putusan pengadilan terlebih dahulu untuk dapat diberikan 

pengampunan sebagai berikut ; 

Makna dari pengampunan pajak itu adalah bahwa kesalahan-kesalahan 
pajak dimasa lalu lldak diproses lngi dan ke depannya Wajib Pajak 
membawa semua penghasilan tidak lagi melanggar seluruh pcraturan 
perpajakan. Jadi wajlb pajak tidak dikejar lagi kesalahan~kesalahan 
pajak dimasa lalu.{Wajb Pajak dimaafkan) Apakah harus diputus 
bersalah dahulu buru diampuni? Jika konsepnya demikian, maim 
pengampunan pajak tidakjalan. 

1 ~ 0 Wawm1.cara dcngnn Eddy Mar.gkupr.1wlra, S.H., Kctua Yayasan l.ernbaga Bamu:m Hukum 
Pajak Indonesia, langgal 14 Mci 2009. 

m Wawancara dengan Drs. Riza r-.·oo: Karim, :vtB.A, Ak., Kepol:a Kantor Wilayah DJP Wajib 
Pajak Bcsur. rnng,ga! 29 Mel 2009. 
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Karena pertama, ketlka orang dlputus bersalah oleh pengadilan, 
liobilities-nya menjadi tinggi sekali dan kedua, jika diputus dipengadilan 
bisa saja ada unsur pidammya. Dengan demikian orang pasti tidak alum 
ambil pengampunan itu. Jadi esensi dari pengampunan itu adalah 
seluruh kesalahan balk perdata maupun pidana dihapuskan dan tidak 
diproses di pengadilan. Harusnya demikian.182 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota Tim Perumus 

UU KUP dari Sekretariat DPR. diperoleh keterangan bahwa pengampunan pajak 

dalam hukum pajak merupakan hal yang berbeda dengan pengampunan dalam 

bukum pidana yang tergambar dalam hasil wawancara sebagai berikut : 

Pengampunan Pajak tidak ada hubungannya dengan Pasal 14 UVD 
1945. Pasal 14 adalah Presiden memberikan grasi, arnncsti, abolisi dan 
rehabifitasi kalau sudah ada proses hukumnya bcrsalah yang terkait 
dengan kriminalisasinya, scdangkan pengampun:m pajak terkait dengan 
hukum adminlstrasi perpajakan sehlngga keduanya merupakan hal yang 
berbeda, Memang timbul salah kaprah dalam penggunaan isti!ah, 
dlmana pengampunan pajak diterjemahkan dari istilah tar: amnesty. 
Amnesti diartikao pengampunan kemudian dikaitkan dengan Pasal 14. 
Seharusnya tidak demikian. Jiwa tax amnesty adalah sudah mengakui 
punya pajak tapi tidak membayarkan semuanya. ada fasilitas yaitu 
pengampunan sehingga merupakan dua hal yang berbeda. 11n 

Dari bcrbagai pendapat tersebut diatas, dapat ditarjk suatu bcnang merah 

bahwa konsep pengampunan dalam ranah hukum pidana dan hukum pajak adulah 

dua hal yang berbeda. Pengampunan da.lam hukum pidana adalah hak kepala 

negara unt:uk meniadakan hukuman seorang terpidana. Kcpala Negara per!u 

memperhatikan ketepatan hakim dalam membuat suatu putusan apakah sudah 

sesuai dengan rasa kea<jilan yang terdapat didalam masyarakat atau belum. 

Pegampunan ini dapat memperbaiki sesuatu yang menurut sif3tnya tidak akan 

dapat dilakukan melalui suatu peradilan. Sedangkan pengampunan pajak dalam 

hukum pajak adalah salah satu bentuk keputusan pemaafan kesalahan masa lalu 

dengan tidak mengenakan sanksi kepada masyarakat. Pengampunan pajak akan 

"
1 Wawancam dengan Or, lr DrJjal llari Wlbowo, M.Ec., Anggo:a DPR, Komisi XI Periode 

2004-2009, l.:mggal 6 Mci 2009. 
ISJ Wawancarn dengnn Or. Ronny Saulma Hol.rna Bako, S.H., M.H., Anggola Tim RUU KUP, 

Sckrctnrim OPR Rl, tanggul 5 Mei 2009. 
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dlikuti dengan pembayaran uaog tebusan sebagal pengganti kewajiban 

pembayaran pajak masa lalu dan hanya berlaku selama jangka waktu tertentu. 

Langkah ini diambil pemcrintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari 

sektor pajak, 

Menilik lebib dalam mengenai pengampunan pajak, pada dasarnya 

pengampunan pajak mengadopsi konsep amnesti dalam hukum pidana yang 

mensyaratkan hal-hal sebagai berikut1
8-l; 

• amnesti meniadakan semua akibat hukurn menurut hukum pidana dari 

suatu tindak pidana atau dari suatujenis tindak pidana tertentu, 

• amnesti diberikan kepada semua orang yang mungkin saja terlibal di 

dalam tindak pidana, dengan kriteria : 

baik yang telah dijatuhi pidana maupun yang belum dijatuhi pidana 

oleh hakim, 

baik yang sudah dituntut maupun yang belum dituntut oleh penuntut 

urnum, 

baik yang sedang disidik mapun yang belum disidik oleh penyidlk 

dan; 

baik yang diketahui maupun yang tidak dikerahui oleh kekuasaan 

yang sah, 

Persyaratan inf dipenuhi dalam pengampunan pajak dirnana 

pembcrlakuannya atas setiap warga negara baik yang diketahui maupun tidak 

diketahui rnelakukan tindakan penggelapan pajak. Masyarakat diberikan 

pemnafan atas kesalahan masa lalu dan diberi kesempatan untuk memulai kembali 

pe!aksanaan kewajiban perpajakan dengan goad will. Pemberian kescmpatan 

kepada Wajib Pajak 10 become lhe honcsf tax payer melalui pengampunan pajak 

diharapkan ak.an meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang. 

Keb1jakan ini juga memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan 

kererbukaan (disdo:wre) atas kewajiban perpajakannya, sebelum ditcrapkannya 
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penegakan hukum (law enforcement) pajak. Namun penggunaan terminologi 

pengampunan yang diadopsi oleh hukum pajak dalam menerapkan pengampunan 

pajak ada!ah tidak tepat karena sesuai dengan hakekat pengampunan, yang diakul 

dalam dunia hokum, bermakna welas asih dari seorang kepala negara kepada 

warganya untuk hak mernberikan penghapusan ataupun keringanan hukuman. 

Pengampunan diberikan setelah selesainya penuntutan dan tela.h dijatuhl hukuman 

oleh hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada hukum pajak, 

pengampunan pajak diberikan oleh pemerintah sebe!um ada penetapan atas 

kesatahan!pelanggaran Wajib Pajak dar[ otoritas perpajakan berupa pcnefbltan 

surat ketetapan pajak. Hal ini melawan konsep pengampunan yang tclah berlaku 

dalam ranah hokum pada umumnya. 

B. Esensi Kebijaknn Pengurangan/Penghapusan Sanksi Adrninistrasi dalam Pasal 

37A Undang-undang No 28 Tahun 2007 

Dalam Pasal37A Undang~undang No 2& Tahun 2007, Pemerimah membuat 

ketentuan yang menampung pennintaan masyarakat untuk mcndapatkan fasilitas 

pengampunan pajak yang juga sejalan blue prinl Kebijakan Direktorat Jenderal 

Pajak 1115
, dalam bentuk pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi 

berupa bunga keterlambatan pembayaran pajak kurang bayar bagl Wajlb Pajak 

yang membetulkan SPT Tahunan.1:re 

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administrasi atas pembetulan SPT 

Tahunan yang mengak1batkan timbulnya pajak kurang bayar telah dlatur dalam 

Pasat 8 ayat (2) Undang-undang No 2& Tahun 2007 dan Penjelasannya scbagai 

berikut; 

1101 Kcputusan DJP No.Kt~P-178/PJ/2004 tanggnl 22 Dcscmbcr 2004 Tcntang Celak Biru (blue 
prim) Kcbijakan DJP Tahun 2001 s,d. 201{! men}'ebutkan Fokus Kcgiutan dun !nngkub t 
lmplcmenlol!i: Tahun 2006uclaluh; 
tL Menghapus kendalo akscs ko.: St:mualini; 
b. Meluruskan kcwnluan pcral1.1ran pcnmdang~undan,gan yang belum lurus sesuai ketcntutm 

pcraturatl perpndang-undungan yang berlaku; 
c, Pengampumm p~.tjuk dan pidananya. 

110 "Mcr:cermmi Pe:umusan Masalah Kcbijakan S1mset Po/fcy",<htlp:l{m!laimama!i.b~ 
com/2008t'07h:ncncj!rmati -perumuxan • maslJ..l?-J~::b:!!.Pi jukan.htm !>, 15 Ju 1i 2008. 
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Pasal 8 ayat (2) : 
Da!am hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan 
Tabunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya 
dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per 
bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihilung sc:jak jatuh tempo 
pcmbayaran sampal dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

Penjelasan ; 
Dengan adanya pembctulan Surat Pemberitahuan Tahunan atas kemauan 
sendiri membawa okibat penghitungan jumlah pajak yang terutang dan 
jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah 
semula. Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan 
tersebut dikenai sanks! administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
per bulan. 

Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung 
mulai dari berakhirnya batas waktu penyarnpaian Surat Pemberitahuan 
Tahumm sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

Yang dimaksud dengan "1 (satu) bulan" adalah jumlah hari dalam bulan 
kalender yong bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampal 
dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan "bagian dari bulan" 
udalahjum!ah hari yang tidak mencapai I (satu) bulan penuh, misalnya 22 
Juni sampai dengan 5 Juli. 
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Pada Pasal 8 ayat 3 UU KUP, Pemerintab sebenarnya telah memasukkan 

unsur pengampunan bagi Wajib Pajak yaitu dengan tidak akan melakukan 

tindakan penyidikan akibat tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 38 UU KllP 

apablla Wajib Pajak dengao kemauao seodiri mengungkapkan ketidakbenaran 

perbuatannya. Adapun bunyi Pasal 8 ayat (3) UU KUP adalah sebagai berikut: 

Walaupun telah diakukan tindakan pemeriksaan. tetapi belum dilakukan 
tindako.n penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terbadap ketidakbcnaran 
perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila 
Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran 
perbuatannya tersebut disertai pelunasan kekurangan pembayaran jum!ah 
pajak yang sebenamya terutang beserta sanksi administrasl berupa denda 
sebesar 150% (sera:tus lima puiuh persen) dari jumlah pajak yang kurang 
dlbayar. 
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Secara normatif, bagi Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT 

Tahunan PPh yang mcngakibatkan timbul kekurangan pembayaran pajak maka 

akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% {dua persen) per 

bulan atas jumlab pajak yang kurang dibayar sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang· 

undang No 2S Tahun 2007. Tindak lanjut Direktur Jenderal Pajak atas pengenaan 

sanksi administrasi dimaksud adalah menerbitkan Surat Taglhan Pajak sesuai 

Pasal 14 ayat (I) Undang-undang No 28 Tahun 2007 sebagal sa.rana untuk 

melakukan tagihan, yang selengkapnya menyebutkan : 

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila : 
c. Wajib Pajak dlkenai sanksi administrasi berupa dcnda daniatau 

bung a. 

Jika merasa keberatan atas pengenaan sanksi adminstrasi tersebut, maka 

\Vajlb Pajak dapat menempuh upaya hukum yaltu dengan mengajukan 

permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi melalui kuasa 

Pasal 36 ayal I huruf a Undang-undang No 28 Tahun 2007 yang menyebutkan ; 

"Dircktur Jcnderal Pajak karena jabatan atau atas permahonan Wajib 
Pajak dapat : mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi 
berupa bunga, denda. dan kenaikan yang terutang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksl 
tersebut dlkenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya.H 

"Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan 
kepada Wajib Pajak tidak tcpat karena ketidaktelitian petugas pajak 
yang dapat memberbani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak 
memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi 
administrasl berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan 
dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jendera[ Pajak." 

Untuk menghindorkan pengenaan sanksi atas kewajiban perpajakan masa 

la!u dan untuk memulai keterbukaan pelaksanaan kewajihan perpajakan di mnsa 

mendatang, Direktur Jenderal Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak 

umuk membetulkan data yang tidak benar di SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 

dan sebelumnya dengan tidak mengenakan sanksi administrasi Pasal 8 ayat (2) 
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Undang~undang No 28 Tabun 2007 melalui kebijakan Pasal 37A Undang-undang 

No 28 Tahun 2007. Upaya inl dltempuh oleh pemerfntah sebagai upaya untuk 

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat baik yang sudah terdafiar menjadi 

wajib pajak ataupun yang belum terdaftar untuk dapat memanfaatkan kebijakan 

dimaksud mengingat Pasal36 ayat (l) hurufa Undang-undang No 28 Tahun 2007 

hanya berlaku untuk masyarakat yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. 

r>ada perkembangnya rncrebak perdebatan apakah kebijakan Pasal 37A UU 

Undang~undang No 28 Tahun 2007, lazim dikena( dengan istilah Sunset Po/f,;y 

merupakan pengampunan pajak atau bukan. Ada pendapal yang menyatakan 

bahwa Kebijakan Sunset Poli"Y adalah semacam pengampunan pajak tapi sccara 

terselubung (disguised tax amnesty). Tidak seperti yang diberikan pemerintah 

tahun 1964 dan 1984, yang dinyatakan secara tegas sebagai pengampunan pajnk. 

Dikatakan dcmikian karena melalui kebijakan Sunset Policy, diberikan 

penghapusan berbagai bentuk beban yang berkaltan dengan pemenuhan kcwajiban 

perpajakan (tax burden) yang belum atau kurang dilaksanakan (under comply) di 

masa lalu, 1a7 

Dalam hasil wawancara dcogan pihak legislatif mengenai perdebatan apakah 

Kebijakan Sunsel Policy adalah pengampunan pajak atau bukan, diperoleh 

keterangan sebagai berikut : 

Pendapat kebijakan Sunset Policy adalah tax amnesty mini adalah sama 
sekali tidak, Munculnya pendapat bahwa kebijakan Sunset Policy ada!ah 
Tax: Amnesly mini karena denda dan bunga yang dihapuskan ! tidak 
dikenakan tapi kewajlbao pajnknya tet.ap harus dibayarkan. Ini lah yang 
membuat muncul pandangan mini. Persoalannya adalah berapa besar 
kewajiban yang harm> dibayarkan. Jikn sesorang sudah berusaha selama 
5 tahun, apakah nantl akan ditelusuri lagi kebelakang? Kan dalam 
kebijakan Sunset Policy tidak ada jaminan, sementara kalau 
pengampunan pajak tidak akan ditelusuri ke belakang. Dengan 
membayar biaya pengampunan selesai, selelah itu kedepan jangao 
lagi. 1ss 

1s1 ·•rcngnmpumm Pnjak Tcrxclubung,'', <huo://www.med;mbisnisonlinc.com/2009/02!05/.'>!Jn:Wl~ 
policy-2008pengamnunan-pajak-terse!uburyd>, 5 Fcbruari 2009. 

I!R \Vawancara <!engan Dr. Ir. Drnjat H.Wihowo, M.F..<:., Anggota DPR RJ Komisi XI, perlode 
2004·2009, tanggal6 Mei 2009. 
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Pihak pcngamat dan praktisi perpajakan memberikan pandangan bahwa 

termonologi pengampunan sanksi sebenarnya telah ada dalam UU KUP sehingga 

dipastikan bahwa Kebijakan Sunset Policy bukan pengampunan pajak deng:an 

uraian selengkapnya sebagai berikut : 

Ketentuan pasal 37A bukan pengampunan pajak tetapi merupakan 
pengampunan sanksi adrninistrasi. Sebenarnya dalarn UU KUP, DJP 
telah mempunyai terminologi tersendiri mengenai penghapusan sanksi 
administrasi yang telah diatur dalam Pasal 36 ayat (I) l.IU KUP bahwa 
DJP dapat mengurangkan/menghapus.kan sanksi adminisuasl baik atas 
permohonan maupun secara jabatan dalam hal terjadi kekhilafan atau 
kasa!ahan. Memang terminologinya bukan pengampunan. 189 

Dari pihak Tim Perumus UndangMuodang No 28 Tahun 2007, dalam hal ini 

Dlrektoral Jenderal Pajak rnemberikan pandangan bahwa Kebijakan Sunset Policy 

bukan pengampunan pajak mengingat sebagai berikut: 

Kebijakan Sunsel Policy bukan pengampunan pajak. Kalau 
pcngampunan pajak ltu memang mengarnpuni pajak yang seharusnya 
dibayar oleh Wajib Pajak (sanksi adrninistrasi bukan pajak) dcngan 
mensyaratkan Wajlb Pajak membayar uang tebusan sebesar persentasi, 
blasnnya dari jumlah harta yang dimiliki {untuk memudahkan harta pada 
suatu litik tanggal), bisa juga persentasi dari jumlah pajak yang tidak 
dibayar, Pengampunan itu harus dengan undang~undang tersendiri 
karena pengampunan pajak pada dasarnya mclawan unda11g-undang 
pajak penghasilan, dimana dalam Undang-undang pajak pengbasilan 
disebutkan bahwa kalau ada penghasilan, maka harus bayar pajak, jika 
lidok tidak dibayar, rnaka akan terkena sanksi. Pemberian pengampunan 
pajak tidak dapat melalui SK Menteri Keuangan atau PP. Apa kuasa 
peraturan pemerintah? Kan ada undang-undang pajak penghasilan. 
Sedangkan kebijakan Sunset Policy adalah bukan pengampunan pajak. 
karena tidak ada satu sen pun pajak yang diampuni. Yang diatur oleh 
UU KUP adalah bahwa jika terlambat membayar pajak maka akan 
terkena sanksi administrasi (Pasal 8 ayat 2). Namun didalam UU yang 
sama yaitu dalam Pasal 37 A disebutkan tidak perlu bayar sanksinya. 
Terasa perbedaaooya, dlmana pajaknya dibayar tetapi sanksinya tidak 
perlu dibayar. Jadi Kebijakan Sunset Policy adalah fasilitas pengurangan 
sanksi administrasL 190 

.a<l \Vawancara deagan Eddy M;mgkapruwirn, SJ-L, Ke<ua Yaya!>an Lcmbaga Bantuan Hukum 
Pajak lndonesia, tanggul 14 Mci 2009. 

!'JQ Wawancara deogan Drs. Riza Noor Karim, MBA. Ak, Kepala Kantor Wik.1yah DJP Wajib 
Pa.jak Bcsar, !anggal 29 Mei 2009. 
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Terdapat pendapat yang berlawanan dengan beberapa pendapal diatas, 

diantaranya menurut Robert Pakpahan191
, yang rnemberikan penje!asan bahwa 

Kebijakan Sunset Policy lermasuk dalam Tax Amnesty dengan tingkat yang pa!ing 

rcndah. Kebijakan Sunset Policy hanya memherikan penghapustln atau 

pengurangan sanksi administrasi sedangkan pokok utang pajaknya tetap harus 

dilunasi. Pidana fiskal otomatis gugur jika wajib pajak melunasi pokok utang 

pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan untuk tahun-tahun pajak 

yang mendapat fasilitas Sunset Policy. Pemberian fasilitas inl dibatasi selama satu 

talmn scjak Undang-undang ini diberlakukan.192 

Ha! senada juga diungkapkan oleh Ounadi193
, bahwa Pasal 37A Undang­

undang No 28 Tahun 2007 mernberikan pengampunan mini berupa pengurangan 

atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pclunasan 

pnjak. '" 

Lebih lanjut darl pihak akademisi, juga diperoleh penje!asan mengenai 

csensi Kebijakan Sunset Policy da!am Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 

2007 yang mcnghapuskan bunga keterlambatan pembayaran pajak adalah hampir 

sama dengan pengampunan pajak karena Sunsel Policy memberikan fasi!itas 

penguranganlpenghapusan sanksl admlnfstrasi. 195 

Adanya suatu arnbiguitas antara DPR dengan Pemer1ntah dalam 

memberikan amnes1y atau separuh amnesty terlihat pembahasan dalam Rapat 

Kerja Komlsi XI, DPR Rl tanggal 25 Februari 2009, yaitu pada saat Menter! 

Keuangan memberikan penjelasan kepada DPR sehubungan Pasal 37 A ayat I dan 

ayat 2 Undang~undang No 28 Tahun 2007 sebagai berikut : 

Pclnksamwn kebijakan Sunset Policy antara bulan Januari sampai 
dengan April merupa:kan suatu pergulatan yang cuknp panjang diantara 
kaml sendiri sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan Hu di 
lapangan. Keputusan ini dibuat dengan pertimbangan sangat mataog 
karena untuk Indonesia hari ini meskipun memang tidak salah kalau 
dikatakan (bisa diinterpretasikan) adanya suatu ambiguitas bahwa antara 

191 Dlrel;ur Perencanaao dun Potcnsi Pujak padu Direktornt Je.1deral Pajak. 
1'n Dl!jen 1-'l:lj.lk akun Tcrbitkan SJmsPt Policy, Bisnis Indonesia, 25 Agustus 2006. 
19

) Wakil Kcpala PPATK. 
I').! Gunadi, P!.."llgttmpunun Pajak Setcngah bali, Medi<t Indonesia, 25 Juni 2008. 
1 ~s Wawnncara dengan Guru f3(!Sar Hukum Kcuongan Negara Universitas lndom:sia, Prof. Dr. 

Arifin So(!ria Atmadja, SH, ranggal 9 Juni 2009. 
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Dewan sendiri dengan Pemerintab dengan memberlkan Pasal 37A ayat 
( l) dan (2) sebetulnya Dewan dan Pemerintah sama-sama ambigu waktu 
itu, apakah sudah saatnya memberikan suatu amnesty atau masih 
memberikan separuh amnesty. 
Keputusan politik yang diterjemahkan dalam Pasal 37 A Ayat (1) dan (2) 
oleh Dewan dan Pemerintah adalah satu sisi melihat kemungklnan 
potensi yang begitu sangat konkrit kalau kita mcmberikan suatu 
amnesry, tetapi disisi lain mengenali bahwa mungkin kondisi-kondisi 
yang dibutuhkan bagi amnesty itu belum ada. Sehtngga muncu!lah yang 
Pasai37A. 
Pemerintah menggunakan seoptimal mungkin Pasat 37A ayat (t) dan {2) 
itu sebagai suam izin melaks:anakan intenstfikasl dan ekstensifikasi 
masih dalam rambu-rambu perundangan. Bahwa itu kemudian agak di­
oversfright atau menggunakan suatu interprestasi untuk menciptakan 
suam ketenangan karena pada dasarnya spirit yang karni bisa ambil dari 
pembahasan KUP dengan Dewan adalah sudah saatnya Indonesia 
mcrnbangun era baru, era dimana membayar pajak itu adalah suatu 
obligasi sebagai warga Negara, Tapi era baru ltu tldak akan datang 
dengan sendirinya sama seperti suatu anugrah yang datang, pengalaman 
yang mungkin menimbulkan ada persepsi yang sa!ah. trauma yang 
dalam, ketidakpercayaan yang tlnggi, maka itu semuanya harus 
dihilangkan, persepsi yang salah kita coba untuk hilangkon, itu dengan 
kadang~kadang suatu treatment yang mungkln bisa disebut -
diintrepretasikan seperti menjurus kepada amnesty. 196 
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Terkait dengan renc:ana pengampunan pajak yang dirnasukan dalarn 

bcberopa pasal dalam UU KUP, Ketua Panitia Khusus Pajak, Paskah Su7.etta 

memberikan penjelasan sebagal berlkut : 

Bagi Pemohon NPWP yang mau men-declare kekayaannya. harus 
diberikan kemudahan. Karena itu saya setuju tax amnesty tidak dalam 
Undang-undang tersendiri tapi cukup dimasukan dalam beberapa pasal 
di RUU KUP. Tetapi memang inl hams dilakukan hati~hati sebab 
pidananya harus diampuni kalau seseorang dengan kesadaran sendiri 
mau declare kekayaannya dan memohon NPWP. Mereka tetap hams 
baya:r. tapi cukup tiga atau lima tahun ke belakang, sisanya yang lampau 
harus dihapuskan. indonesia pernah melakukan tax amnesty dua kali 
yaliu pada tahun 1964 dan 1984 tatapi tidak efektifkarena. menggunakan 
penpres dan keppres. Untuk itu kila akan masukkan dalam UU Pajak.197 

19~ Dokumen Krono!ogis Pcmbahasan HUU Penct>lp.ln Pcrpu Menge.nai Smrsuf Policy. 
SekretariaL Komisi XI DPR RL 

191 Pasknh S~zeua, ·'Kit.a Ingun Turll' Pajak Bisa Kumpelitif', Bisois Indonesia t;.mggal 12 
Descmbcr 2005. 
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Berdasarkan Pendapat Akhir Fraksi PKS DPR Rl yang dlsampa.lkan pada 

Rapat Parlpuma tanggal 3 Maret 2009, diketahui bahwa Fraksi PKS mcmberikan 

catatan atas ambiguilas kebijakan pcmerintah sebagai berikul ; 

Pemcrlntah menggunakan lstiJah Kebijakan Sunset Policy, namun 
dalam prakteknya pemerintah sesungguhnya menerapkan kebijakan Tax 
Amnasty sehingga fraksi kami memandang bahwa pcmerintah 
seharusnya lebih tepat secara khusus mengajukan RUU Ta..t Amnesty. 
Karena fraksi kami memandang bahwa RUU Tat Amnesty adalah bagian 
yang lidak lerpisahkan dari kebijakan reformasi perpajakan iru 
sendiri. 19& 

Dalam Pandangan Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR dalam Rapat 

Paripuma DPR RI tanggal 3 Maret 2009, diperoleh keterangan bahwa perumusan 

Tax Amnesty yang merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang 

diminla dari kalangan pengusaha meski belum mampu memuaskan semua pihak 

telapi kebijakan yang lebih dikenal dengan Kebijakan Sunset Policy tcrsebut telah 

rnenimbulkan kelegaan bagi banyak pihak.1w 

Perdebatan mengenai esensi Kebijakan Sunset Policy dalam Pasal 37A 

Undang-undang No 28 Tahun 2007 sebagai pengampunan pajak atau bukan, 

mcnjadi hal menarik. Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan 

terdapat perbedaan paradigma sebagai berikut: 

Kebijakan Sunset Policy dalam Pasal37A Undang-undang No 28 Tahun 2007 

bukan Pengampunan Pajak. 

Pengampunan pajak pada hakekatnya memberikan kesempatan untuk 

membayar kewajiban pajak yang sebelumnya tidak dilaksanakan ranpa 

mendapatkan pengenaan sonksi administrasi maupun pidana, dalam hal inl 

pajaknya memang tidak dibayar. namun diganti dcngan uang tebusan yang 

besarnya dapat ditentukan sedangkan Kebijakan Sunsel Policy adatah 

kebijakan atas pengurangan/penghapusan sanksi admlnstrasl berupa bunga 

keter!ambatan pembayaran pajak. 

l·J~ Dokumen Kronologi:s Pcmbnhasan RUU Ptr.etapan Perpo Mcngt,-nai Sunser Palit:)·, 
Sck:.rctarlm Komisi Xl DPR RL 

N 9 Ibid 
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Kebijakan Sunset Policy dalam Pasal37A Undang-undang No 28 Tahun2007 

adalah pengampunan paja!c 

Kebijakan Sunset Policy adalab pengampunan pajak dalam tingkatan 

pengampunan pajak mini karena Kebijakan Sunset Policy pada hakekatnya 

memberikan kesempatan untuk membayar kewajiban pajak yang sebelumnya 

tidak dHaksanakan tanpa mendapatkan pengenaan sanksi administrasi bunga 

kcter!ambatan pembayaran pajak. 

Berdasarkon teori hukum sebagaimana dikutip oleh Erwin Silitonga dalam 

tulisannya yang berjudul Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan 

Referendum, dijelaskan tcrdapat empatjenis Tax. Amnesty, yaitu200
: 

• pertama, Tax: Amnes1y yang tetap mewaj ibkan pembayaran pokok 
pajak, termasuk bunga dan deodanya, dan hanya mengampuni sanksi 

pidana perpajaka.n; 

• kedua, Tax Amnesty yang mewajibkan pembayanm pokok pajak 

masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun rnengampuni 
sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya; 

• ketiga, adalah Tax Amnesty yang tetap mewajibkan pembayaran 

pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi 
denda dan sanksi pidana pajaknya; 

• keempat, Tax: Amm:sty yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, 

termasuk sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidananya. 

Craig M. Boise menerangkan karakteristik pengampunan pajak dalam 

artikelnya yang berjudul Breaking Open Offihore Piggybanks: Deferral and the 

utility of Amnesty sebagai berikut : 

a tar: amncsiy typically offers a reprieve from some penalty or sanction 
associated with tax evasion In order lo encourage persons who have 
evaded taxes to come forward voluntarily and pay what they owe. Most 
fax amm.:sties are expected fo generate significant revenue, are offered 
for only a limited period of time, and purport 10 be one~time 
occurrence.r.1u1 

1N Erwin Sllilooga, loc.cif. 
101 Cralg M, Boise, Breaking Open OftSbon:: Piggybanks:Deferral and the utility or Amnesty, 

(George Mason Law RevH:w, 2007}. 
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Suatu pengampunan pajak pada hakekatnya menawarkan pcngampunan alas 

sanksi dan pinalti sehubungan dengan penggelapan pajak dalam rangka membujuk 

masyarakal yang menggclapkan pajak untuk secara sukarela membayar hutang 

nlereka. Pada umumnya pengampunan pajak ditawarkan hanya pada jangka waktu 

tertentu dan sekali saja. 

Jika ditelaah lebih jauh, Kebijakan Sunset Policy yang tertuang dalam Pasal 

37A Undang-undang No 28 Talmo 2007 merupakan kebijakan scsaat yang hanya 

beriaku satu talmo dengan memberikan penghapusan pemberian sanksi 

administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran. Dengan demikian 

betdasarkan teori diatas., kebijakan pengurunganfpenghapusan sanksi administrasi 

bcrupa bunga atas keterlambaran pembayaran pajak dalarn Pasal 37A Undang~ 

undang 1\o 28 Tahun 2007 termasuk dalam kategori jenis pengampunan pajak 

yang mewajibkan pembaya.nm pajak pokok pajak yang lama namun mengampuni 

sanksl bunga keterlambatan pembayaran pajak. 

Filosofi pemberian Kebijakan Sunset Policy ini adalah memberikan 

pemaafan alas kesa!ahan masa lalu dan diberi kesempatan untuk memulai kern bali 

melaksanakan kewajiban perpajakan ke depan seiring dengan semangat reformasi 

pajak terkait dengan arnandemen UU KUP yang mulai berlaku pada tanggal 1 

Januari 2008. Dengan demikian Kebijakan Slm>et Policy sebagaimana yang 

tertuang dalam Pasal 37A Undang~undang No 28 Tahun 2007 merupakan 

pengampunan pajak dalam tingkatan yang tetap mewajibkan pembayaran pajak 

dan mengampuni sanksi administrasi. 

C. Penggunaan fstilab Sunset Policy bagi Kebijakan Pengurangan/Penghnpusan 

Sanksi Admioistrasi dalam Pasa137A Undang-undang No 28 Tahun 2007 

M0njcdang berakhirnyu tallUn 2008. Direktorat Jcndcral Pajak gt:nr;ar 

m~nsosialisasikan dun mengkampanyckan kcbijakan khusus di bidang perpaJakan 

yaitu kebijakan pengunmgan atau pcnghapusan sanksi adminis.tmsi yang 

dibcrlakukan tlalam jangka waktu tcrbatas yaitu hanya pati<J tahun 2008 saja 
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scbugainmna tertuang dalam Pasul 37 A Undang-undang ~o 28 Tahun 2007 yang 

k.:mudian dib0ri nama ·sunset Policy'. 

Jika dicermati lebih dalam, kata-kata sunset policy tidak ada dalam 

ke[entuan Pasal J7A Undang-undang No 28 Tahun 2007. Hal ini kemudian 

menimbulkan pertanyaan mengapa muncut kata-kata Sunset Policy? 

Mengenai penggunaan istilah Sunset Policy ini, peneliti menanyakan kepada 

pihak legislatifsebagai Tim perumus Kebijakan Pasal 37A Undang-undang No 28 

Tahun 2007 dan mendapatkan keterangan sebagai ber!kut : 

Istilah sunset policy merupakan usulan dari pihak pemerintah dalam hal 
ini Departemen Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak}. Kata-kata .mnset 
policy t~dak ad~ dalam Pasal 37A UU KUP. M~ma_,~f pemerintah hanya 
menyankan dan apa yang ada daJam Pasa137 A 1tu.-

Dar! pihak pemerintah dlperoleh keterangan bahwa penggunaan istilah 

sunsel poficy adalah untuk kepcrluan sosialisasl Kebijakan Pasal 37 A Undang~ 

undang No 28 Tahun 2007 kepada masyarakat. Pertimbangan pemerintah dalam 

memi!ih suatu istilah untuk menggambarkan kebijakan pengurangan/penghapusan 

sanksi administasi yang tertuang dalam Pasa137A Undang-undang No 28 Tahun 

2007 adalah istilah yang rnudah diingat masyarakat dan tentunya tidak 

menyimpang dari konsep hukum. Adapun petikan wawancara dengan pihak 

pemerintah selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

Apa itu sunseJ policy? Pada hal dalam pasal itu tidak ada. Para ahli 
hukum mengatakan bahwa ada ma.zhab dalam hukum mengenai 
kebijakan sunset yang artinya menutup masa lalu. ibaratnya sunset kan 
matahari mau terbenam sehingga besok pagi bangun sudah dengan era 
yang baru. Berdasarkan mazhab hukum ini DJP kemudian rnencari nama 
kcbijakan ini yang tidak terlalu kcluar dari mazhab yang dikenal dalam 
hukum. Mazhab dalam hukum untuk menump kesalahan rnasa lalu 
dikena! dengan sunset poilcy. 

Kenapa kok keinggrisan? ini kan sesuatu hal yang harus dikenal 
masyarakat. Misalnya Sekarang, hari ini rnaksudnya, bagi masyarakat 
sunset itu .sudah sama rlengan NPWP, Jika ditanyakan kepada 

N: Wawancara dengan Dr. !r. Drajl.ll Harl Wibowo, M.Ec., Anggota OPR Rl 2004~2009, KQmisi 
XL tanggal 6 Mei 2009. 
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masyarakat sudab punya NPWP atau belum, tidak perJu dijelaskan apa 
iHI NPWP. Sunset itu sekarang sudah seperti itu. Kemarin ikut sunseJ 
nggak? Tldak lagi akan ditanya sunset itu apa sih? Untuk memikirkan 
seperti itu dicari istilah yang mudah diingat tap! mengena baik sccara 
hukum, maksudnya orang hukum juga paham. 

Kenapa tidak menggunakan bahasa Indonesia? Jika ditcrjemahkan 
secara harafiah bahwa policy adalah kebijakan, sedangkan sunset adalah 
matahari terbenam, masa akan menjadi kebijakan matahari terbenam? 
Memang kata*kata sunset policy tidak ada di undang-undang justru 
knlau ada maka akan salah. Kata-kata Sunset itu diperlukan untuk 
mempcrkenalkan kehijakan Pasai37A UU KUP.203 
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Berdasarkan bebempa titeratur hukum diperoleh keterangan mcngenai 

tcnnino!ogi sunset policy diantaranya sebagaimana yang dikemukan oleb Sarah 

Annstrong dalam artikel yang berjudul Does But C-36 Need a Sunset Clause, 

yang ll'lengutip dctinisi Sunset bcrdasarkan Black's Law Dictionaty sebagai 

berikut ; 

a "sunset law" as follows: 
"A stature under which a governmental ageni.y or program 
automatically termlntJies at !he end af a fixed period unles.\· it is formally 
renewed 204 

Sehubungan dengan fitosofi termlnologi sunset, Sarah Armstrong 

mcmberikan penjelasan sebagai berikut : 

Sunset provision is a liming mechanism used by horh fedeta! and state 
legislallires 10 keep laws from becoming frozen on rhe statute books" It 
provides for ihe au!omalic expiration of a law afler a fixed amount of 
rime unless the legislawre makes an affirmative act of reauthorization. 
The ideo is that the sunser provision places the burden of proving the 
need for the statute's reenactment on those seeking its exlension.205 

~m Wuwt~ncara dengan Drs. Rizu Nuor Karim, MBA, Ak, Kcpala Kantor Wilayah DJP Wajib 
Pajak 13esur, tunggnl 29 Mel 2009. 

20~ Sa;uh Armslrong , dalam article Do~~· Bill C-36 Need a Sunset Clausa, L'niversi!y of Toto.;lo 
Faculty of Law Review Winter. 2002. 

tO.I fbic/. 
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Berdasarkan uraian dimaksud dapat dipahami tenninologi sunset digunakan 

oleh pihak pernbuat undang-undang untuk mengaplikasikan suatu aturan hukum 

yang berlaku hanya dalam jangka waktu tertentu. Sunset akan memberikan 

pembcrhentian otomatis atas suatu aturan hukum setclab jangka waktu tc.rtentu 

tersebut berakhir kecuali ada perubahan yang dilakukan pihak pembuat undang­

undang mengenai jangka waktu dimaksud. Konsep Sunset ini menempatkan 

bcban pembuktlan kcpada mereka yang memerlukan perpanjangan waktu atas 

pemberlakuan aturan terse but 

Sarah Armstrong menjelaskan bahwa termino!ogi 'sunse!!ing a lmv · 

diperkenalkan pertama kali oleh Thomas Jefferson. walaupun ia tidak 

menggunakan terminologi tersebut, tetapi ia mengekspresikan ide bah.wa setiap 

aruran hukum akao secara alamiah berakhir setelahjangka waktu tertentu.206 

Lebih lanjut rnengenai terminologi sunset diartikulaslkan pertama kali oleh 

Theodore J. Lowi yang dijelaskan oleh Melissa J.Mitchell dalam artikelnya yang 

berjudul ''Cleaning Out '!"he C!oset:Ul·ing Sunset Provisions To Clean Up 

CluUered Criminal Codes", sehagai berikut ; 

11re modern concept of sunsef provisions was jiJ·st artiCulated by 
political theorist Theodore J. Lmvi in 1969. He propmed selling a time 
limit (m ev.cu:>• law that created a federal agency. He adt•anced !his idea 
of legislative :mnseltfng as a way of fueling legislative oversight and any 
necf!.ssary reorganization of federal agencies. In !976. Colorado was the 
nation~~ first slate to pass a sunset law. By the early 1980s, following 
Colorado~r e:wmple, thirty-four orher stares had also passed sunset 
laws. 
Crrrrenl{y, sunset provisions are found in many laws and statutes passed 
by Congre,rs and state legislatures.207 

Penggunaan terminologi sunset dalam hukum pajak kemudian diterangkan 

tulisan Manoj Viswanathan dalam tulisannya yang berjudul "Sunset Provisions in 

The Tax: Code: A Critical Eva/rtalion and Prescriptions For The Future", sebagai 

bcrikut: 

l06 Ibid. 
~o; Melissa J. MitcheH, Cleaning Om The Close/: Using Sunsf!t Prori:rions To C!etm tip 

("hlf/ered Criminal Codel\ (Emory Law JotJrnal, 2C05}. 
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Sunsel provisions, seldom used prior to 2000, have become increasingly 
frequent addendums to modern tax legislation. A ffsunselling11 fax law is 
in effect for a specified period of rime, most commonly ten year.y or less, 
after which lime the law simply expires. The majorily of !he tax cuts 
enacted in 2001, 2002, and 2003 will expire before 2011. Proponents of 
sunset clauses claim !hal their temporary nalure forces legis{alltres lo 
periodically consider the efficacy of Their lagi.vlation, leading ro 
Increased governmenlal efficiency. Opponents argue !hat sunsets are 
merely a ruse used by the majority party to minimize the estimated costs 
of utr.~reducing legis/aNon. 

FrJwlly, any sunset provision must not crtJale an excessive amoum of 
complexity in the tax code. Drastic changes in how taxpayers assess 
£heir lfabi!iJies create economic inefficiencies. Since srmser clauses 
involve modification of the laws after a set period of time, there is an 
incteased chance of creating corifusion for the public as to the 
applicable law. Consequently, lmi's with sunser provisions should be as 
simple as po.rsible. This is especially important when enacting a short­
term provision, since there might only be one or two years for taxpayers 
ro learn how to deal with the new provisions, ws 
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Selring dengan makin maraknya pcnggunaan tennino!ogi sunset policy ini 

da!am hukum pajak dlberbagai belahan dunia sebagaimami diutarakan Manoj 

Vlswanathan dalam tulisannya, Indonesia pun ikut mcngadopsinya dalam hokum 

pajak yang tertuang dalam amandemen keempat UL KUP yang baru mulai 

berlaku dl awaltahun 2008. 

:vlengapa kata,··kata .sunset policy tidak ada dalam Pasal 37A Undang~ 

undang No 28 Tahun 2007? Hal ini tentunya disesuaikan dengan ketentuan dalam 

Um.lang-undang Nomor I 0 Tahun 2004 Tenlang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, di dalam Lampiran Bab Ill Tcntang Ragam Bahasa 

Peraturan Perundang~undangan pudo huruf A mengenai Bahasa Peraturan 

Perundang-tmdang disebutkan sebagai berikut : 

Bahasa Peraturan Perundang·undang pa.da dasamya tunduk kepada 
kaidab tata Bahasa Indonesia, baik yang mcnyangkut pembentukan kat'd, 
penyusunan kalimat, teknik penuiisan, maupun pengejaannya, namun 
demikian bahwa Peraturan Perundang~undangan mempunyai corak 

2
m; Manoj Viswanalhan, Sunset Pro1•isions in Tim Tax Code: A L'rilical Evaluation and 

Presr:ripliom For Tlte Fuwre, {New York Universit:r Law Review, 2007). 
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tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertia.n, 
ketugasan, kebakuan, keserasian dan ketaatan asas sesuai dengan 
kebutuhan hukum. 

gg 

fstilah sunset policy baru dipergunakan pemerintah dalam Surat Edaran 

Direklur Jenderal Pajak Nomor : SE~33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008. yang 

menyebutkan bahwa fasilitas penghapusan sanksi administrasi sebagai 

pelaksanaan Pasal 37 A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan fasllitas sunset policy, 

Menurut keterangan Riza Noor Karim, penggunaan isrilah sunsef policy 

dalam surat edaran ini tldak menyalahi ketentuan penggunaan babasa 

sebagaimana diatur dalam Undang~undang No 10 Tahun 2004 karena surat edaran 

adaiah aturan pelaksaana intern yang ditujukan bagi petugas pajak dalam 

melaksanakan tugasnya, dan juga surat edaran bukan termasuk atunm hukum 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 10 Tahun 2004?09 

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kata-kata Sunsel Policy 

memang tidok dicantumkan dalam Pasai37A Undang-undang No 28 Tahun 2007. 

Adapun penggunaan istUah Sunset Policy bagi ketentuan Pasal 37A Undang­

undang No 28 Tahun 2007 oleh Direktorat Jenderal Pajak sehagal upaya 

sosialisasi untuk memperkenalkan kebijakan dimaksud kepada masyarakat 

Sebagai output dari kebijakan pemerlntah maka Kebijakan Sunset Policy harus 

disosialisasikan secara rneluas dl kalangan Wajib Pajak agar kcberhasilan dari 

tujuan dikeluarkannya kcbijakan terscbut dapat dicapai. Tujuan akhir Keb~akan 

Sunsel PoliC-y adalah jumlah Wajib Pajak bertambah, pembetulan SPT Tahunan 

PPh semakin meningkat, kepatuhan dan penerimaan pajakjuga meningkat. 

Tcrmlnologi Sunset Policy dipilih karena Dircktorat Jenderal Pajak 

mempertimbangkan mencari kata-kata yang mudah diingat oleh masyarakat dan 

tidak menyimpang jauh darl konsep hukumnya. Ibarat marahari terbenam, sunset 

tenwlah sangat indah dipandang mata, sangatlah sejuk dirasa, namun hanya 

sckejup melintas sampai akhlmya menghilang berganti petang. Begitupun dengan 

Kebijakan Sunset Policy, berlaku hanya sekejap untuk tahun 2008 dan akan 

llli Wuwnncara dengan Ors. Rim Noor Karim, MBA, Ak, Kcpa.la Kantor Wilayah l)JP Wajib 
Pajak Hesar, (an~gal 29 M.;i 2009. 
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berakhlr sampai tanggal 31 Desember 2008 walaupun kemudian diperpaojang 

sampai dengan tanggal 28 Februari 2009. Oleh karenanya Pemerintab 

mengharapkan Wajib Pajak dapat segera memanfaatkan fasilitas perpajakan 

berupa pengurangan/penghapusan .sanksi adminstrasi yang tertuang dalam Pasal 

37 A Undang~undang No 28- Tahun 2007 ini sebelurn berakhir masa berlakunya. 

D. Latar Belakang Pemilihan Kebijakan Sunset Policy Sebagai Salah Satu Bentuk 

Fasilltas Pajak OOgi Wajib Pajak 

Menurut Darmin Nasution, Pemerintah sengaja memilih kebijakan sunset 

policy daripada tm amnesty sebagaimana diminta Kadin dalam pembahasan 

Undaog-undang KUP. Di beberapa negara Jain sebenamya kebijakan Sunset 

Policy dan Tax Amnesty hampir sama, atau kebijakan Sunset Policy merupakan 

Ta.r Amnesty mini. Hasil studi di beberapa negara menunjukkan bahwa pemberian 

Tox Amnm;ty justru dapa.t rnengakibatkan penurunan tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak yang notabene adalah penurunan penerimaan pajak pada periode setelah 

dibcrikannya Tax Amnesty. Maka Kebijakan Sunse1 Polit.y dipilih umuk membuka 

lcmbaran baru scbagai bangsa yang beradab dan pemaaf: Dengan demikian 

diharapkan Wajib Pajak mcnjadi lebih benar dalam melaporkan dan membayor 

pajak sehingga tcrcipta keadilan dalam pemungutan pajak?:o 

Walaupun agak berbeda dengan T!Lr Amnesty, namun kebijakan Sunset 

Policy berpotensi memberikan nilai manfaat bagi Wajib Pajak, diantaranya adalah 

( l} tidak dikenakan sanksi admlnistrasl, (2) tidak dilakukan pcmeriksaan, kecuali 

SPT lcbih bayar atau tcrdapat datalkerer.;mgan lain, (3} apabila sedang dilakukan 

pemcriksaan tetapi belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pcmeriksaan 

(SPHP) maka pemeriksaan tersebut dapat dlhentikan, (4) data/informasi tambahan 

dalum rangka pelaksanaan Kebijakan Sunsel Policy tidak digunakan untuk 

penetapan pajak lainnya.211 

WI Mcm:ermati Perumusan Masalah Kebijakan Sunset Policy, <http://www.ortax.org/ ortaxl?mod 
-QyrilM&PJ!g!< show&id 2744&q kepmuhan&hlm 6>, J l Juli 2008. 

ll1 Ibid 
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Latar belakang diadakannya Kebijakan Sunset Polfcy. menurut Direklur 

Jcndera! Pajak antara lain didoroog oleh sejumlah fakror. yaltu212
: 

I. Siste1n self assessment. 

2. Pcrlu adanya keterbukaan. 

• Pasal 35A: Ayat ( 1 ); lnstansLilembagalasoslasi/p1ltak lain baik 

swasta maupun pcmcrintah wajib menyampaikan data 

pcrpajakan ke Direk!orat Jenderal Pajak 

• Ayat (2): Bila data Dlrekrtorat Jenderal Pajak kurang 

mencukupi. Direktorat Jcndcral Pajak dapat ~tara aktif mencari 

data tanpa adanya batasan harus scdang dilakukan pemeriksaan. 

3. Dengan adanya Pasal 35A masyarakat yang belum mcmcnuhi 

kcwajiban perpajakan mudah dikctahui dan dapat dikenakan sanksi 

yang mcmbernlknn. 

4. Untuk menghindarkan pengcna;1n sanksi atas kewajiban perpajakan 

masa lalo dan untuk memu!ai kcterbukaan pelaksanaan perpajakan 

di masa mcndalnng diberlkan kesemp.atan Kebijakan Sunw:t PaUq', 

Mencermati Jatar belakang pemberian Kebijakan Sunset Policy ini, Guru 

Besar Hokum Keuangan Negara Universitas Indonesia, Arifin Soeria Atmadja, 

mengatakan hahwa Kebijakan Sunset Policy adalah kebijakan pajak yang 

diterapkan Dlrektorat Jenderal Pajak dengan menganda!kan self a.\'.w.~sment 

{penilaian sendlri), rawan disa!ahgunakan oleh para Wajib Pajak kakap dan 

diragukan juga kcefektifannya dalam menjaring wajib pajak kakap karena 

kesadaran hukum Wajib Pajak dan aparat pajak di Indonesia masih rendah.:m 

Bedasarkan Pendapat Akhir Fraksi PAN DPR Rl atas Rancangan Undang­

undang Tentang Pel'pu No 5 Tahun 2003 Tentang Perubahan Keempat UU KUP 

diperoleh keterangan mengenai landasan filosofis perumusan Pasal 37 A UU KUP 

ada lab scbagai berikut : 

211 Buhnn Sosiu!iSl.lsi Srmser Policy, Kantor Posat Dlrcktorat Jenderal Pajak. 
21J 

"S1111sel Policy" Rawan Disalahgonakon Wojib Pajak, <http://harinnsib.cami2008/%f% 
1~2%80%9Csunset-rnlicy%G2%l!0%2()_::m:wgn-disalahgunakan-wajib-pl!jukl>, 20Juni 2008. 
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Pada saat penyusunan UU KUP, landasan filosofis dari dimasukkannya 
Pasal 37 A adalah agar Negara mengutamakan terlebih dahulu upaya­
upaya persuasifdalam mendorong kepatuhan dan ketaatan seluruh wajib 
pajak. Hal ini berbekal kesadaran bahwa budaya pajak masih belum 
cukup kuat mengakar di masyarakat, sementara di sisi lain, pajak 
merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh siapa saja 
yang tergolong sebagai Wajib Pajak. 

Dengan adanya upaya persuasjf ini diharapkan kepatuhan dan ketaaran 
masyarakat dalam hal perpajakan meningkat, baik mulai dari 
pendattaran sebagai wajib pajak, hingga pengisian SPT dan pembayaran 
kewajiban perpa_}akannya. Agar supaya persuasif ini berjalan lebih 
efektif, UU KUP memberikan berba.ga.i bentuk insentif sebagaimana 
diamanatkan Pasa! 37A tersebut214 
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Dari hasil wawancara dengan pihak lcgislatif mengenai latar belakang 

penerapan Kcbijakan Sunsel Policy diperoleh informasi bahwa pada saat 

membahas RUG KCP, Kebijakan Sunset Policy ini tidak pernah dibahas. 

Wacananya pun tidak pemab muncul, yang ada hanya Tax Amnesty. Hal ini dapat 

dilihat dari kutipan wawancara sebagai berikut: 

Indonesia banyak dirugikan oleh keberadaan Singapura karena banyak 
penghasilan Indonesia dipindahkan dan ditahan di Singapura yang 
berkEsar sekitar 100 milyar dolar. Praktis mereka tidak bayar pajak di 
Indonesia yaitu dengan tarif pajak 30 % atau sekitar 30 milyar, belum 
PPN~nya. Jadi klta sangat dirugikan dengan dilarlkannya uang ke 
Singapura, metodenya ada beberapa, salah satunya bisa mela!ui 
kejahatan perbankan dan tranifer pricing yaitu perusahaan eksportir 
menjual barang ke Singapura yang merupakan perusahaan scndirl 
dengan harga sangat murah. Otomatis keuntungan yang dicatat di 
Indonesia sangat keciL Misal harga pasar 100, dijual dari Indonesia ke 
Singapura 20, Sehingga yang &0 ada dl Singapura. 

Uang-uang ini tidak bisa ditarik ke Indonesia karena orang tidak yakin 
tidak akan diuber-uber. Tapi jika ada rax amnety apalagi UD:: rate bisa 
diturunkan, uang-uang ini akan kembali ke Indonesia. Betdasarkan 
pengalaman di Rusia, mcnurunkan tarifpajak pada level tertentu dan tax 
amnesty bisa meningkatkan penerimann oegara. Itu penga!aman empirls. 

2 :~ Dokumen Kronologis Pcmbahasan RUU Penetapan Pcrpu Mcngcnai Sun~et Policy, 
Sckrclariat Komisi XI DPR Rl. 
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Tax amnesty belum dapat diberikan mengingat perlu dibentuk undang~ 
undang tersendirl. Untuk mengadopsi keinginan Kadin yang 
mengharapkan agar pemerintah bisa memberikan amnesti terhadap 
tunggakan pembayaran pajak dimasa lalu, scba.gai salah salu cam 
menarik investasi, maka dalam amandemen undang~undang pajak saat 
ini diaplikasikan hal tersebut dalam Pasa137A. 

Yang saya sayangkan. mengapa pada saat mernbahas UU KUP, 
kebijakan sunset policy inl tidak pemah dibahas. Wacananya pun tidak 
pernah muncul. Seandainya wacana sunset policy ada pada saat 
membahas UU KUP, maka masyarakatjuga lebih enak menjalankannya, 

Saya rasa pemerintah tidak mempersiapkan horizon waktu yang cukup 
panjang di dalam perencanaan perpajakannya. Kalau horizon wakrunya 
panjang, maka kebijakan sunset policy akan diberlakukan sampai akhir 
tahun 2009 dan ini tenlunya akan diatur dalam UU KUP 2007. 
Kemudian kami mernikirkan apakah fasilitas ini juga dapal dimasukan 
sebagai wx amnesty. 

Setahu saya, pada tahun 2005 pemerintah akan memberikan tax 
amnesty. Namun masalahnya memang cukup berat dan banyak 
pertimbangan sehingga tax amnesty tidak dapat diberikan. Karcna 
pemerintab tldak bisa memberikan pengarnpunan pajak, maka 
pemerintab memberlakukan kebijakan sunse£ policy dengan memberikan 
kemudahan-kemudahan pada orang yang ingin mendaftarkan diri 
sebagai wajib pajak.215 
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Jawaban yang dJiontarkan oleh pihak pemerintah mengenai latar belaknng 

perumusan Kebijakan Sunset Policy dalam Pasal 37A Undang-undang No 28 

Tatum 2007 adalah sehubungan dengan Reformasi Birokrasi dalam Deportemen 

Kcuangan khususnya dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak yang dikhususkan 

pada Reformasi Peraturan dan Kebijakan Perpajakan dengan kutipan 

selengkapnya dari basil wa\vancara sebagai berikut: 

Kenapa perlu kcbijakan Sunset policy? Kita perlu Sunset Policy karena 
seirama dengan reformasl birokrasi (terdiri dari reformasi administrasi, 
struktur organisasi serta peraturan dan kebijakan perpajakan) khususnya 
reformasi peraturan dan kebijakan perpajakan. Dengan diamandemen 
dengan tiga undang-undang, diharapkan dengan UU baru, kendala 
selama ini (grey area, kepastan hukum) dalam pelaksanaan undang-

m Wawancara Ucngun Dr. lr. Drajat Hnrl Wibowo. M.Ec., Anggola DPR Rl 2004~2009, Kamisi 
XL tanggal 6 Mei 2009. 
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undang dapat terse!esaikan. Ini dari sisi peraturan dan kebijakan 
perpajakan memasuki era yang baru. Bagaimana dengan pclakunya 
maksudnya wajlb pajak? Wajib Pajak juga diberi kesempatan mu!ai dari 
nol dan siap menerima pelaksanaan amandemen secara bersarna-sama. 
Jadi masa !alu wajib pajak dftutup karena masa lalu sama~sama salah 
baik wajib pajak maupun aturan perpajakan. Sarna-sarna terbuka untuk 
memulai era baru dari titik nol, titik start yang sama, Su~aya bisa 
sampai pada titik yang sama maka diberikanlah Sunset Policy? 6 
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Lebih lanjut d1tambahkan informasl mengenai Jatar belakang permberian 

Kebijakan Sunset Policy oleh pemerintah inl dijelaskan oleh pihak pemerintab 

dalam hal ini Direktlrat Jenderal Pajak sebagai berikut: 

Sampai dengan tahun 2007, Direktoro.t Jenderal Pajak belum mampu 
menguji kebenaran SPT yang disarnpaikan Wajib Pajak. Karena self 
assessment system diterapkan dalam ketentuan UU Perpajakan mulai 
tahun 19&3. peralatan yang rnendukung proses ini belum lengkap. 
Pengujian SPT dilakukan dengan mernbandingkan SPT WP dengan SPT 
orang lain. Setiap kali ada WP yang data untuk membuat suatu formulir 
ataupun isian~isian lain, maka hal itupun akan dijadikan sebagai sumber 
data oleh petugas pajak. 

Mulai lahun 2008 ini, DJP sudah memiliki perangkat yang lcbih jelas 
dan lengkap dalam rangka menguji kebenaran SPT. Berdasarkan Pasal 
35A IJU KUP, DJP berwenang mcnghimpun data/informasi untuk 
kepentingan penerimaan Negara. Instansi/lembaga/asosiasi/pihak lain 
bahwa swasta maupun pemerintah. Wajib Pajak menyampaikan data 
perpajakan ke DJP. Kemudlan, bila data DJP kurang rnencukupi, DJP 
dapat secara aktif mencari data tanpa adanya batasan harus sedang 
dilakukan pemeriksaan. 

Ketentuan m1 memungkinkan DJP mengetahui ketidakbenaran 
pemenuhan kewajlban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh Wajib 
Pajak untuk tahun-tahun sebelumnya, sehingga Wajib Pajak dapat 
dikenai sanksl perpajakan. 

Umuk menghindarkan pengcnaan sanksi atas kewajiban perpajakan 
masa Jalu dan untuk memulai keterbukaan pelaksanaan kewajiban 
perpajakan di masa mendatang, DJP memberikan kesempatan kcpada 
Wajib Pajak untuk membetulkan data yang tidak benar di SPT Tahunan 

m Wawancara <icngan Drs. Rlza Noor Karim, MUt\, Ak. Kt.:pala Kantor Wiiayah DJP Wajib 
Pajok Besar, mnggal 29 Md 2009 
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Po!icy.2t7 
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Berdasarkan pendapat-pendapat nara sumber tersebut di atas, terlihat jelns 

bahwa alasao yang melatari pemllihan kebijakan ~unset policy oleh pemerintah 

adalah pemberian kesempatan untuk memulai kembali pelaksanaan kewajiban 

perpajakan secara suka rela guna meningkatkan kepatuhan pajak yang pada 

akhimya diharapkan akan berdampak pada peningkatan jumlah penerimaan pajak 

sebagai dana pembiayaan negara. Hal ini diberikan dalam jangka waktu yang 

terbatas yaitu satu tahun. 

Kebijakan Sunset Policy merupakan basil kompromi antara kepentingan 

Direktorat Jenderal Pajak untuk mcmperluas base data Wajib Pajak dalam rangka 

mengamankan target penerimaan >-l'egara yang menjadi tugas Direktorat Jenderal 

Pajak di satu sisi dengan kepcntingan dari wajib pajak yang menginginkan tat 

amnesty dan kesetaraan antara wajlb pajak dan aparat pajak, karena diharapkan 

dnpal dimulainya bttbungan yang baru dengan adanya kemauan wajib pajak 

membetulkan SPT Tahunan yang menjadi kewajiban pajaknya. 

Setelah pemberlakuan Kebijakan Sunset Policy, diharapkan Direktoral 

Jendcml Pajak dapat masuk ke dalam fungsi yang sebarusnya, yaitu fungsi 

pembinaan, pelayana.n dan pengawasan. Fungsi pembinaan ini yang berisi 

kegiatan penyuluhan/sosialisasi dan konsultasi ini sangat penting dilakukan. 

Tanpa kegiatan pembinaan, praktek pemungutan pajak di lapangan dapat keluar 

dari koridor kctentuan yang seharusnya, Fungsi pelayamm dilakukan dengan cara 

menyedlakan administrasi perpajakan yang handal sehingga kegiatan pelayanan 

dapat lebih berkonsentrasi pada penyediaan administrasi pcrpajakan yang member 

kemudnhan dalam peJaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, Setelah itu. 

Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan pengawasan, antara lain melaluf 

kegiatan pengumpulan data, hirnbauan, teguran, penelllian. pemeriksaan dan 

pcnyidikan. 

'n Wawanc:m.1 dcngan Drs. Kismantu."tJ Petrus, M.B.A., Kepala Pusal Pcngolahan Datn Jan 
Dokumcn Perp;.tjakan, Dircklo:at Jenderal Po.jak, tanggal 16 Mci 2009. 

Universitas Indonesia 

Analisis Pengampunan..., Devi Sonya Adrince, FH UI, 2009



95 

E. Aspek keadilan dalatn Kebijakan Pengurangan/Penghapusao Sanksi 

Administrasi Dalam Pasal37A Undang-undang No 28 Tahun 2007. 

lsu moral hazard. yang membuat pengampunan pajak kurang pUpuler adalah 

dampak negatif yang dilimbulkan akibat kelonggaran pajak yang dinikmati para 

pengemplang pajak, semenuua pembayar pajak yang jujur tidak mendapat 

penghargaan atas kejujurannya. Hal lnt sangat melukai rasa keadilan dalam 

pemungutan pajak, dan dapat merubah perilaku wajib pajak yang semula jujur 

menjadi tidak jujur.::na 

Aspek keadilan dalam k:etentuan Pasal Undang-undang No 28 Tahun 2007 

perlu dicermati mcngingat suatu aturan hukum yang diterapkan tentunya barus 

mcmberikan perlakuan yang sama bag! semua orang. 

Keadllan da!om jaman Yunani Kuno, menurut Aristoteles adalah suatu 

kebijakan politik yang aturan~aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan 

aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Dalam hal ini orang 

harus mengendalikan diri tidak memperoleh keuntungan bagi diri sendiri denan 

cara merebut apa yang merupa.kan kepunyaan orang Jain, atau menolak apa yang 

scharusnya dlberikan kcpada orang lain?19 

Da!am abad ke-! 9, Hans Kelsen mengembangkan Teori Hukum Murni, 

dimana keadilan menurutnya adalah suatu tatanan masyarakat yang mengatur 

huhungan timbal balik antar rnanusia yang mungkin diwujudkan) tetapl tldak 

horus selalu terwujud. Keadilan adalah sebuah norma manusia bila tlngkah 

lakunya ses.uai dengan norma-norma sebuah tantangan masyarakal yang 

dipandang adi!, yailu bila tat;;man rnasyarakat yang mengatur tingkah laku 

anggota-anggotanya dapat memuaskan semua orang.2W 

Menu rut Hans Kelsen, upaya untuk rnemuaskan keadilan setiap orang jclas 

sulit diwujudkan karena itu penekanan keadi!an dapat difokusktm kepada 

~ 1 ~ Erwin Sititongn, Jnc,cit 
"" 1 ~ John R~wls, A Theory of Justice, edisi revisi, (Cambrige.: Belknap Press, 2005), him. 10. 
uo Hans Kclscn, Teori Hukum Mumi, (Jakarta: Nuamm Ccndckia Foundation, 2005), hlm25. 
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pendapat mayoritas. Keadilan yang dirasakan oleh mayoriras penduduk dapat 

dipandang sebagai keadiian yang mewnkili masyarakat secara umum.221 

Dalam hukum pajak konsep mengenai keadilan diperkenakan oleh Adam 

Smith dalam teori 'The Four Maxims', yang menjelaskan equality atau kesamaan 

ruengandung arti, bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam 

kcadmm yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Equality atau kesamaan 

dalam sistem pcrpajakan lazimnya disebut non~discriminarion, artinya setaip 

orang yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan 

dikenakan pajak yang sama besar. Equity atau keadllan mengatakan bahwa pajak 

itu harus adil dan mera:ta. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding 

dengan kemampuannya untuk membayar pajak iersebul dan juga sesuai dengan 

manfmn yang diterimanya dari Negara.222 

Ketentuan Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007 memberikan 

pengurnngan/penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kcterlambatan 

pembayaran pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan pernbetulan SPT Tahunan 

untuk tahun pajak sebelum tahun 2007 dan kepada bagi Wajib Pajak Orang 

Pribadl yang mendafiarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan NPWP. 

Dari sisi Wajib Pajak, fasilitas pengurnngan/penghapusan sanksi 

administmsi ini mendptakan ketidakadilan mengingat kepada Wajib Pajak yang 

selama ini telah patuh melakukon kewajiban perpajakan tidak mendapatkan 

fasilita.s penghapusan sanksi administrasi, sedangkan bagi Wajib Pajak yang tidak 

melaporkan pcrpajakannya dengan benar diberikan fasilitas dimaksud. Adapun 

unsur-unsur kctidakadilan dalam Ketentuan Pascll 37 A Undang~undang i'olo 28 

Tahun 2007 tersebut an tara lain sebagal berikut : 

1. Ketika Wajib Pa}ak terdaftar pada administrasi perpajakan yang dltandai 

dengan kepemilikan NPWP, hak dan kewajiban perpajakan akan 

me!ekat. Hal ini membawa konsekuesi balnva terhadap Wajib Pajak 

tcrsebut akan mendapatkan fungsi pembinaan. pelayanan dan 

pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Da!am menjalankan fungsiw 

::t Madjcdi Hasan. Konl.rak Minyok dab Gas llumi bcrazas kcadilan dan Kepastlan Hukum, 
{Jakana: Penerbit Fllmhati Aoseka, 2009), him. 145. 

!:.1 Sncmltrn. 2004, np ciJ., him. IS:, Lihaljugn Rosdinna dan Tarigan, op .i;iL hlm.l21. 
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fungsi ini, terhadap Wajib Pajak tersebut berpotensi dilakukan tindakan 

pemer!ksaan maupun penyidikan. Hal ini tidak akan terjadi pada Wajib 

Pajak yang tidak mendaftarkan diri pada administrasi perpajakan 

sehingga mereka tidak terkena fungsi pembinaan, pelayanan maupun 

pengawasan. 

2. Terhadap Wajib Pajak yang telah terdaftar, atas pembetulan SPT yang 

te!ah dilakukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai Pasal 

8 ayat (2) UU KtJP. Hal ini tidak dialami o!eh Wajib Pajak yang tidak 

mendaftarkan dirl, 

3. Terhadap Wajib Pajak yang telah terdafiar berpotensi dllakukan tindakan 

penagihan dengan tahapan pemberian surat tegoran, surat paksa, 

tindakan penyitaan, lclang dan paksa badan (gizeling). Hal ini tidak akan 

tcrjadi pada Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri. 

Menanggapi permasalahan pada aspek keadilan dalam Pasal 37A Undang~ 

undang No 28 Tahun 2007, pihak legislatrf menjelaskan secarn garis besar bahwa 

memang terdapar perbedaan pelakuan antara wajib pajak yang selarna lni patuh 

dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dan wajtb pajak yang mengemplang 

pajaknya dengan kutipan basil wawancara sebagai berikut : 

Sunset Policy ini diskiriminatif. tidak adil bagi Wajib Pajak yang selama 
ini tclah patuh melakukan kewajiban perpajakan, tapi ketidakadilan ini 
adalah ketidakadilan yang bisa ditoierir dengan tujuan untuk membawa 
lcbih banyak orang ke sualu sistem pajak, Seperti saya terhadap anak 
kadang kan nggak adil tapi tujuannya untulc edukasi_:m 

Pihak akademisl juga mengkritisj pemenuhan aspek keadilan pada Pasa:l 

37A Undang-undang ~o 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa telah terdapat 

unsur kctidakadilan, namun perlu diambil dengan pertimbangan kemas!ahatan 

banyak orang dengan uraian st:lengkapnya sebagai berikur : 

~:n Wawancam dengao Dr. lr, Drajat llo.ri Wibowo, M.Ec, Anggma DPR R! 2004-2009. Komisi 
XI. langgnl 6 Mci 2009. 
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Dalam mencermali aspek keadiian ini perlu kita lihat dahulu apa alasan 
pemberian kebijnkan Sunset Policy. Dalam hal inij suatu kebijakan 
diambil dengan pertimbangan : pertama, kebijakan ini merupakan hal 
yang mendesak; kedua, untuk meningkatkan penerimaan dan ketiga, 
kebutuhan tentang hal lain. Kebijakan ini diajukan oleh Negara dalnm 
rangka meningkatkan kuatitas dan kuantitas wajib Pajak. Kebijakan 
Sunset Polity tidak adil, namun ketidakadilan ini dapat diabaikan karena 
kita harus mclihat kepada suatu hal yang lebih besar. Sesuai dengan 
Pasal 1365 KUHPer bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang 
menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang 
bersalah untuk menggantl kerugian (onrechtmatfge daad), Dengan 
demikian seharusnya terhadap orang melakukan kcsalahan wajib 
memikul sanksinya. Namun dalam hal lni keadilan dikesampingkan 
untuk kcpentingan yang lebih besar yaitu kemaslahatan banyak orang. 
Perlu dipahami juga bahwa adil bagi yang satu belum tentu adil bagi 
yang lain.22~ 
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Pihak Direktorat Jenderal Pajak memberikan penjelasan atas aspek 

ketidakadilan dalam Pas.al 37 A Undang~undang No 28 Tahun 2007 dari sisi 

muatan yang terkandung dalam Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007 

bahwa terhadap wajib pajak yang taat diberikan pengurangaoJpenghapusan sanksi, 

sedangkan bagi Wajib Pajak yang tidak taat mendapatkan fasilltas peoghapusan 

sanksi. Hal ini diuraikan lebih Jan jut sebagai berikut ; 

Pada san.t awal (amanat presiden) Pasa! 37A tidak pakal ayat Bunyinya 
persis ayat (1) sekarang. Waktu pembahasan di DPR, anggora DPR 
bertanya bagaimana dengan orang yang tidak punya NPWP mo.u 
menyampaikan SPT, mau diapain itu? :vfakanya muncul ayat (2} di 
DPR. 

Di ayat (I), Wajib Pajak yang telah terdaftar menyampaikan SPT 
pembetulan, sanksinya dapat dikurangknn atau dihapuskan, dan diatur 
lebih lanjut dengan PMK Di ayat (2), Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
menyampaikan SPT, sanksinya dihapuskan dan Hdak diatur dalam PMK 
Hal ini rnenyalahi legal drafting. seharusnya kedua-duanya diatur dalam 
PMK yang diatur dalam ayat (3). 
Ini tidak adil, orang yang taat menyampaikan SPT pembetulan, 
sanksinya bisa dlkutangkan (bisa menjadi lebih kecil) atau dihapuskan, 
sedangkan bagi orang yang tidak taat baru mendaftarkan dtrl dan 
rnenyampaikan SPT, sanksinya dihapuskan, 

ZH Wawancara dcngan Guru Besar Hukum Keuangan Negara Universitas Indonesia, PmC De 
Arifin Soeria Atmadja, Sll, tanggal 9 Juni 2009. 
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Hal ini ke~nudian diantisipasi dalam Pasal 33 ayat (l) Peraturan 
Pemerintah No 80 Tahun 2008 yang mengatur Wajib Pajak yang 
menyampaikan SPT pembetulan diberikan penghapusan sanksi 
adminlstrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan 
pembayaran pajak. 22s 
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Dalam Rapat Kerja Komisi XI, DPR RI tanggal 25 Februari 2009, Menteri 

Keuangan memberikan penjelasan kepada DPR sehubungan dengan aspek 

keadilan terkait dalam muatan mater! Pasa[ 37A ayat I dan ayat 2 Undang·undang 

No 28 Tahun2007 scbagai berikut : 

Yang merupakan catatan yang mungkin perlu diluruskan dalam artian 
interpretasi terhadap pelaksanaan Pasal 37A ayat {I) dan (2} baik itu 
dalarn bentuk Peraturan Menteri Keuangan maupun Surat Edaran Dirjen 
Pajak mungkin ini perlu dibahas. Karena menurut pemerintah, 
penggunaan atau menerjemahkan Pasat 37A ayat {I) dan {2) dengan 
menyebut kata "dapat diberikan" dan kemudian pemerintah dalam hal 
ini melaksanakannya dalam bentuk PMK dengan memutuskan untuk 
memberikan, itu tidak bertentangan satu sama lain. Kata "dapat" adalah 
suatu kualifikasi kata yang bisa memberikan diskresi kepada 
Pemerintah, dan pada saat Pemerintah menganggap bahwa pelaksanaan 
kebijakan Sunset Policy ini akan memberikan suatu kepastian yang 
dibutuhkan bagi suksesnya kebijakan Sunset Policy itu sendiri yaitu 
dalam bentuk munculnya kepercayaan dan juga ketenangan dari para 
calon Wajib Pajak yang seharusnya mereka merupakan para Wajib 
Pajak, rnaka. dia. memberikan suatu esensi bahwa manfaat dari 
lnterprestasi '"dapat'' dengan betul-betul memberikan dibandingkan 
mudarnt yaitu men~a.nulir kemungkinan diberi atau tidak diberi itu lebih 
besar manfaatnya.l 4 

Rnngkoman pendapat-pendapat mengenai aspek keadilan dalam ketentuan 

Pasal 37A Undang~undang No 28 Tahun2007 adalah ketentuan Pasal 37A 

Undang-undang No 28 Talmn2007 tidak memberikan aspek keadilan bagi Wajlb 

Pajak yang selama ini telah patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya 

walaopun dengan pertlmbangan ketldakadilan tersebut dikesampingkan untuk 

m Wawaneum deng:m Dn;. Rl:>.a Noor K<U"irn, MBA, r\k, Kep.:~la Kantor Wilayah DJP Wajib 
Pll.jak Besar, wnggal 29 Mel 2009. 

m Dokumco Kronologis Pemllilhasan RL'L Penctapan Perpu Mcngcnai Sm1se1 Policy, 
Sekretnriat Komisi XI DPR RL 
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alasan pemenuhan penerimaan Negara yang berdarnpak pada kemaslahatan 

ban yak orang. 

F. Irnplementasi Kebljakan Sunset Policy 

Pada awal pelaksanaannya, Kebijakan Sunset Policy tidak scrta merta 

diterima oleh masyarakat bahkan ada yang mencurigai bahwa kebijakan tersebut 

merupakan jebnkan sehingga hanya sedikit masyarakat yang merespon kebijakan 

tersebut Bahkan aturan pelaksanaan Kebijal<an Sm1Sel Policy baru dikcluarkan 

pemerintah beberapa bulan setelah berlakunya Undang:-ufldang No 28 Tahun2007. 

Dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sendiri diperlukan waktu umuk 

menyamakan pemahaman dan tujuan mengenai Kebijakan Sunset Policy tersebut. 

Setelah penyatuan pemahaman internal Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah 

mulai melakukan program kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat tentang 

manfaat Kebijakan Sunset Policy,227 

Kegiatan kampanyc dan sosialisasi kepada masyarakat memberikan hasil 

berupa respon yang luar biasa dari masyarakat untuk memanfuatkan Kebijakan 

Sunsel Policy yang baru mulai meningkat tajam pada bulan November 2008 yang 

hanya dua bulan sebelum ba.tas waktu akhir dari Kebijakan Sunset Policy. Dalam 

waktu yang tersisa sangat sing-kat, tanggapan masyarakat juslru scmakin antusias 

dan menlngkat tajam, sedangkan penyiapan berbagai dokumcn yang berkaitan 

dengan pembetulan SPT dari para WP memakan waktu maka muncul berbagai 

aspirasi dan pennintaan agar masa berlaku kebijakan sunw:t polit.<y dapat 

diperpanjaog, 

Atas desakan masyarakat, Pcmerintah merasa perlu memberi kesempatan 

lebih panjang agar orang yang niat baik meml:mat NPWP lapi tidak dapat terlayani 

sehingga kemudian Pemetintnh mcmutuskan untuk memperpanjang waktu 

Kebijakan Sunset Policy hingga akhir 28 Februari 2009 mclalui pcncrbitan 

Pcraluran Pemerintah Pengganti Undang-undang No 5 Tahun 2008, Jika 

:m lbitl 
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diperpanjang seperti ini, diharapkan akan memperkuat basis perpajakan nasional 

dengan bertambahnya jumlah pemegaog NPWP.223 

Hasil dari pemanfaatan Kebijakan Sunsel Policy dan jumlah penerimaan 

pnjak pada periode Januari s.d. Desember 2008 dan Januari s.d. Maret 2009 dapat 

disajikan scbagai bcrikut: 

Tabel 2 
Datu Wnjib Pajl!k yang mcrnanfaatkan Kebijakan Sunset Policy 

Periode I Jarmari 2008 - 31 Desember 2008 

··-
Unmm Jumlnh WP ' Jumlah SPT ' Nilai SI'T 

WP !Jma SPT Badan bam 6.221 I ll-956 147.068.283.078 ·--
WI' IJmn SPl Bnd:m !'~mbdulan 21.841: 61.961 4.202.929.041. 777 

WP luma SPT OPJ~!!!.Y 42.093 113.887 473.640.565.777 ........ 
Wl'lamo S_~L9P l'emb.ot\~l_l~!_l ... 94.502 369.3.90 ' 73SA89.l38.666 

Gr.md Totol 164_664 559.194 5.559. I 17.029.298 

' .. , 

Tabel3 
Datu Wujlb Pujuk yang memanfaatka.n Perpanjangan Kebijakan SunseL Policy 

Periode l Januari 2009 - 31 Maret 2009 

Sehubungan dengan pencrbitan Peraturon Pemerintah Pengganti Undang­

undang No 5 Tahun 2008 tersebut, maka perlu dikaji kembali apakah penerbiton 

peraturan pemcrintah pcngganti undang-undang dimaksud sudah sesuai dcngan 

awran hukum yang ada di Negara Indonesia. Pasal 22 UUD I 945 mengatur 

mengenai Peraturan Pemcrinrab Pengganti Undang-undang sebagai berikut : 

::m 

Pasal22 
( l) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 

menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 
(2) Pemturan pemerintah itu harus mendapat pcrsctujunn Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 

Pt:;pnnjangan Sunset Polley Hingga Akhir Maret 2009, <hltp:/iwww.dcdktinance. 
corn/read/2008!12/30!2{)2(\58!J 06 I I J614iru;m.aniangan-suns.ct -pol icy-hingga-akhir -marel-
2fl09>, I Mei 2009. 
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(J) Jika tidak mendapat perselujuan, maka peraturan pemerintah iru 
harus dicabut 

Penjelasan Pasal22 

Pasal ini mcngenai noodvercrdeningsrecht Presidcn. Aturan scbagal inl 
memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin 
oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa 
pemerintah untllk bertindak Iekas dan tepat Meskipun demikian, 
pemerinwh tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan 
Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalarn pasal lni, yang 
kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh 
Dewan Perwakilan RakyaL 
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Lebih lanjut, aturan mengenai penerbitan peraturan pemerintah penggami 

undang-undang !ercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang 

Pembentukan Peraturan Pen.mdang~undangan. Pasa! 9 Undang-undang No 10 

Tahun 2004 menyebutkan bahwa materi muatan Peratutan Pernerintah Pengganti 

Undang-\Jndang sa rna dengan materi muatan Undang-Undang. 

Lolu apa yang menjadi materi mualan Undang-lindang'! Kembali kcpada 

Pasal 8 dalam undang-undang yang sarna disebutkan bahwa materl muatan yang 

hams diatur dengan Undang-Undang berisi hai-hal yang mengatur lebih lanjul 

kctcntuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

meliputi: (I) hak-hak asas:i manusla~ (2) hak dan kewajiban warga negara; (3) 

pclaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kckuasaan negara; 

(4) wilayah negara dan pembagian daerah; (5) keworganegaraan dan 

kepend\ldukan; {6) keuangan negara; dan diperintahkan olch sualu Undang­

Undang untuk diatur dengan UndangwUndang. 

Adapun tata cara penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti t:ndang­

undang menjadi Undang~undang diatur dalam Pasal 25 Undangwundang No 10 

Tahun 2004 yang menyebutkan; 

{1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang·Undang harus diajukan ke 

Dewan Perwa!dlan Rakyar dalam persidangan yang berikul; 

(2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang~Undang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dn!am bentuk 
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pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang; 

(3) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak 

Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemcrintah Pengganti 

Vndang~Undang l.ersebut tidak berlaku~ 

(4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dltolak 

Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden mengajukan rancangan 

undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari 

penolakan tersebut 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulknn bahwa syarat 

utama peneta:pan sebuah Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-undang oleh 

Presiden yaitu adanya suatu keadaan "kegentingan yang memaksa". Oleh karena 

itu yang meojadi pertanyaan apakah keadaan yang terjadi pada akhir Dcscmber 

2008, khususnya di dalam pcrpajakan (kondisi membludaknya permintaan 

pendaftarM NPWP yang terjadi di akhir tahun 2008), dapat dikategorikan sebaga! 

kcadaan yang menggambarkan suatu term "kegentingan yang mcmaksaT' 

Sehingga layaklah suatu pera.turan pemerintah pengganti undang-undang yang 

memuat perpanjangan jangka waktu pemberlakuan Kebijakan Sunset Policy 

dikeluarkan o!eh Presiden, 

Artinya untuk mengeluarkan sebuah perpu, unsur pertama dan mama yang 

harus dipenuhi lalab unsur kegenlingan yang memaksa. Sehingga sesuai dengan 

Pasal 5 ayat (2) UUD l945, jika biasanya presiden mcngcluarkan peratumn 

pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, maka 

dalam kMdisi kegentingan yang memaksa, peraturan pemerintnh dapal 

difungsikan scbagai undang-undang atau menggantikan {substitusl) fungsi 

undang-undang.::m Secara umum, kondisi kegentingan yang memaksa, dimaknai 

sebagai suatu keadaan darurut (emergency), atau umum dikenal dengan kondlsi 

emergency legislalion. Namun demikian, kondlsi kegentingan yang memaksa 

n' Sm:hino, Hukwn Tahmcgara:Tekuik Pe.J'lmdang~undangan, (Yogyakar!a: Liberty. 1996), 
hlm.2L 
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berbeda dengao terminologl dari keadaan bahaya. Keadaan bahaya hanyalah salah 

satu faktor saja bagi timbulnya suatu kegentingan yang rnemaksa. Selain ancarnao 

yang dapat menimbulkan keadaan bahaya, tuntutan dar! internal negara yang tak 

dapat dlelakan dapat pula ditafsirkan sebagai suatu keadaan genting yang 

memaksa. Mcngenai siapa yang berhak menentukan suatu kegentingan yang 

memaksa adalah merupakan penilian yang subyektif dari presiden, sesuai dengan 

runtumtl mendesak dari datam pemerintahannya untuk bertindak secara cepat dan 

1epat. Sedangkan penllaian obyektif akan diberikan DPR ketika Perpu telah 

diajukan dengan undang~undang kepada DPR, untuk kemudian ditolak atau 

ditetapkan menjadi undang-undang.230 Menurut Vernon Bogdanor, et all, kondlsi 

kegentingan yang memaksa atau keadaan darurat dapat dibedakan menjadi stare of 

war atau state of defence; state of rension; dan innere not .'i/and. Lebih jauh 

menurut Vernon, presiden sebagai pemegang kepala pemerintaban tertlnggl dapat 

melakukan penilaian secara subyekt[f atas suatu kondisi yang slfatoya innere nor 

stand (darurat internal), Sehingga presiden diberikan wewenang untuk 

mengeluarkan kebijakan untuk menga.tasi keadaaan tersebut. Dengan catatan 

sebatas untuk kepentingen internal pemerintahan yang memerlukan payuog 

hukum (basis legitlmasi yurldis formal) setingkat undang-undang, scmentara 

proses pembentukan undang·undang tersebut tidak mungkin dilakukan dalam 

waktu cepat Jadl pengertian kepentingan yang memaksa dapat dimakn.ai dari segi 

mendesaknya substansi dan mendesak dari segi waktunya. Bila kcdua unsur 

tersebut telah terpenubi, maka tidak ada halangan bagi presiden untuk 

mengeluarkan Pcrpu.231 

Dalam Rapat Kerja Komisi XI, DPR RJ fanggal 29 Januari 2009, Mentcri 

Keuangan memberikan penje(asan kepada DPR sehubungan dengan Jatar 

belakang dilerbikannya Peraturan Pemcrinrah Pengganti Undang-undang yang 

diajukan untuk menjadi Undang-undang kepada Dewan sebagai berikut ; 

~m Jimly Ashiddiqie, Pcril!al Umlang~i..ftxlang, (Jakarta; Konstitusi Press, 2006). hlm.SI-83. 
m Ibid hlm.S4. ScbugiDmnmt dikutip dari Vernon Bogdanor ~:t, all, Companng Conslillution. 

(New York:Clarendon Press, 1995), 
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Menjclang bernkllirnya pemanfaatan fasilitas sunset policy, masyarakat 
mulai berbondong-bondong memanfaatkan fasilitas sunset policy dengan 
melakukan pendafiaran umuk meminta NPWP. melakukan penyetoran 
pajakn ke bank atau kantor pos dan menyampaikan SPT~nya ke Kantor 
Pelayamm Pajak {KPP). Hal ini menyebabkan bank, kantor pos serta 
KPP tidak sanggup melayani dengan bailc Akibatnya banyak anggota 
rn:asyarakat yang sampal batas waktu yang ditentukan (31 Desember 
2008) diperkirakan tidak akan mampu mendapat kesempatan untuk 
memanfaatkan fasilitas sunset policy. Situasi ini dirasakan olch 
masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan dar! kesempatan untuk 
mendapatkn fasilitas Sltn.ret Policy. Dalam rangka merespon situasi 
tcrsebut, pada tanggal 3 t Desember 2008 pemerintah mengeluarkan 
Perpu No 5 Tahun 2008 yang memperpanjang pelaksanaan fasilitas 
sunset policy di mana WP diberikan kesempatan untuk rnelakukan 
pembetulan SPT sampai dengan tanggal 28 Februari 2009. 232 
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Gambaran kondisi di atas, dapat dilihat dalam fakta-fakta yang dapat 

diuralkan sebagai berikutn:): 

Perta:ma, rata-rdta pendaftaran NPWP baru selama bulan Januari hi:ogga 

September 2008 hanya sebesar 4.747 per hari dan sebesar l 18.663 per bulan. 

~amun, jumlah penda:ftar NPWP p.ada tanggal 31 Desember 2008 mengalami 

peningkatan sangat tajam, yattu lebih dari 3200 persen hingga mencapai 163.255. 

Sementara itu seluruh bulan Desember 2008 jumlah pendaftar NPWP telah 

mencapai 1.513.995. Hingga bulan Januari 2009 (sampai tanggal2& Januari 2009) 

jumlah masyarakat yang mendaftar untuk memperoleh NPWP juga masih sangat 

tlnggl, yaitu sebanyak 745.172. Sebagai akibat dari meionjaknya permintaan 

NPWP dar! masyarakaL 

Kedua, data sampai dengan bulan Desember 2008, SPT Tahunan PPh dalam 

rankga Kebijakan Sunset Policy yang diterima sebanyak .559.194 SPT dengan 

nilai pajak kurang bayar sebcsar Rp 5,559.127.029.298,00 dimana penerimaan 

SPT unruk bulan Desember saja sebanyak 508.465 SPT. Kondisl tersebut 

menunjukkan babwa jumlah WP yang memanfaatkan Kebijakan Sunset Policy 

pada bulan Dcscmber 2008 mengalami lonjakan yang sangat fantastis 

dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Da!am APBN-P 2008 target penerimaan 

m Dokumcn Kronologis Pernhuhrtsao JUJU Penernp:m Pt:rpu Mcngcoai Stmset f'illil.'}'. 
Sckre1ariat Komisi Xl DPR RL 

~l-1 Ibid 
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DJP adalah sebesar Rp. 534.53 trHyun sedangkan realisasinya sebesar Rp. 571,1 

trilyun sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 36,57 trilyun. Dengan deml!dan 

penerimaan pajak dari Kebijakan Sunsel Policy sampai dengan bulan Desember 

200& telah memberlkan kontribusl sebesar 15,2% terhadap surplus penerimaan 

tahun 2008 tcrsebut. Selanjutnya untuk bulan Januari 2009 sampai dengan 

tanggal 28 Januari 2009 SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy sebanyak 

156.759 SPT dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp. 1.431.627.313.794,00. 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dalam bulan Januari 2009 pun 

minal WP untuk memanfaatkan perpanjangan kebijakan .sunset policy juga masih 

tinggi. 

Kctiga, rata~rata per bulan jumlah panggilan call centre untuk per!ode Juli 

sampai dengan November 2008 adalah l3.377 panggilan yang berisi pertanyaan 

dan minat mnsyarakat untuk mengetahul kebijakan sunset policy. Dalam bulan 

Desember 2008 panggilan tersebut meningkat sangat tajam yaitu sebanyak 

122.424, dengan jumlah yang tidak terjawab sebanyak 104.150 {95,07%). Hal ini 

disebabkan oleh jumlah panggilan yang masuk jauh mclebihi kapasitas yang 

tcrscdia. 

Dengan adanya krisls keuangan global yang melanda dunia yang juga 

berpengaruh pada perekonomian Indonesia, pemerintah harus mempunyai basis 

yang luas dan kuat di sektor penerimaan negara untuk menjaga kestabilan 

ekonami dan cermimm dari kedaulatan kemandirian ekonomi. Sektor pctpajakan 

selama ini merupakan penyangga utama dari penerimaan negara schingga 

penguatan dan perluasan basis data perpnjakan merupakan suatu keharusan, 

Dengan adanya perpanjangan Kebijakan Sunset Polit.y pemerintah telah 

merespon pennintaan masyarakat dan diharapkan masyarakat dan WP yang 

memanfaatl<an Kebijakan Sunset Policy akan semakin banyak dan lebih terbuka 

mengungkapkan data perpajakannya. Hal ini dapat dijadikan momentum untuk 

membangun basis data perpajakan yang kuat guna menjamin penerimaan dari 

sektor perpajakan yang stabil dan berkelanjutan. 

Berdasarkan alasan-alasa.n tersebut, pemcrinlah memperpanjang masa 

berlakunya Kebijakan Sunset Policy hingga tanggal 28 Februari 2009 melalui 

Peramran Pemerintah Pengganti Undang-Undang sesuai dengan Pasal 22 Undang-
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Undang Dasar 1945 dengan alasan kepentingan yang mernaksa untui< memberikan 

payung bukum atas pepanjangan rnasa berlakunya Kebijakan Sunsel Policy.114 

Pihak akademisi memberikan tanggapan atas kebijakan perpanjanganjangka 

waktu Kebijakan Sunset Polley yang rerruang dalam penerbltan Peraturan 

Pemerinrah Pengganti Undang~Undang No 5 Tahun 2008 sebagai berikut : 

Terkait dengan Perpu No 5 Tahun 2008, pemerintah dalam hal membuat 
suatu kebijakan tenrunya perlu memperhatikan terlebih dahulu hal~hal 
sebagai berikut : apa tujuannya. apakah sudah tercapai? Jika belum 
tercapai, apakah periu pengulangan kembali? Pengulangan kembali 
dilakukan apabila syarat tidak tercapai? Apakah memperbesar jumlah 
yang belum tercapai? 
Sehubungan dengan Perpu baru dapat diambil dengan pertimbangan, 
pertarna, keadaan darurat; kedua, keberpihakan kepada masyarakat 
umum dan ketiga tidak bisa berulang~ulang. 
Mcnurut saya, hal ini sebenarnya tidak perlu dilakukan sebagai suatu 
yang permanen dengan membeotuk undang-undang, Dalam kaltan 
dengan upaya peningkatan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak, 
biarkan reformasi birokrasi berjalan dan akan terlihat hasilnya. Atas 
husil in[ baru dipumskan mengambil tindakan selanjutnya.:Bs 

Menanggapi aiasan pemerintah rnernperpanjang waktu bcrlakunya 

Kebijakan Sunset Polic.-y yang diajukan pada akhir tahun 2008, pihak legislatif, 

memberikan penjelasan sebagai berikut ; 

Dulu sewaktu penyelesaian perubahan UU PPh di tahun 2008. saya 
pernah menyampaikan sebaiknya kebijakan sun.1,-et policy diberlakukan 
1,5 talmn sampai 2 tahun. Menurut saya. Wajib Pajak membutuhkan 
waktu yang lama untuk menyelesaikan laporan-laporan perpajakannya. 
Belum lagi wakru yang dlbutuhkan untuk meyakini apabila masyarakat 
melaporkan pajak, maka tidak akan menarnbah masalah dengan orang 
pajak nantinya. Karena menyadari bahwa orang pajak tldak sernuanya 
maJaikat. Selain itu, butuh waktu yang cukup juga untuk merapikan 
administrasi pajak. Kalau hanya beberapa bulan, saya rasa tidak akan 
cukup. Oleh karena itu saya mengusulkan pembertakukan kebijakan 
.wnset policy setidaknya 1,5 tahun sampai 2 tahun, Itu kalau berbicara 
dari sisi substansinya. Kemudian yang rnenjadi persoalan adalah 
bagaimana landasan hukumnya. Seharusnya pemerintab sudah 

214 fbifl 
ns Wawancara dengan Gum Bc"1.1r 1-!ukum Keuangan >ftgara Universlla.s lndonesi:'l, Prof. Dr. 

Arifin Socriu Almadja, SH, tar.ggal 9 Junl2009. 
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mempersiapkan ata.u merencanakan langkah-langkah pemberian fasilitas 
sunset policy. Namun sekarang agak sulit kalau ingin mencati cantolan 
hukum sunseJ policy karena UU KUP sudah disahkan dan diberlakukan 
pada tahun 2008 lalu. 

Menurut saya, tidak lepal menerbitkan perpu sebagai dasar hukumnya 
ko.rena dasa.r hukum perpu bukan undang-undang lagi, tetapi Pasal 22 
ayat (t) UUO 1945 atau lebih tinggi dari undang-undang. Pasal22 ayat 
(I) mensyaratkan, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa., Presiden 
berbak menctapkan Pcrpu. Menurut saya, sekarang ini tidak ada 
kegentingan yang memaksa di datam perpajakan. Tidak ada unsur 
kegentlngan dari penerimaaan pajak malah penerimaan pajak lebih 
tlnggi dari target. Sehingga tidak ada kekhawatiran untuk penerimaan 
pajak tahun 2009. Kalaupun tahun 2009, penerimaan pajak menjadi 
turun karena krisis. Solusinya bukan mela[ui perpu tetapi melalul APBN 
Peru bah an (APBN-P). Jadi UU APBN Tahun 2009 yang diamandemen. 
Setiap tahun memang ada perubahan anggaran di mana perubahan 
tersebut biasanya dilakukan dtpertengahan tahun. Selain melalui 
perubahan APBN, .solusi lain yaitu dengan rnengamandemen Pasal 37A 
UU KUP. Dengan demikian landasan hukumnya menjadi tepat karena 
Perpu yang dikeluarkan pemerlntah ters~but tidak terjustifikasi 
berdasarkan UUD 1945.236 
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Terhadap pendapat yang menyalahkan pemerintah dalam hal ini Direktorat 

Jenderal Pajak karena terlambat menerbitkan peraturan pelaksanaan Sunsef 

Policy sehlngga sosialisasi kcpada W~jib Pajakpun baru dilakukan secara efektif 

pada perteogahan tahun 2008 dengan akibat akhir permintaan perpanJangan 

waktu, ditanggapi demikian oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak : 

Kebijakao Sunset Policy mulai berlaku I Januari 2008. Mengapa 
aturannya terbit pada saat Kebijakan Sunset Poli"Y sudah bcrjalan. Ini 
memang tidak mudah bagi DJP membuat aturan kebijakan Sunset 
Policy karena ini merupakan Sunset merupakan hai baru dalam tatanan 
peruodang-undangan perpajakan. Kita belum pernah mempunyai 
pengalaman kebijakan Sunset Policy. Pengampunan pajak sudah pcrnah 
dua kali, Untuk rnengatur hal yang belum pernah dan sensitif karena 
hendak menutup masa lalu itu tidak mudah. Contohnya ada PMK yang 
diteken tgl31 Desember 2007 atau sebelumnya, langsung dicabut begitu 
ditandatangaoi, (PMK 18 dlganti PMK 66). Hal ini dilakukan karena 
DJP ingin cepat-cepat membuat aturan kebijakan Sunset Policy namun 

:l~ Dmjat H. Wlbowo, Pcqm S1mser Policy Menysmal Wihawa UU KUP, Indonesian Tax Review 
Volume 1/Edisi 2112{109, him. 66~59. 
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ternyata tidak pas. DJP rnembutuhkan kehatian-hatian dengan waktu 
yang lebih lama untuk membuat aturan pelaksanaan sunset policy. 231 
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Sebaga! tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang 1\o 5 Tahun 2008, pada Rapat Paripuma tangga! 3 Maret 2009, 

Fraksi-fraksi di Komisi XI DPR Rl mengeluarkan pendapat Akhir terhadap 

rancangan undang-undang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

lltJdang Nomor 5 Tahun 2008. Setelah mendengar pendapat akhir fraksi-fraksi atas 

RlJli Perpu l':o 5 Tahun 2008 pada Rapat Paripurna tanggal 3 Maret 2009, masih 

terdapat perbcdaan pendapat antar fraksi terhadap RUU tersebut Dari sepuluh 

fraksi di Komisi Xl DPR RI, delapan fraksi, yaitu Fraksi Partai Golongan Karya 

(f-PG). Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDlP), Fraksi Partal 

Demolmn (F-PD), Frakst Partai Persatuan Pernbangunan {F-PPP), Fraksi Partai 

Kebangkirao Baogsa (F-PKB), Fraksi Biotang Pelopor Oemokrasi (F-PBO), 

Fraksi Partai Bintang Reformasi (F~PBR}, dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (F­

PDS) menyetujui RUU dimaksud untuk disahkan menjadi UU sedangkan dua 

fraksi, yailu Fraksi Partai Amanat Naslonal (F-PAN) dan Fraksi Partai Keadilan 

Sejahtera (F-PKS) menyetujui RUU l)erpu dengan memberikan catatan, 

Fraksl PAN menyetujui RUU teotang penetapan Perpu Nomor 5 Tatum 

200& disahkan menjadi UU dcngan persyaratan dilakukan perpanjangan waktu 

dan penyempumaan desain Kebijakan Sunset Poficy karena apabila tidnk disnbkan 

akan terdapat kckosongan hukum yang cukup menimbulkan masalah tcrhadap 

Wajib Pajak yang sudah mengikutl program tersebut. Dalam pendnpatnya sifat 

persetLtiuan tersebut adalah sebuah persetujuan dengan kondisionalitas. Fraksi 

PKS menerima Perpu Nomor 5 Tahun 2008 dengan catatan bahwa pemerintah 

seharusnya lebih tepat secara khusus mengajukan RUU Tax AmnesOt karena RUU 

Tax Amnesty adalah bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan perpajakan?38 

Dengan telah disetujuinya Perpu Nomor 5 Tahun 2008 olch scmua froksi di 

Komisi XI DPR Rl, pada tanggal 5 Maret 2009, DPR Rl mengchmrkan surat 

nomor LG.02.02Il522/DPR Rl/11112009 hal Persetujuan DPR Rl terhadap RUU 

m Wnwoncaru dcngan Drs. Riza Noor Karim, MBA, Ak. K<:pala Ka..'1lor Wiluyah DJP Wo,jib 
Pajak Besar, tanggal 29 Y.:ci 2009. 

u~ Dokumcn Kronologis Pembahasarr RUU Pcnelapan Perpu Mcngcnai Sunwt Policy, 
Sckrecariat Komisi Xl DPR Rl. 
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tentang Penetapan Perpu Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas 

UU Nomor 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Menjadi Undang-Undang, yang berisikan bahwa RUU terse but telah mendapatkan 

persetujuan dalam Rapat Paripurna ke-22 DPR RI masa persidangan III tahun 

sidang 2008-2009 pacta tanggal 3 Maret 2009 untuk disahkan menjadi Undang­

Undang. 

Berdasarkan hasil persetujuan dalam rapat Pari puma pacta tanggal 3 Maret 

2009, DPR bersama Presiden memutuskan mensahkan Undang-undang No 16 

Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

No 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No 6 Tahun 

1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang­

undang pada tanggal 23 Marel2009. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai pihak yang 

bcrkepentingan mengambil langkah bagi kepentingan internal pemerintahan yang 

memerlukan payung hukum (basis legitimasi yuridis formal) setingkat undang­

undang, sementara proses pembentukan undang-undang tersebut tidak mungkin 

dilakukan dalam waktu cepat, maka Presiden dengan melakukan penilaian 

subyektif atas kondisi sistem perpajakan bulan Desember 2008 terkait 

implementasi Kebijakan SunseT Policy sebagai 'ihwal kegentingan memaksa' 

sehingga mengajukan pelaksanaan Perpu No 5 Tahun 2008. 

Langkah pemerintah dalam penerbitan perpu tersebut adalah tidak tepal 

karena mencederai aturan hukum pembentukan perpu sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 22 UUD 1945 yang mensyaratkan adanya ihkwal kegenlingan yang 

memaksa. Kondisi sistem pepajakan diakhir Desember 2008 tidak dapat 

dikatcgorikan sebagai ikhwal kegenlingan yang memaksa. Menumpuknya 

pendaftaran Wajib Pajak di bulan Desember adalah salah satunya adalah akibat 

keterlambatan sosialisasi Kebijakan Sunset Policy dari pihak Direktorat Jenderal 

Pajak yang baru efektif dijalankan pada pertengahan tahun 2008 (sciring tcrbirnya 

aturan pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy), padahal UU KUP telah disahkan 

satu tahun sebelumnya (17 Juli 2007). Penyebab lain adalah adanya budaya 

masyarakat itu sendiri yang hendak melaksanakan kewajiban atau memanfaatkan 
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fasilitas perpajakan di saat~saat terakhir, sebagaimana tcrlihat dalam antrian 

panjang yang selalu terjadi seliap bulan pada tanggal 20 sebagai batas waktu 

terakhir pelaporan SPT Masa, maupun pada tanggal31 Maret sebagai batas akhir 

pelaporan SPT Tahunan. Lcbih lanjut, dalam hal alasan perpanjangan kebijakan 

sunset policy adalah untuk menunjang perluasan basis data pcrpajakan juga tldak 

tepat karena kegiatan peningkatan jumlah Wajib Pajak sudah rnerupakan tugas 

Direktorat Jenderal Pajak selama ini yang dllakukan melalui upaya ekstensitikasi 

pajak unluk rnenjaring wajlb pajak-wajib pajak baru. Oleh karenanya ihwal 

kegemingan yang memaksa di dalam sistem perpajakaan di aldtir tahun 2{)08 

tidak ada mengingat tidak ada unsur kegentingan dari penerlmaaan pajuk, bahkan 

pencrimaan pajak 2008 lebih tinggi dari target penerlmaannya .. Dcngan demikian 

landasan hukumnya menjadi tidak tepat karena Perpu yang dikeluarkan 

pemerintah tersebut tidak terjustifikasi berdasarkan UUD 1945. 
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A. KESIMPULAN 

BABY 

PENUTUP 

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang terdapat dalam 

penelitian ini, peneliti menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 

I. Konsep pengampunan dalam ranah hukum pidana dan hukum pajak adalah 

dua hal yang berbeda. Pengampunan dalam hukum pidana adalah hak kepala 

negara untuk meniadakan hukuman seorang terpidana. Kepala Negara perlu 

memperhalikan ketepatan hakim dalam membuat suatu putusan apakah 

sudah sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat didalam masyarakat atau 

belum. Pengampunan ini dapat memperbaiki sesuatu yang menurut sifatnya 

tidak akan dapat dilakukan melalui suatu peradilan. Sedangkan 

pengampunan pajak dalam hukum pajak adalah salah satu bentuk keputusan 

pemaafan kesalahan masa lalu dengan tidak mengenakan sanksi kepada 

masyarakat. Pengampunan pajak akan diikuti dengan pembayaran uang 

tebusan sebagai pengganti kewajiban pembayaran pajak masa lalu dan hanya 

berlaku selama jangka waktu tertentu. Langkah ini diambil pemerintah untuk 

meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun terminologi 

pengampunan yang diadopsi oleh hukum pajak dalam menerapkan 

pengampunan pajak adalah tidak tepat karena sesuai dengan hakekat 

pcngampunan, yang diakui dalam dunia hukum, bermakna welas asih dari 

seorang kepala negara kepada warganya untuk hak memberikan 

penghapusan maupun keringanan hukuman. Pengampunan diberikan setelah 

selesainya penuntutan dan telah dijatuhi hukuman oleh hakim yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada hukum pajak, pengampunan pajak 

diberikan oleh pemerintah sebelum ada penetapan atas 

kcsalahan/pelanggaran Wajib Pajak dari otoritas perpajakan berupa 

penerbitan surat ketetapan pajak. Hal ini melawan konsep pengampunan 

yang telah berlaku dalam ranah hukum pacta umumnya. 
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2. Bahwa dengan adanya Refonnasi Pajak sejak tahun 1984 dimana Wajlb 

Pajak dlberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan 

melaporkan sendtri besarnya pajak terhutang (self assessment) maka 

diperlukan kejujuran dan kepatuban Wajib Pajak Berangkat dar! hal 

tersebut, maka kepatuhan itu harus dilandasi dengan ungkapan yang benar 

dari Wajib Pajak. Dalam rangka pengungkapan kebenamn data, tentunya 

diperlukan suatu tindakan pemerintah untuk memberikan pengampunan atas 

sanksi admlnistrasi bagi Wajlb Pajak yang ingin mengungkapkan 

perhitungan pajak dengan benar. Pada satu sisi, hal ini mendoroog Wajib 

Pajak untuk mengungkapkan datanya, dan disisi lain, pcmerintah 

memberikan apresiasi keringanan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak 

yang mengungkapkan datanya dalam batas waktu yang telah ditetapkan. 

3. Apresiasi pemerlntah tersebut dituangkan dalam Kebijakan 

Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Pasal 37 A Undang­

undang No 28 Tahun 2007 yang merupakan salah satu bentuk pengampunan 

pajak dengan rncwajibkan pembayaran pokok pajak tanpa pengenaan sanksi 

administrasi atas bunga keterlambatan pembayaran pajak kurang baynr. 

Ketentuan Pasal 37 A Undang·undang No 28 Tahun 2007, lazim dikenal 

Kebijnkan Sunset Policy sesungguhnya tidak memOOrikan aspek keadllan 

yang mensyaratkan adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang. 

Terhadap Wajib Pajak yang selama ini telah patuh me!aksanakan kewajiban 

perpajakannya, tidak mendapatkan fasflitas pengarnpunan pajak, sedangkan 

bagi Wajlb Pajak yang baru terdaftar, yang sesungguhnya se!ama ini telah 

memenuhi persyaratan subyekttf maupun obyektif untuk mendaftarkan dirl 

sebagai wajib pajak, narnun tidak mefaksakanakannya. mcnikmati fasilitas 

pengarnpunao pajak, 

4, Dalam mengimplementasikan Kebijakan Sunset Policy, Pemeriotah 

mengeluarkan Perpu No 5 Tahun 200& yang memperpanjang pelaksanaan 

jangka waktu Kebijakan Sunset Policy. Langkah pemerintah tersebut adalah 

tidak tepat karena mencederai aturnn hukum pembentukan perpu 

sebaga1mana diamanatkan dalam Pasal 22 UUD 1945 yang mensyaratkan 

adanya ihkwal kegentingan yang memaksa. Kondisi sistem pepajakan 
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diakhir Desembcr 2008 tidak dapat dikategorikan sebagai ikhwal 

kegentingan yang memaksa. Menumpuknya pendaftaran Wajib Pajak di 

bulan Desember adalah salah satunya adalah akibat keterlambatan 

sosialisasi Kebijakan Sunset Policy dari pihak Direktorat Jenderal Pajak 

yang baru efektif dijalankan pacta pertengahan tahun 2008 (seiring terbitnya 

aturan pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy), padahal UU KUP telah 

disahkan satu tahun sebelumnya (17 Juli 2007). Penyebab lain adalah 

adanya budaya masyarakat itu sendiri yang hendak melaksanakan kewajiban 

atau memanfaatkan fasilitas perpajakan di saat-saat terakhir, sebagaimana 

terlihat dalam amrian panjang yang selalu terjadi setiap bulan pada tanggal 

20 sebagai batas waktu terakhir pelaporan SPT Masa, maupun pada tanggal 

31 Maret sebagai batas akhir pelaporan SPT Tahunan. Lebih lanjut, dalam 

hal alasan perpanjangan kebijakan sunset policy adalah untuk menunjang 

perluasan basis data perpajakan juga tidak tepat karena kegiatan peningkatan 

jumlah Wajib Pajak sudah merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak 

selama ini yang dilakukan melalui upaya ekstensifikasi pajak untuk 

menjaring wajib pajak-wajib pajak baru. Oleh karenanya ihwal kegentingan 

yang memaksa di dalam sistem perpajakaan di akhir tahun 2008 tidak ada 

mengingat tidak ada unsur kegentingan terutama pada angka penerimaaan 

pajak, bahkan penenmaan pajak 2008 lebih tinggi dari target 

penerimaannya. Dengan demikian landasan hukumnya menjadi tidak tepat 

karcna Perpu yang dikeluarkan pemerintah tersebul tidak lerjuslifikasi 

berdasarkan UUD 1945. 

B. SARAN 

Selanjutnya dari apa yang peneliti kemukakan di atas, disampaikan beberapa 

usulan yang berkaitan dengan Pengampunan Pajak sebagai berikut : 

I. Sesuai dengan asas hukum mengenai hirarki peraturan perundang­

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang No l 0 

Tahun 2004 dan teori Hans Kelsen (striffen bouw theory) yang dianut oleh 
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hampir seluruh praktisi bukum di berbngai belahan dunia seharusnya 

ba.hwa setiap kebijakan pajak tem1asuk pengampunan pajak harus 

ditetapkan dengan undang-undang karena berdasarkan Pasnl 23A UUD 

1945 sebagai konstitusi NKRl, kebijakan pemungutan pajak harus 

ditetapkan dengan undang-undang. 

2. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah, rerdapal agenda RUU 

Pengampunan Pajak. Atas hal tersebut, kiranya pemerintah tidak perlu 

setengah hati (malu~ma!u) untuk menempuh program pengampunan pajak 

sebagai upaya menarik dana yang larl ke !uar negeri bagi kepentingan 

keuangan negara. Program Pengampunan Pajak tentunya memerlukan 

kehati-hatian dari pihak pemerintah dan DPR dengan terlebih dahulu 

melakukan sinkronlsasi peraturan pengampunan pajak dengan peraluran 

lainnya seperti undang~und.ang perpajakan, undang-undang perbankan, 

undang~undang tindak pidana korupsi, undang~undang pencucian uang 

serta peraturan perundang~undangon lain yang terkait. Pemerinrah juga 

perlu melakukan sosialisasi dini rnengenai rencana pengampunan pajak, 

yang didukung oleh perangkat administrasi perpajakan modern 

menggunakan sistem komputer, untuk mendukung penegakan hukum 

paska pengampunan pajak, Tanpa didukung tehnologi informasi yang 

modem, program pengampunan pajak tldak akan dapat menca:pai sasaran 

yang diharapkan yakni tereapainya tax ratio sebesar 20%, Hal lain adalah 

belojar dari pengalaman implemen!asi kebijakan Sunset Policy sebagai 

bentuk pengampunon pajak mini, Pemerintah juga perlu melakukan 

percepat.an atas pcrnbuatan peraturan pelaksanaan atas undang~undang 

pengampunan pajak sampai dengan tingkat surat cdaran dlrektur jenderal 

sebagai petunjuk pelaksanaan intern bagl petugas pajak agar tidak 

kehilangan wakttl umuk sosialisasi kepada masyarakat mengingat jangka 

waktu peberlakukan suatu program pengampunan pajak singkat. 

3, Pertanyaan selanjutnya dari Kebijakan Sunset Policy adalah langkah apa 

yang akan dilakukan pemeriniah sesudah berakhirnya perlode fusilitas 

tersebut mengingat melalui Kebijakan Sunset Poley, jumlah Wajib Pajak 

mengalami peningkatan menjadi 14 juta Wajib Pajak. Untuk mencapai 
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target penerimaan pajak harus dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak ini dapat ditingkatkan dengan dua 

cara, yaitu pemberian pelayanan prima (service excellent) dan penegakan 

hukum (law enforcement). Direktorat Jenderal Pajak hendaknya 

melakukan pengawasan lebih ketat bagi wajib pajak yang tidak 

memanFaalkan kebijakan sunset policy dibandingkan dengan wajib pajak 

yang melakukan kebijakan sunset policy. Pengawasan tersebut dapat 

dilakukan baik melalui pemeriksaan maupun penelitian adminislrasi 

misalnya analisa profile wajib pajak, melakukan perbandingan dalam 

rangka penentuan penghasilan kena pajak berdasarkan sektor usaha, 

wilayah dan sebagainya. 
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Bapak Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, SH. 
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yang berkairan dengan penulisa.n tesis tersebut diatas. 
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Kcpada Yth., 
BapakDrs. Riz:a Noor Karim, MBA., AK 

Kcpal« Kantor Wilayah DJP Wajih PajaJ' Bcsar 
JL Medan Merdeka Timm 16 
Jakarta Pusat 

Dcngan hormat, 

fkrkenaan dengan penyelcsaian J>emtll~nn lesis Jenga1 
"Kebijakan Pengampuan Pajak (Ana/isis Terluulap Pasal 3 
KUP jo. PerpuNo.S Tahun 2008) ... yang dilnkukan o!eh: 
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Kami mengharapkan baotuan Bapakltlm, kiranya yang bersangkt· 
dtberikan \zin untuk melakukan penelitian/wawancara/pencarian , 
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ALas bantuan serta kerjasama yang baik, kami smnpaikao tcrim:: 
kasih. 

' . ' 
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Saudara Nomor: 124/PT.02.H.10 FHJM/1/2009 tanggal19 Maret 2009 perihal Pengantar 
Penelitian/Wawancara/Pencarian data, atas : 

Nama/NPM 
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Magister Hukum 
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Pasal 37A UU KUP jo. Perpu No. 5 Tahun 
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Jakarta. : l Mei 2U09 

: Peuganlt;r Peneffrian!H'aww:cara!Pencanrm Daw.-

KeptJda Yth" 
Rnpak Eddy Mangkupnrwira 
Praktisi dan Pengumat Pcrpajakan 
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Jakarta. 

Ji~;rh:ennan dcngan penye!esaian pcnulisan tesis Ueng,an judul: 
"Kehijakan Peugampuan Pajak (Ana/isis Terimdap Pas(tf 37A UU 
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Nama 
NPM 
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Devi Sonya Adrince 
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Gcdung DPR-Rl 
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Den gao hormat, 

Berkeoaan dengan penyelesaian penuli"an lcsis dengan judul: 
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KUP jt>. Petpu No.5 Tahun 2008)". yang dilakukan oleh: 
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Alas bantuan serta kerjasama yang baik, kami sarnpaikan terima 
kasih. 
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Kepada Yth., 

Bapak Ronny Bako 
ki*J!8Uin PPR IE misi XI 
1\>fembidangi Soal Anggaran 
Gedung DPR-RI 
Jakarta. 

Dengan hormat, 

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan tesis dengan judul: 
. uKehijakatt Pengampuau Pajak (Ana/isis Terhadap Pasal 37A UU 
KUP jo. Perpu No.5 Talt11n 2008jl', yang dilakukan olch: 

Nama 
NPM 
Status 

: Devi Sonya Adrince 
: 0706175874 
: Mahasiswa Program Magister (S-2) PascasaJjw·. 

Fakullas Hukum Universitas Indonesia . 

. Kami mengharapkan bantuan Bapak/lbu, kiranya yang bersangkutan 
dibcrikan izin untuk rnelakukan peneiitian/wawancaralpencarian data 
yang berkaitan dengan penulisan tesis tersebut diatas. 

Atas bantuan serta kerjasama yang baik, kami sarnpaikan terima kasih. 
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Pedoman Wawancara 

A. Wawancara dengan pihak Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak 

I. Bagaimana pendapa[ Bapak atas filosofi pengampunan pajak mengingat dalam 

ranah hukum pidana, pengampunan dalam baru diterapkan apabila telah ada 

penetapan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan (putusan pengadilan), 

sedangkan dalam pengampunan pajak, belum ada penetapan yang dikeluarkan 

oleh DJP atas wajib pajak tersebut, namun Wajib Pajak sudah diberikan 

pengampunan ? 

2. Apakah Kebijakan Sunset Policy merupakan pengampunan pajak (T(L-.:: 

Amnesty)? 

3. Apa Jatar belakang pemilihan Kebijakan Sunset Policy dalam Pasal 37A 

Undang-undang No 28 Tahun 2007 (UU KUP) sebagai pemberian fasilitas 

pajak perpajakan bagi wajib pajak? 

4. Mengapa kebijakan dalam Pasal 37A disebut Sunset Policy mengingat dalam 

Pasal 37 A UU KUP tesebut tidak ada kata-kata Sunset Policy? 

5. Apakah Sunxet Policy memberikan aspek keadilan bagi Wajib Pajak 

mengingat pacta aspek keadilan terdapat pcrlakuan tidak sama bagi wajib 

pajak yang selama ini sudah patuh namun tidak mendapat fasilitas 

pengampunan pajak dan wajib pajak tidak patuh yang mendapat fasilitas 

tersebut. 

6. Bagaimana implementasi kebijakan Sunset Policy terkait dengan adanya 

kebijakan perpanjangan waktu pelaksanaannya melalui Perpu No 5 Tahun 

2008? 
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B. Wawancara dengan Pihak Legislatif daJam hal ini Anggota DPR 

Rl dan Tim RUU KUP dari Sekretariat DPR Rl 

J. Apa makna pengampunan pajak mengingat konsep pengampunan dalam 

ranah hukum pidana baru diterapkan apabila telah ada penetapan hukuman 

yang dijaluhkan oleh pengadilan (putusan pengadilan), sedangkan dalam 

pengampunan pajak, belum ada penetapanlkeputusan yang dikcluarkan olch 

DJP atas wajlb pajak tersebut, namun Wajib Pajak sudah dibcrikan 

pengampumm. 

2. Dalam Pasal 37A L'U No.2& Tahun 2007 (UU KUP). terdapat fasHitas 

penghapusan sankst administrasi yang lazimnya dtkenal Sunset Policy. 

Mengapa kebijakan dalam Pasal J.7A disebut Sunsel Policy mengingat 

dalam Pasal37 A UU KUP tesebut tidakada kata-kataSunsel Policy? 

3. Apakah Kebijakan Sunset Policy merupakan tax amnesty mengingat dari 

beberapa pendapat banyak yang mengklasifikaslkan Kebijakan Sunset 

Poltcy adalah Tax Amnesty mini? 

4. Apa latar belakang pemilihan Kcbijakan Sunset Policy dalam Pasal 37A 

Undang-undang No 28 Tahun 2007 sebagai salah satu bentuk fasilitas pajak 

bagi Wajib Pajak? 

5. Apakah Kebijakan Sunset Policy memberikan aspek keadilan bagi Wajib 

Pajak mengingat terdapat perlakuan tidak sama bagi wajib pajak yang telah 

patuh selama ini namun tidak mendapat fasilitas penghapusan sanksi 

administrasl sedangkan wajib pajak tidak patuh mendapat fasilitas tersebu£? 

C Wawancnra dengan Pihak Pengamat dan Praktisi Perpajakan 

I. Apa makna pengampunan pajak meogingat konsep pengampunan dalam 

ranah hukum pidana baru diterapkan apabtla telah ada penetapan hukuman 

yang dljatuhkan oleh pengadilan (putusan pengadilan), sedangkan dalam 

pengampunan pajak, belum ada penetapan!k:eputusan yang dikeluarkan oieh 

DJP alas wajib pajak tcrsebut, namun Wajib Pajak sudah dlberikan 

pengampunan. 
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2. Apakah Kebijakan Sunsl!l Policy merupakan Tax Amnesty mengingat 

dari bebcrapa pendapat banyak yang mengklasifikasikan sunset polic.y 

adalah Tax Amnesty minl? 

3. Apakah Kebijakan Sunset Policy memberikan aspek keadilan bagi Wajib 

Pajak mengingat terdapat pcrlakuan tidak sama bagi wajib pajak yang telab 

patuh selama ini namun tidak mendapat fasilitas penghapusan sanksi 

administrasi sedangkan wajib pajak tidak patuh mendapat fasilitas terse but? 

D. Wawancara dengan Pihak Akademisl 

I, Bagnimama fllosofi pengampunan pajak mengingal dalam hukum pidana 

konsep pengampunan dalam baru diterapkan apabila telah ada penetapan 

hukuman yang dijatuhkan oleh pengadiian {putusan pengadilan), sedangkan 

dalam pengampunan pajak, belum ada ketetapan yang dikeluarkan olcb DJP 

atas wajlb pajak tersebut, namun Wajih Pajak sudah dtberikan pengampunan. 

2. Dalam hukum adminlstrasi negara, terdapat penerbitan keputusan oleh 

administrasi negara (beschikking). Apakah pengertian beschikking tersebut 

dapat diartikan sebagai putusan pengadilan yang mempunya! kekuaran hukum 

tetap sebagaimana dikenal dalam hokum pidana? 

3. Dalam ranah hukum dikenal rnazhab Sunset Policy. Dalam hal apa mazhab 

rcrsebut bisa diterapkan? 

4. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penerapan kebijakan Sunsei Policy 

dalam Pasal 37 A UU No.28 Tahun 2007 {t:U KUP), Apakah kebijakan SunseJ 

Policy merupakan pengampunan pajak mengingat dari beberapa pendapat 

banyak yang mengklasifikasikan Kebijakan Sunset Policy adalah 7h;r 

Amnesty mini? 

5. Apakah Kebijal<an Sunset Policy memberikan aspek keadilan bagi Wajlb 

Pajak mengingat terdapat perlakuan tidak sama bagi wajib pajak yang telah 

patuh selama inl namun t[dak mendapat fasilitas penghapusan sanksi 

administrasi sedangkan wajib pajak tidak patuh mendapat fasilitas tersebut? 

6. Apnkab penerbltnn Perpu No 5 Tahun 2008 telah susuai dengan UU NolO 

Tahun 2004? 

Universitas Indonesia 

Analisis Pengampunan..., Devi Sonya Adrince, FH UI, 2009



Transkrip Hasil Wawancara 
ILampiran-3 ] 

A. Wawancara dengan Drs. Riza Noor Karim. Ak, ~rnA, Kcpala Kantor 

Wilayah DJP Wajib Pajak Besar tanggal 29 Juni 2009 

L Bagaimana pendapat Bapak atas filosofi pengampunan pajak mengingat 

dalam ranah hukum pidana, pengampunan dalam baru diterapkan apabila 

telah ada penetapan hukuman yang dijatuhkan oleh peogadilan (purusan 

pengadilan), sedangkan dalam pengampunan pajak, bclum ada penetapan 

yang dikcluarkan oleh DJP atas wajib pajak tersebut, namun Wajib Pajak 

sudah diberikan pengampunan ? 

Putusan Pengadilan itu digantikan oleh undang-undang yang 
mengatur pengampunan. Jadi dalam lain kontcks. Wajib Pajak 
mempunyai kesalahan dan kesafahan itu sudah diputuskan oleh 
undang-undang bahwa ada pajak yang tidak dibayar. Jadi Putusan 
Pengadilan adalah undang~undang itu sendiri sebingga 
pengampunan pajak tidak dapat diatur dalam undang~undang 

pajak, Harus ada undang-undang tersendiri tentang pengampunan 
pajak karena akan bertabrakan mengingat undang-undang pajak 
mengatakan jika ada penghasilan harus dibayar, sedangkan dengan 
pengampunan, pajak [idak dibayar, yang ada uang tebusan. 

2. Apakah Kebijakan Sunset Policy merupakan pengampunan pajak (Tax 

Amnesty)? 

Kebijakan Sunset Policy bukan pengampunan pajak. Kalau 
peogampunan pajak itu memang mengampuni pajak yang 
sebarusnya dibayar oleh Wajib Pajak (sanksi administrasi bukan 
pajak) dengan mensyaratkan Wajib Pajak membayar uang tebusan 
sebesar persentasi, biasanya dari jumlah harta yang dimiliki (untuk 
memudahkan harta pada suatu titik tanggal), bisa juga persentasi 
dari jumlah pajak yang tidak dibayar. Pengampunan Jtu harus 
dengao undang~undang tersendiri karena pengampuna.n pajak pada 
dasamya rnelawan undang-undang pajak penghasilan, dimana 
dalam Undang-undang pajak penghasilan disebutkan bahwa kalau 
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ada penghasilan, maka harus bayar pajak, jika tidak tidak 
dibayar, maka akan terkena sanksL Pemberian pengampunan pajak 
tidak dapat melalui SK Menteri Keuangan atau PP. Apa kuasa 
peraturan pemeriniah? Kan ada undang-undang pajak penghasilan. 

Sedangkan kebijakan S1mset Policy adalah bukan pengampunan 
pajak karena tidak ada satu sen pun pajak yang diampuni. Yang 
diatur oJeh UU KUP adalah bahwajika terlambat membayar pajak 
maka akan terkena sanksi administrasi (Pasa! 8 ayat 2). Namun 
dldalam UU yang sama yaitu dalam Pasal 37A disebutkan tidak 
per!u bayar sanksinya. Terasa perbedaannya. dimana pajaknya 
dlbayar tetapi sanksinya t1dak perlu dibayar. Jadi kebijakan Sunset 
Poifcy adalah fasilitas pengurangan sanksi administrasi. 

3. Apa !atar belakang pemilihan Kebijakan Sunse£ Policy dalam Pasal 37A 

Undang-undang No 28 Tahun 2007 (UU KUP) sebagai pentber!an fasilitas 

pajak perpajakan bagi Wajib Pajak? 

Kenapa perlu kebijakan Sunset policy? Kita perlu Sunset Policy 
karena seirarna dengan reformasi birokrosi (ferdlri dari reformasi 
administrasi, struktur organlsasi scrta peraturan dan kebijakan 
perpajakan) khususnya reformasi peraturan dan kebijakan 
perpajakan. Dengan dian1andemen dengan tiga undang-undang, 
diharapkan dengan UU baro, kenda.la selama ini (grey area, 
kepastan hukum) dalam pelaksanaan undang-undang dapat 
terselesaikan. lni dari sisi peraturan dan kebijakan perpajakan 
memasuki era yang baru. Bagaimana dengan pe1akunya 
maksudnya wajib pajak? Wajlb Pajak juga diberi kesempatan 
mulai dari nol dan :siap menerima pelaksanaan amandcmcn secara 
bersama~sama. Jadi masa lalu wajib pajak ditutup karena masa la\u 
sama-sama salah baik wajib pajak maupun aturan perpajakan. 
Sama~sama terbuka untuk memulai era baru dari titik nol, tltik 
start yang sama. Supaya bisa sampai pada titik yang sama maka 
diberikanlah Sunset Policy. 

4. Mengapa kebijakan dalam Pasal 37A disebut Sunset Policy mengingat 

dalam Pasal37 A UU KlJP tesebut tidak ada kara-kata Sunset Policy? 

Apa itu sunset pollcy? Pada hal dalam pasal itu tidak ada. Para ahfl 
hukum mengatakan bahwa ada maz.hab dalam hukum mengenai 
kebijakan sunset yang artinya menutup masa Ialu. ibaratnya sun~et 
kan rnatahari mau terbenam sehingga besok pagi bangun sudah 
dengan era yang baru, Berdasarkan mazhab hukum inl DJP 
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kemudian mencari nama kebijakan ini yang tidak terlalu 
keluar dari mazhab yang dikenal dalam hukum. Mazhab dalam 
hukum untuk menutup kesalahan masa lalu dikenal dengan sunset 
policy. 

Kenapa kok keinggrisan? Ini kan sesuatu hal yang harus dikenal 
masyarakat. Misalnya Sekarang, hari inl maksudnya, bagi 
masyarakat sunset itu sudah sama dengan NPWP, Jika ditanyakan 
kepada masyarakat sudah punya NPWP a tau belum, tidak perJ u 
dijelaskan apa itu NPWP. Sunset itu sekarang sudah seperti itu. 
Kemarin ikut sunset nggak? Tidak lagi akan ditanya sunset itu apa 
sih? Cntuk memikirkan seperti itu dicari istilah yang rnudah 
diingat tapi mengena baik secara hukum, maksudnya orang hukum 
juga paham, 

Kenapa tidak menggunakan bahasa Indonesia? Jika diteijemahkan 
secara harafiah bahwa policy adalah kebijakan, s.edangkan sunset 
ada!ah matahari terbenam, masa akan menjadi kebijakan matahari 
terbcnam? Memang kata~kata sunset policy tidak ada di undang~ 
undang justru kala.u ada maka akan salah, Kata-kata Sunset itu 
diperlukan untuk memperkenaikan kebijakan 1>asa137A UU KUP. 

Istilah sunset policy bam dipergunakan pemerintah dalam Surat 
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-33/PJJ2008 tangga! 27 
Juni 2008, yang menyebutkan bahv.a fasilitas pcnghapusan sanksi 
administrasi sebagai pelaksanaan Pasal 37A Undang~Undang 
Ketentuan Ulnum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya 
disebut dcngan fasiliras :iunset policy. 

Penggunaan islilah sunset policy dalam surat edaran ini tidak 
menyalahi ketentuan penggunaan bahasa sebagaimana diatur 
dalam Undang~undang No I 0 Tahun 2004 karena surat edaran 
adalah aturan pelaksaana intern yang ditujukan bagi petugas pajak 
dalam melaksanakan tugasnya, dan juga sural edaran bukan 
lermasuk aturan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang 
No I 0 Tahun 2004. 

5. Apakah Sunset Policy memberikan aspck keadilan bagi Wajib Pajak 

mengingat pada aspek keadilan terdapat perlakuan tidak sama bagi wajib 

pajak yang selama ini sudah patuh namun tidak mendapal fasHitas 

pengampunan pajak dan wajib pajak tidak patuh yang mendapat fasilitas 

terse but 
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Pacta saat awal (amanat presiden) Pasal 37A tidak pakai 
ayat. Bunyinya persis ayat (I) sekarang. Waktu pembahasan di 
DPR, anggota DPR bertanya bagaimana dengan orang yang tidak 
punya NPWP mau menyampaikan SPT, mau diapain itu? Makanya 
muncul ayat (2) di DPR. 
Di ayat (1), Wajib Pajak yang telah terdafrar menyampaikan SPT 
pemberulan, sanksinya dapat dikurangkan atau dihapuskan, dan 
diatur lebih lanjut dengan PMK. Di ayat (2), Wajib Pajak Orang 
Pribadi yang menyampaikan SPT, sanksinya dihapuskan dan tidak 
diatur dalam PMK. 
Hal ini menyalahi legal drafting, seharusnya kedua-duanya diatur 
dalam PMK yang diatur dalam ayat (3). 
Hal ini tidak adil, orang yang taat menyampaikan SPT pembetulan, 
sanksinya bisa dikurangkan (bisa menjadi lebih kecil) atau 
dihapuskan, sedangkan bagi orang yang tidak taat baru 
mendaftarkan diri dan menyampaikan SPT, sanksinya dihapuskan. 
Hal ini kemudian diantisipasi dalam Pasal 33 ayat (I) Peraturan 
Pemerintah No 80 Tahun 2008 yang mengatur Wajib Pajak yang 
menyampaikan SPT pembetulan diberikan penghapusan sanksi 
administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan 
kekurangan pembayaran pajak. 

6. Bagaimana implementasi kebijakan Sunset Policy terkait dengan adanya 

kebijakan perpanjangan waktu pelaksanaannya melalui Perpu No 5 Tahun 

2008? 

Kebijakan Sunset Policy mulai berlaku 1 Januari 2008. Mengapa 
aturannya terbit pacta saat Kebijakan Sunset Policy sudah berjalan. 
lni memang tidak mudah bagi DJP membuat aturan kebijakan 
Sunset Policy karena ini merupakan Sunset merupakan hal baru 
dalam tatanan perundang-undangan perpajakan. Kita belum pernah 
mempunyai pengalaman kebijakan Sunset Policy. Pengampunan 
pajak sudah pernah dua kali. Untuk mengatur hal yang belum 
pernah dan sensitif karena hendak menutup masa lalu itu tidak 
mudah. Contohnya ada PMK yang diteken tgl 31 Desember 2007 
atau sebelumnya, langsung dicabut begitu ditandatangani, (PMK 
18 diganti PMK 66). Hal ini dilakukan karena DJP ingin cepat­
cepat membuat aturan kebijakan Sunset Policy namun ternyata 
tidak pas. DJP membutuhkan kehatian-hatian dengan waktu yang 
lebih lama untuk membuat aturan pelaksanaan sunset policy. 
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B. Wawancara dengan Drs. Kismantoro Petrus, M.B.A., Kepala 

Pusat Pengolahan Data dan Dokumcn Perpajakan DJP, tanggal 18 Mei 

2009 

1. Apa Jatar belakang pemilihan Kebijakan Sunset Policy dalam Pasal 37A 

C'ndang-undang No 28 Tahun 2007 (UU KUP) sebagai pemberian fasilitas 

pajak perpajakan bagi Wajib Pajak? 

Sampai dengan tahun 2007, Direktorat Jenderal Pajak belum 
mampu menguji kebenaran SPT yang disampaikan Wajib Pajak. 
Karena self assessment sysfem diterapkan dalarn kerentuan UU 
Perpajakan mula! tahun 1983) peralatan yang mendukung proses 
m1 belum iengkap. Pengujian SPT dilakukan dengan 
membandingkan SPT WP dengan SPT orang lain. Setiap kall ada 
WP yang data untuk membuat suatu formulir ataupun isian-isian 
lain, maka hal itupun akan dijadikan sebagal sumber data oleh 
petugas pajak. 

Mulai tahun 2008 ini, DJP sudah memiliki perangkat yang lebih 
jelas dan lengkap dalam rangka mengujl kebenaran SPT. 
Berdasarkan Pasa! 35A UU Kt;P, DJP berwenang mengbimpun 
data!informasi untuk kepentingan penerimaan Negara. 
lnstansi/lembagalasosiasi/pihak lain bahwa swasta maupun 
pemerintah, Wajib Pajak menyampaikan data perpajakan ke DJP. 
Kemudian, bila data DJP kurang mencukupt. DIP dapat secara 
aktif mencari data tanpa adanya batasan harus sedang dilakukan 
pemeriksaan. 

Ketentuan ini memungkinkan DJP mengetahui ketidakbenaran 
pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dllaksanakan oleh 
Wajib Pajak untuk rahun-tahun sebelumnya, sehingga Wajib Pajak 
dapat dikenal sanksi perpajakan. 

Untuk menghlndarknn pengenaan sanksi atas kcwnjiban 
perpajakan masa lnlu dan untuk memulai keterbukaan pelaksanaan 
kewajiban perpajakan di masa mendatang, DJP memberikan 
kcscmpatan kepada Wajib Pajak untuk membetulkan data yang 
tidak benar dl SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan 
scbclumnya melalui kebijakan Sunser Policy. 
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C. Wawancara dcngan Dr. Ir Drajat Hari Wibowo, M.Ec., 

Anggota DPR, Komisi XI Periode 2004-2009, tanggal 6 Mei 2009 

1. Apa makna pengampunan pajak mengingat konsep pengampunan dalam 

ranah hukum pidana baru diterapkan apabila telah ada penetapan hukuman 

yang dijatuhkan oleh pengadilan (putusan pengadilan), sedangkan dalam 

pengampunan pajak, belum ada penetapan/keputusan yang dikeluarkan 

oleh DJP atas wajib pajak tersebut, namun Wajib Pajak sudah diberikan 

pengampunan. 

Makna dari pengampunan pajak itu adalah bahwa kesalahan­
kesalahan pajak dimasa lalu tidak diproses lagi dan ke depannya 
Wajib Pajak membawa semua penghasilan tidak lagi melanggar 
seluruh peraturan perpajakan. Jadi wajib pajak tidak dikejar lagi 
kesalahan-kesalahan pajak dimasa lalu.(Wajb Pajak dimaafkan) 
Apakah harus diputus bersalah dahulu baru diampuni? Jika 
konsepnya demikian, maka pengampunan pajak tidak jalan. 
Karena pertama, ketika orang diputus bersalah oleh pengadilan, 
/iabiliTies-nya menjadi tinggi sekali dan kedua, jika diputus 
dipengadilan bisa saja ada unsur pidananya. Dengan demikian 
orang pasti tidak akan ambil pengampunan itu. Jadi esensi dari 
pengampunan itu adalah seluruh kesalahan baik perdata maupun 
pidana dihapuskan dan tidak diproses di pengadilan. Harusnya 
demikian. 

2. Dalam Pasal 37A UU No.28 Tahun 2007 (UU KUP), terdapat fasilitas 

penghapusan sanksi administrasi yang lazimnya dikenal sunset policy. 

Mengapa kebijakan dalam Pasal 37A disebut Sunset Policy mengingal 

dalam Pasal37 A UU KUP tesebut tidak ada kata-kata Sunset Policy? 

Istilah sunset policy merupakan usulan dari pihak pemerintah 
dalam hal ini Departemen Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak). 
Kata-kata sunset policy tidak ada dalam Pasal 37A UU KUP. 
Memang pemerintah hanya menyarikan dari apa yang ada dalam 
Pasal 3 7 A itu. 
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3. Apakah Sunset Policy merupakan tax amnesty menging.at 

dari bebera:pa pendapat banyak yang mengklasifikasikan sunset policy 

adalah tax. amnesly mini? 

Pendapat kebijakan Sunset Policy adalah rw: amnesty mini adalah 
sama sekali tidak. Munculnya pendapat bahwa kebijakan Sunset 
Policy adalah Tax Amnesty mini karena denda dan bunga yang 
dihapuskan I tidak dikenakan tapi kewajiban pajaknya tetap harus 
dibayarkan, Ini Iah yang rnembuat muncul pandangan mini. 
Persoalannya adalah berapa besar kewajiban yang harus 
dibayarkan. Jika sesorang sudah berusaha selama 5 tahun, apakah 
nanti akan dhelusuri lagi kebe!akang? Kan dalam kebijakan Sunset 
Policy tidak ada jamimm. sementara kalau pengampunan pajak 
tidak akan ditelusuri ke belakang. Dengan membayar biaya 
pengampunan selesai, setelah itu kedepan jangan lagL 

4. Apa latar belakang pemilihan Kebijakan SunseT Policy dalam Pasal 37A 

Undang-undang No 28 Tahun 2007 sebagal salah saru bentuk fasililas 

pajak bagi Wajib Pajak? 

Indonesia banyak dirugikan oleh keberadaan Singapura karena 
banyak penghasilan Indonesia dipindahkan dan dilahan di 
Singapura yang berkisar sekitar I 00 milyar dolar. Praktis mereka 
tidak bayar pajak di Indonesia yaitu dengan larif pajak 30 % atau 
sckitar 30 mllyar, belum PPN~nya. Jadi kita sangat dirugikan 
dengan dllarikannya uang ke Singapura, metodenya ada beberapa. 
salah satunya bisa melalul kejahatan perbankan dan tran.sfor 
pricing yaitu perusahaan eksportir rnenjual barang ke Singapura 
yang merupakan perusahaan sendiri dengan harga sangat murah. 
Otomatis keuntungan yang dica.tat d[ Indonesia sangat kedt Misal 
harga pasar fOO, dijua! dari Indonesia ke Singapura 20, Sehingga 
yang 80 ada di Singapura. 

Uang-uang ini tidak bisa ditarik ke Indonesia karena orang tidak 
yak in tidak akan diuber-uber. Tapi jika ada fax amnety apalagi tax 
rate bisa diturunkan, uang-uang ini akan kembali ke Indonesia, 
Berdasarkan pengalaman di Rusia, menurunkan tarif pajak pada 
level lertentu dan Tax amnesfy bisa mcningkatkan penerimaan 
negara. Jtu pengalaman cmplris. 
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Tax amnesty belum dapat diberikan mengingat perlu 
dibentuk undang-unda.ng terseodirj_ Untuk mengadopsi keinginan 
Kadin yang mengharapkan agar pemerintah bisa memberlkan 
amnestl terhadap tunggakan pembayaran pajak dimasa la!u. 
sebagai salah satu cara menarik investasi, maka dalam amandemen 
undang-undang pajak saat ini diaplikasikan hat tersebut dalam 
Pasai37A. 

5. Apakah Sunset Policy memberikan aspek keadilan bagi Wajib Pajak 

mengingat terdapat perlakuan tidak sama bagi wajib pajak yang telah 

patuh selama inl namun tidak mendapat fasilitas penghapusan sanksi 

administrasi sedangkan wajib pajak tidak patuh mendapat fasilitas 

tersebut? 

Sunset Policy ini diskiriminatif, tidak adil bagi Wajib Pajak yang 
selama ini telah patuh melakukan ke\\rajiban perpajakan, tapi 
ketidakadilan ini ada.!ah ket!dakadilan yang bisa ditolerir dengan 
tujuan untuk membawa lebih banyak orang ke suaru sistem pajak. 
Seperti saya terha.dap anak kada.ng kan nggak adil lapi tujuannya 
untuk edukasL 

6, Bagaimana implememasi Kebijakan Sunset Po/ie,y terkait dengan adanya 

kebljakan perpanjangan waktu pelaksanaannya melalui Perpu No 5 Tahun 

2008? 

Dulu sewaktu penyelesaian perubahan UU PPh di tahun 2008, saya 
pernah menyampaika:n sebaiknya kebijakan Sunset Policy 
diberlakukan 1,5 tahun sampai 2 tahun. Mcnurut saya, Wajib Pajak 
membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan laporan­
laporan perpajakannya. Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk 
mcyakini apabila masyarakal melaporkan pajak, maka lidak akan 
menambah masalah dengan orang pajak nantinya. Karena 
menyadari bahwa orang pajak tidak semuanya malaikat Selain itu, 
butuh waktu yang cukup juga unluk merapikan administrasi pajak. 
Kalau hanya beberapa bulan, saya rasa tidak akan cukup. Oleh 
karena ltu saya mengusulkan pernberlakukan kebijakan sunset 
p<JJicy setidaknya 1,5 tahun sampai 2 tahun, Itu kalau bcrblcara 
dari stsi substansinya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah 
bagaimana landasan hukumnya. Seharusnya pemerintah sudah 
mempersiapkan alau merencanakan langkah-langkah pembcrian 
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fasilitas sunset policy. Namun sekarang agak su!it kalau 
ingin mencari cantolan hukum sunset policy karena UU KUP 
sudah disahkan dan diberlakukan pada tahun 2008 lalu. 

Menurut saya, tidak tepat rnenerbitkan perpu sebagai dasar 
hukurnnya karena dasar hukurn perpu bukan undang-undang lagi, 
tetapi Pasal22 ayat {I) UUD 1945 atau lebih tinggi dari undang­
undang. Pasal 22 ayat {I) mensyaratkan, dalam hal ihwal 
kegemingan yang memaksu, Presiden berhak menetapkan Perpu. 
Menurut saya, sekarang ini tidak ada kegentingan yang mcmaksa 
di dalam pcrpajakan. Tidak ada unsur kegentingan dari 
pencrimaaan pajak malah penerimaan pajak lebih tinggl dari target. 
Sehingga tidak ada kekhawatiran untuk pencrlmaan pajak tahun 
2009. Kalaupun talmn 2009, penerirnaan pajak menjadi turun 
karena krists. Solusinya bukan melalu[ perpu tetapi melalui APBN 
Perubahan (APBN-P), Jadi UU APBN Tahun 2009 yang 
diamandemen. 

Setiap tahun memang ada perubahan anggaran di mana perubahan 
tersebut biasanya dilakukan dipertengahan rahun. Selain melalui 
perubahan APBN, solusi lain yaitu dcngan mengamandemen Pasal 
37A UU KUP. Dengan demikian Jandasan hukumnya menjadi 
tepat karena Perpu yang dikeluarkan pemerintah lersebut tidak 
terjustifikasi bcrdasarkan UUD 1945. 

D. Wawancara dcngan Dr. Ronny Sautma Hotma Bako~ S.H., M.H., 

Anggota Tim RUU KUP, Sekretariat DPR RI, tanggal 5 Mei 2009 

I. Apa makna pengampunan pajak mengingat konsep pengampunan dalam 

ranah lmkum pidana baru diterapkan apabila telah ada penetapan hukurnan 

yang dijatuhkan oleh pengadilan (putusan pengadilan), sedangkan dalam 

pengampunan pajak, belum ada penetapanlkeputusan yang dikeluarkan 

oleh DJP atas wajib pajak terscbut, narnun \Vajib Pajak sudah diberikan 

pengampunan. 

Pengampunan Pajak tidak ada bubungannya dengan Pasal 14 UUD 
1945. Pasai 14 adalah Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi 
dan rehabilitasl kaiau sudah ada proses hukumnya bersalah yang 
terkait dengan kriminalisasinya, sedangkan pengampunan pajak 
terkait dcngan hukum administrasi perpajakan sehingga keduanya 
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merupakan hal yang berbeda. Memang timbul salah 
kaprah dalam penggunaan istilah, dimana pengampunan pajak 
diterjemahkan dari istilah tax amnesty. Amnesti diartikan 
pengampunan kemudian dikaitkan dengan Pasal 14. Seharusnya 
tidak demikian. Jiwa tax amnesty adalah sudah mengakui punya 
pajak tapi tidak membayarkan semuanya, ada fasilitas yaitu 
pengampunan. Sehingga merupakan dua hal yang berbeda. 

E. Wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, S.H., Kctua Yayasan 

Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia, tanggal 14 Mci 2009 

1. Apa makna pengampunan pajak mengingat konsep pengampunan dalam 

ranah hukum pidana baru diterapkan apabila telah ada penetapan hukuman 

yang dijatuhkan oleh pengadilan (putusan pengadilan), sedangkan dalam 

pengampunan pajak, belum ada penetapan/keputusan yang dikeluarkan 

oleh DJP alas wajib pajak tersebut, namun Wajib Pajak sudah diberikan 

pengampunan. 

Dalam hukum pidana memang dikenal adanya pengampunan yang 
merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana diamanatkan 
Pasal 14 UUD 1945. Hak pengampunan ini adalah penyimpangan 
terhadap hukum karena seharusnya seorang terpidana menjalankan 
hukumannya, namun dengan diberikannya pengampunan, 
hukuman tidak dijalankan. Hal yang sama diterapkan dalam 
hukum pajak, dimana pengampunan pajak diberikan kepada 
mereka yang selama mt tidak melaksanakan kewajiban 
perpajakannya dengan benar sehingga bebas dari sanksi baik 
pidana maupun administrasi. 

2. Apakah Kebijakan Sunset Policy merupakan tax amnesty? 

Ketentuan pasal 37A bukan pengampunan pajak tetapi merupakan 
pengampunan sanksi administrasi. Sebenarnya dalam UU KUP, 
DJP telah mempunyat terminologi tersendiri mengenai 
penghapusan sanksi administrasi yang telah diatur dalam Pasal 36 
ayat (I) UU KUP bahwa DJP dapat mengurangkan/menghapuskan 
sanksi administrasi baik atas pennohonan maupun secara jabatan 
dalam hal terjadi kekhilaFan atau kasalahan. Memang 
terminologinya bukan pengampunan. 
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3. Apakah Sunset Policy memberikan aspek keadilan bagi Wajib Pajak 

mengingat terdapat perlakuan tidak sama bagi wajib pajak yang telah 

patuh selama ini namun tidak mendapat fasilitas penghapusan sanksi 

administrasi sedangkan wajib pajak tidak patuh mendapat fasilitas 

terse but? 

Jelas tidak adil. Jadi mesrinya kebijakan Sanksi Policy ini diikuti 
dengan penerapan ketentuan Pasal 36 ayat ( 1) UU KUP dengan 
baik sehingga bagi Wajib pajak yang telah patuh dapat 
memanfaatkan ketentuan tersebut karena selama ini permohonan 
pengurangan yang diajukan tidak mendapatkan keputusan yang 
bijaksana dari otoritas perpajakan. 

F. Wawancara dengan Guru Besar Hokum Keuangan Negara Universitas 

Indonesia, Prof. Dr. Arifin Socria Atmadja, S.H., tanggal 9 Juni 2009 

1. Bagaimana filosofi pengampunan pajak mengingat dalam hukum pidana 

konsep pengampunan dalam baru diterapkan apabila telah ada penetapan 

hukuman yang dijatuhkan oleh pengadi[an (putusan pengadilan), 

sedangkan da.lam pengampunan pajak, belum ada ketetapan yang 

dikeluarkan oleh DJP atas wajib pajak tersebut, namun Wajib Pajak sudah 

diberikan pengampunan? 

Pengampunan pajak yang diberikan kepada semua masyarakat 
merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah sehingga tidak 
diperlukan adanya syarat penetapan terlebih dahulu atas kesalahan 
Wajib Pajak dan atas penetapan tersebut, Wajib Pajak baru dapat 
memanfaatkan kebijakan pengampunan sebagaimana berlaku 
dalam konsep hukum pidana. Ranah kebijakan dalam administrasi 
negara ini tentunya berbeda ranah hukum pidana. Contohnya, 
kebijakan pemerintah memberikan pembebasan bea masuk 
ataupun tax holiday, tentunya tidak perlu ada penetapan hukuman 
atas kesalahan dahulu, kemudian Wajib Pajak baru dapat 
memanfaatkan fasilitas tersebut. 
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Dalam ranah kebijakan, pihak pemerintah selaku administrasi 
negara tentunya mempunyai alasan dalam menerapkan 
pengampunan pajak yaitu diantaranya : pertama, adanya hal yang 
mendesak, kedua, adanya upaya peningkatan penerimaan pajak 
dan ketiga kebutuhan tentang hal lainnya. Kebijakan ini digunakan 
oleh negara selain dalam rangka meningkatkan kualitas juga 
kuantitas Wajib Pajak. 

2. Dalam hukum administrasi negara, terdapat penerbitan keputusan oleh 

administrasi negara (beschikking). Apakah pengertian beschikking tersebut 

dapat diartikan sebagai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap sebagaimana dikenal dalam hukum pi dana? 

Ya. beschikking dapal diartikan demikian dalam ranah hukum 

administrasi Negara karena merupakan keputusan tertulis dari 

administrasi Negara yang mempunyai akibat hukum untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dan mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 

3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penerapan kebijakan Sunset Policy 

dalam Pasal 37A UU No.28 Tahun 2007 (UV KUP), Apakah kebijakan 

SunseT Policy merupakan pengampunan pajak mengingat dari beberapa 

pendapat banyak yang mengklasifikasikan Sunset Policy adalah Tat 

Amnesty mini? 

Kebijakan Sunset Policy dalam Pasal 37A Undang-undang No 28 
Tahun 2007 yang menghapuskan bunga keterlambatan 
pembayaran pajak adalah hampir sama dengan pengampunan pajak 
karena kebijakan Sunset Policy memberikan fasilitas 
pengurangan/penghapusan sanksi administrasi. 

4. Apakah Kebijakan Sunset Policy memberikan aspek keadilan bagi Wajib 

Pajak mengingat terdapat perlakuan tidak sama bagi waj ib pajak yang 

telah patuh selama ini namun tidak mendapat fasilitas penghapusan sanksi 
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administrasi sedangkan wajib 

terse but? 

pajak tidak patuh mendapat fasilitas 

Dalam mencermati aspek keadllan ini perlu kita Jihat dahulu apa 
alasan pemberian kebijakan Sunset Poficy. Dalam bal ini, sualu 
kebijakan diambil dengan pertimbangan : pertamu, kebijakun ini 
merupakao hal yang mendesak; kedua, untuk meningkatkan 
penerimaan dan ketiga, kcbutuhan tentang hal lain. Kebijakan ini 
diajukan oleh Negara dalam rangka meningkatkan kualitas dan 
kuanritas wajib Pajak. Kebijakan Sunset Policy tidak adil, namun 
ketidakadilan Jni dapat diabaikan karena kita harus melihat kepada 
suatu hal yang lebih bcsar. Sesuai dengan Pasai 1365 KUHPer 
bahwa tiap perbuaron melanggar hukum yang menimbulkan 
kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah 
untuk mengganti keruglan (onrcchtmaiige daad}, Dengan 
dernikian seharusnya terhadap orang melakukan kesalahan wajib 
rnemikul sanksinya. Namun dalam hal mt keadilan 
dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu 
kernas!ahatan banyak orang. Perlu dipahami juga bahwa adil bagi 
yang satu belum tentu adi [ bagi yang lain. 

5. Bagaimana pendapat Bapak atas implementasi Kebijakan Sunset Policy 

terkait dengan penerbitan Perpu No 5 Tahun 2008, apakab relab susuai 

dengan Undang~undang No I 0 Tahun 2004 ? 

Terkait dcngan Perpu No 5 Tahun 2008, pemerintah dalarn hal 
membuat suatu kebijakan tentunya perlu memperhatikan terlebih 
dahulu hal-hal sebagai berikut : apa tujuannya, apakah sudah 
tercapai? Jika belum tercapai, apakah perlu pengulangan kembali'? 
Pengulangan kembaii diiakukan apabila syarat tidak tercapai? 
Apakah memperbesar jumlah yang belu.m tercapai? 

Sehubungan dengan Perpu baru dapat diambil deng:an 
pertimbangan, pertarna, keadaan darurat; kedua, keberpihakan 
kepada masyarakat umum dan ketiga tidak bisa berulang-ulang, 
Menurut saya, hal ini sebenarnya tidak periu diiakukan sebagai 
suatu yang permanen dengan membentuk undang~undang. Dalam 
kaitan dengan upaya peningkatan penerimaan dan kepatuhan wajib 
pajak, biarkan reformasi birokrasi berjalan dan akan teriihat 
hasilnya. Atas hasil ini baru diputuskan mengambil tindakan 
selanjutnya. 
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ILampiran-4 

PERATURAN PENGAMPUNAN PAJAK 
(Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 Tanggal 9 September 1964 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

bahwa untuk kepentingan Revolusi Nasional Indonesia dan Pcmbangunan Nasional 
Semesta Berencana pada umumnya serta untuk memperlancar pelaksanaan Deklamsi 
Ekonomi tanggal 28 Maret 1963 dan pcngcrahan scgala dana, daya dan tcnaga pada 
khususnya, pcrlu diberikan pengampunan pajak terhadap modal yang berada dalam 
masyarakat yang bel urn pcrnah dikcnakan pajak; 

Mengingat: 

1. PasallV Aruran Peralihan Undang-undang Dasar; 
2. Keretapan-kerempan Majelis Permusyawararan Rakyar No. I dan No. 

11/MPRS/1960; 
3. Insrruksi-instruksi Presiden Republik Indonesia 2/Ko.T.O.E. dan No. Insrr. 6/Ko. 

T.O.E. rabun 1962; 

MEMUTUSKAN , 

Mcncmpkan: 
PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PERATURAN PENGAMPUNAN PAJAK. 

Pasall 

(1) ~'foclal yang bcrada pacla masyamkat yang bcluni. pcrnah dikcnakan pajak pcrscroan, 
pajak ptndapatan dan pajak kckayaan, yang didaftarkan pada Direktorat Pajak 
scbclum tanggal17 Agusrus 1965, tidak dijadikan alasan bagi Instansi-insmnsi 
Ptmtrintah yang bcrtugas di bidang fiskal atau pidana unruk mcngadakan scsuatu 
penanyaan, penyelidikan dan pemeriksaan tentang asal usulnya. 

(2) Modal terse but pada pcndafmran dikcnakan pungutan satu kali scbesar 10 (scpuluh) 
pcrscn sebagai tebusan dad pada jumlah pajak-pajak yang menurur peraturan­
pcraturan fiskal scbcnarnya tcrhutang kcpada Neg<~ra. 

(3) Dalam hal modal tcrmaksud pada ayat (1) pasal ini pada saar pendaftaran relah dan 
sedang ditanam dalam bidang usaha-usaha : 
a. pcnanian, pcrikanan, pctcrnakan; 
b. penambangan; 
c. pcrindustrian; 
d. pengangkutan; 
yang dir:unjuk nleh Mcntcri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, maka 
dengan menyimpang dari pad a ktttnruan dalam ayat (2) pasal ini, Mcnteri Urusan 
Pendaparan, Pembiayaan dan Pcngawasan berwcnang menetapkan pungutan tebusan 
aras modal itu sebesar 5 (lima) persen. 
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(4) Jika pada akhir jangka waktu rcncana pcnanaman tcrnyata, bahwa modal termaksud 
pada ayat (3) pasal ini cidak sepenuhnya digunakan, maka atas bagian modal yang 
tidak ditanam itu masih dipungut uang tebusan tambahan scbesar 5 0ima) persen. 

Pasal2 

Barangsiapa memiliki, menikmari, menguasai, mempergunakan berkesempamn 
mcnikmati, menguasai, mempergunakan modal rersebut pada pasall ayat (1), berkewajiban 
memberitahukan/mendafrarkan modal terse but dan sekaligus menyetorkan jumlah uang 
Lcbusan seperti diterapkan dalam pasal 1 ayar (2) di Kas Negara paling lam bat sebelum 
mnggal 17 Agustus 1965. 

Pasa13 

(1) Jika tcrnyata, karcna kctidak-bcnaran atau kctidak-lcngkapan dari kcwajiban 
tcrmaksud pada pasal 2 telah disetorkan jumlah uang tcbusan yang lebih rcndah dari 
pada yang scbcnarnya tcrhutang, maka dilakukan tambahan sebcsar jumlah yang 
karenanya kurang disetor, ditambah 400°/., selama sejak tanggal 17 Agustus 1965 
belum lewat 2 (dua) mhun. 

(2) Tagihan tambahan terse but dilakukan dengan surat ketetapan yang harus dibayar 
lunas dalam jangka wakm sam bulan sesudah tanggal pemberian surat keretapan. 

(3) Kepala Direktorat Pajak berdasarkan kekhilafan a tau kelalain yang dapat dimaafkan, 
berhak memberikan pembebasan, seluruhnya arau sebahagian dari rambahan 400% 
terscbut dalam ayar (1) pasal ini. 

Pasal4 

Unruk pemungutan jumlah uang rebusan ini berlaku Peraturan rentang "Penagihan 
Pajak Ncgara dengan surat Paksa" (Lembaran- Negara rabun 1959 No. 63); 

Pasal5 

(1) Uang tebusan terhutang oleh mereka yang dimaksudkan dalam pasal2 dan atas 
pclunasannya mereka benanggungjawab renteng dan penuh. 

(2) Untuk mereka yang berrempat ringgal di luar Negeri, wakil arau kuasanya yang 
bcrtang,_gung-jawab aras pembayaran uang tebusan im. 

(3) Apabila mereka yang terse but dalam pasal2 di aras merupakan badan yang disebut 
dalam pasal1 ayar (1) Ordonansi Pajak Perseroan, maka para pengurus dan pesero 
pengurusnya, juga wakil-wakilnya di Indonesia bertanggung-jawab renteng dan 
penuh. 

Pasal6 

(1) Barangsiapa dengan sengaja pada tanggal yang telah ditetapkan pada pasal1 ayat (1) 
tidak melakukan kewajibannya tcrmaksud dihukum dcngan hukuman kurungan 
sclama-lamanya 5 (lima) tahun arau hukuman denda paling banyak 100 (scratus) jura 
rupiah. 
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(2) Peri;;ciwa tcrsebut pada pasal 3 dinnggap scbagni pclanggaran dan pcristiwa yang 
tcrscbut pada pasal6 ayat (1) dianggap sebagai kejahatan. 

Pasal7 

Mcntcn Urusan Pendapatan, PembffiyMn dan Pengawasan berwenang menerapkan 
pcraturan y11.ng perlu untuk mdaksanakan Penemp<m Presiden bi. 

Pasa18 

Pcncmpan Presiden ini mulai berlak>J pada har:i yang akan ditt::t:apkan olt::h Mcnttri 
Un~san Pendapat-an, Pembia_yaan dan Pengawasan. 

Agar supaya seciap orang dapat mengemhuinra memerintahkan pcngundangan 
Penernpnn Presiden lm dengan penemp:aLannya d:alam Lembaran-Ncgara Republik 
Indones:a. 

Ditetapkan di Jakarta 
p<Ida tanggal 9 September 1964. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

SUKARNO. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 9 September 1964 

WAKlL SEKRETARIS NEGARA, 

SANTOSO S.H. 
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UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NO.5 TAHUN 1964 

TENTANG 
PERATURAN PENGAMPUNAN PAJAK. 

Pcraruran-pcratumn pajak atas laba, pcndapatan dan kckayaan yang kini berlaku, 
dalam kcadaaan inflasi yang bcrkembang dari tahun ketahun scpcrti sckarang ini, mudah 
sckali menimbulkan has rat umuk menghindarkan scbagian bcsar dari laba, pendapatan dan 
kckaya:m dari pcngcnaan pajak. 

Laba fiskal, yang melipuci pula laba inflasi, yang dinaut dan tctap akan dianut, karena 
sis tim \:lin yang mcngharuskan adanya tata-buku yang lcngkap dan bcnar tidak muclah 
dilaksnakan, mcmbcri dorongan pula untuk mcl:mggar kctcntuan-kctcntuan pajak. 

Tarif pajak pendapatan yang progresinya sangat berat dianggap scbagai hukuman 
oleh mcrcka, yang bckcrja dcngan berhasil, karena dari pcndapatan yang mcnurut ukuran 
sckarang bclum terlalu tinggi, yaitu yang meliputi pada laba inflasi, sebagian terbcsar harus 
clistrahkan kepacla Ncgara bcrupa pajak pcnclapatan. 
Dari pcndapatan scbcsar Rp. 2.000.000,- umpamanya, harus dibayar pajak pcnclapatan 
scbcsar Rp. 1.213.050,-

Sistim pcnilaian harta kekayaan untuk pajak kckayaan bcrdasarkan nilai uang, kccuali 
apabila nilai jualnya lcbih tinggi, dcngan kekayaan bcrsih minimum beban pajak kckayaan 
scbcsar Rp. 300.000,- menclorong orang pula untuk mcnycmbunyikan kckayaannya. 

Walaupun kctentuan dalam pasal 2b Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 yang 
bcrbunyi : 
"Scbagai pcndapatan dimaksud juga cambahan harm yang ternyata dalam tahun cakwim, 
kccuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib-pajak", 
membcri pcgangan pacla Direktorat Pajak untuk mencntukan sccara mudah besarnya 
pcndapatan kcna pajak seseorang, tetapi penagihannya masih menjumpai kesukaran­
kesukaran yang ticlak muclah cliatasi. 
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Sclaio rlaripada lru ada masalah di bl.dang kcpidnnmm yang tcrjalin Jalnm sis tim pemungman 
pajak. yaiw sebagai bcrikur: 

Ciri khas yang melekar pada pengercian la.ba dan pendapatan fiskal adalah ketenman 
bahwa pengercian fiskal itu tidak membeda-bedakan asal-usul, halal dan cidak balallaba dan 
pen.dapamn itu. Dcmikian juga ketentuan fiskal yang dimaksud dalam p.u;al 2b Ord.onansi 
Pajak Pendaparan tersehur d.i atas. 

Ketentuan fiskal itu tidak membeda~bed-akan apakah tambah·.u1 harta itu disebabkan 
olch usaha·us:aha halal atau dipcrokh dcngan tindak pid:ana umpama korupsi. Dcngan 
dernikian maka kekmggaran-kdonggaran fiskal yang sekiranya -akan diadak1m harus discrtai 
pula kdongg.;ran~kdonggaran dibidang kepidanaan. 

MtO}'f!dari sepenuhnyu bahv.~ aparatur pemungutan pajak, yang sedang 
dibangun,unruk scmemara cidak akan mampu menghadapi pelanggaran-pelangg;trnn fiskal 
rcrscbut dan dcngan dcmiki:t.n JUg:\ tidak mampu menghirup lh)•a. bell yang berkelcbihan 
dalam mnsyarnkat l>crnpa pajak, maka olch Pernerintah ttrhadap mod<ll yang terbencuk sudah 
digarisknn suatu kehijaksanaan te:rbcntuk karena tindakan-tindakan disebut di aras. 

Dalam pada itu dapar dikcmukakan bahwa. mcrcka, yang memi!iki modal t:mpa 
membap.r pajak l:~.ma-lama merasa. tidak enak dan menurut pcrunjuk-pemnjuk yang 
r~ipcrolch, mcrcka bcrscd1a mcmcnuhi panggil:m Pcmcrintah untuk ikut sena didalam 
pcmbangunnn ckonomi asalkan diadakan kelonggarao-kdonggaran fiskal dan kepidanann. 

D'llam insrruksi Fresiden Republik Indonesia No. Instr. 2/ KOTOE Tahun 1962 
dan No.lnsu. 6/KOTOE Tahun 1962 Pcmcrinrnh tdah mt:mbtri jamlnan, bahwa daya yang 
disalurkan umuk usaha~usaha produktif dibebaskan darl rumumn pajak dan mc:nglnmusikan 
kepada lnmuksi-insuuksi Pcmcrinta:h, yang berrugas dibidaog fiskal aDtu pidana 1,.1rttuk ridak 
mengadnkan sesuaru pertanyaan, penyelidikan dan pemeriksann retang asal-u~ulnya. 

Dari sudut fiskal bcrnrti hahwa modal tsb. tidak akan dijadik::!n d<'!Sa.t umuk meninjau 
kembrtli pajak : 
rt. Untuk pajak pendaparan, pajak yang terhutang sampai dcng«n tahun takwim sebelum 

mhun pendafraran; 
b. uotuk pajak kckayaan, pajak yang terhutang sampai dengan awal Cihun dalam mana 

pcndaftaran d.ilrtkukan; 
c. untult pajak pcrscroan, pajak yang tcrhutang sampai denga.n tahun buku }'ang 

bemchir sebelum tanggal penrlaftaran. 
Pcraturno Pcngnmpumm Pajak ini, yang disertai peraturan- peramrnn fiskallain umuk 

:ncnimbulkan sunsanalega dibidang pcrpajakkan, dapat dipandang sebagai pelaksanaa.n 
lanjutan darl lnstruksi-int>truksi tsb. 

Pada akhirnra perlu clikcmukakan, bahwa Pemerimah, mengingat keadaan keuangan 
~cgar:t d<.· .. ,rasa ini dan untuk mengatasi kcbutuhan kcuangan Negara berhubung dengan 
mcmuneaknya Rcvolusi :..;asional Indonesia, yang st:karang berada pada tnraf pelaksanaan 
Dwikora disar:"lping mclanjutkan Pcmbangun:an Nasional Semesta Beren<:ana, btrpendapat 
sudah selayaknyct, jika merck::!. yang mcmiliki dn.n mcnikmati, meoguasai, mempergunakan 
modal tsb, diharuskan membayar ttbusan daripada jumlah pajak-pajak yang menuruc 
pcrarur:m·ptrnmrnn fiskal scbcnnmra lcrhurnng kcpada ~cgara. 

PASAL DEl\1I PASAL 

Pasal1 
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Ayat (1) 
Tnnggal17 Agusrus 1965 diambil sebagai batas ;,vakru karena tanggal rang keramat 

ltu mempU0)'1tl pengaruh Psychologis pada rakyat dan sudah sering dlpergumkan unt:uk 
memnnggil para pcnyeleweng ke ja1an yang benac Masa yang lama anmrn tanggal bcdakunya 
penuuran in.i dengao t:mggal 17 Agusrus 1965 sengaja diadakan unruk member! kesempatan 
kepnda mcrcka, yang bersangkutan untuk menyelesaikan persoalannya dcngan seba.ik­
baiknya, urnpamanya saja. menguangkan barang~barangnya umuk membayar tcbusan pada 
saat yang mengunwngkan. 

Dalam masa yang sama iru Direktora.t Pajak akan mcnglntegutsikan pengusutan 
rlengnn c:tra~cara y:mg disempurnakan. Apabila seorang wajib pajak terkena dalam 
ptngusutan ini dan ternyata ia tidak mempergunakan kesempntan mcmperoleh 
pengampumw pajak ini, maka rerhadap wajib paja;k tsb, akan diperluknn pengenaan pajak 
yang biasa, jauh lcbih bcra.t. 

Peng~;ia!;an pengusutan JnJ ak:an didahului dengan suam masa pene~ngan di mana 
akan dijel;o.skan pengercian fiskal tenrang laha, pe:ndapatan dan kekayaan dan modal rang 
d1m<ti<sud da!am Peraruran inL 

Ay" (2) 
Ttrmasuk da!am jumh1h p:ajak-pajak yang menuruc peraturan·pcrnturan fiskal 

st:bcnamya terhutang kepada Kcgara adaluh bea meterai modal, rang rerhutang, npabila 
sesuatu Pcrscroan terlmtas yang sesudah mcndaftarkan modalnya mempcrgunakan itu 
sebagai pcnambahan statutairnya. 

Juga para pemegang saham mcncrirna saham-sahamnya tanpa mcnyctm mmg untuk 
mcmperoleh saham-saharn itu, dibebankan dari pajak peodapamn pajnk kekayaan db;amping 
pcmbcbasnn P.T bersangkutao dari pcmotongan dan pembayaran pajak dividen. 

Ayat (3) 
Bes.arnya pungutan tcrganrung dui bidang kemana-modal im telah dan sedang 

dlsnlurkan; demilcian itu menu rut penunjukkan dan kepumsan Menteri Urusa.n Pendapatan, 
Pcmbiayann dan Pengawasan. 

Di d:dam ha1lni Pemcrintah mernandang per1u untuk m~mbcrikan perangsa.ng 
k~.·pnda para pengusaha umuk mdnkukan penanaman~pen:aoaman pada usahaMusaha baru dan 
yang $Udah ada, yang dapat mcmpcrtinggi produksi dengan ialan mcngurangi persemasi 
pungutnn unng rebusan dari 10 (sepuluh) menfadi 5 Qirna} persen. 

Yang dimak:md dcngan pcnamunan dl sin! yalah pengcluaran~pengeluaran umuk alat­
alar perusahaan yang lang:mng dapat mempertinggl produksi dalam lapangan : 
a. pcrtankln, perik:man. pctcrnakan 
b. perrnmbangan. 
c. perimlustrian, 
d. pengangkutan 

dengan pengccualinn : 
I, Pengeluaran-pwgcluaran untuk alnt-ahu pt;;I'I.lSnhaan yang rerlebih dahulu digunakan 

di Indonesia; 
2. pengehw.rnn yang dianggap mewah, atas percimbangan Kep:Ua Direktorat Pajak, 

Penanam::,n tcrscbut harus ternyata pada saat pcndaftaran.. Apabila pcmmaman itu 
sedang dilaksAnakan maka rencruu yang konkrit. khusus mengena.i ben.tuk modal dan waktu 
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ynng laya1-.:. untuk menyelcsnikan rcncamt pcnanaman itu, harus pula dapat dinynrakan da!am 
surm permohon<'~n p.ng ditujukan kepada Menteri Urusan Pcndapatan, Pembiayaan dan 
PengJ.wasan, Atas pennohont~n rsb. akan dikeluark:l.n surat-keputusan oleh Menteri Urusan 
Pcm.hpatan, Pc.:mhiayaan dan Pcngawasan. 

Ayn~ (4) 
Knrena penurunan pt:tsentasi pungutiln yang tebus"ID da.r.i 10 (scputub) mt:njadi 5 

(lima) pcrscn bcnar-bcnar dimaksudkan scbagai pernngsang unruk mconnam modal, maka 
scbugai kon:sckwcnslnyalalah, bahwa modal yang taclinya terdafmr atas pungutan uang 
tebusan sebcsar 5 (lima) persen, akan tempi di kemudian bari cernp.ra bahwa tidak 
seluruhnya modal tcrscbut ditanam dalam bidang usaha yang ditunjuk olcb Mcntcri ·crusan 
Pend2parnn, Pemhiayaan d.'to Peogawasan, ams bagian modal Y>1ng tidak dipergunaknn 
sesuai dengan rcncana scmula, masih dipungut kekunmgannya sebesar 5 (l.ima) pcr.scn lngi. 

Pasa.1 2 

Dalam pmktek scring, tcrjadi, bahwa seorang yang mempergunakan uang orang lain, 
cidak bersedia mernberitahu siapn pcmilik uang itu dan cidak pula bersedia mernbayar pnj:tk 
;nas hasil modal itu, karen:~. baglan ktumungan yang diterima hany2lah sebagian kecil saja. 

Dalam peramnm im deogan tegas dinyatakao, bah'\va orang yang menikmari 
menguasai, mempergcnalmn uang itu di\vajibkan mendaft:nkan dan seka.Egus mcnyctorkan 
jumlah tebusan di Kas Negara. l.:nruk iru orang tidak pcrlu secara tegas mempunyai hak 
unwk menlk:nati, menguasai atau rncmpcrgunakan modal tersebut. Asalbn ia 
bcrkesempatan saja. umuk memkman, menguas:<i atau mcmpcr.!r-makan modalltu, 1a sudah 
berkewajiban. 

Kewajib~ut itu terdlti dad mendafrarlmn modal, yang menurut peraturan fiskal 
scbenarnya dikcna.kan pajak, menghitung jumlah uang tebusan dan sekaligus menyetor uang 
rebusan itu di Ka.s Negam, menuruc cara-cara yang akan diamr kemudian oleh Menceri 
Urusan Penclapatan, Pembiayaan dan Pcngawasan. 

Aktlvi!as pertama umuk mcnuna.ik:tn kcwajiban diatas harus darang dari mcrcka 
yang berkewajiban, baru kcmudian Dircktorat Pajak akao mengadakan penelitinn dan 
pcngusutan. 

Pasa13 

Pasal4 

Cukup it.las. 

Ay;;t(1) 
Sebagaimiln1\ dijclaskan didabm penjelasan pasal2, nmgk:Uan orMg~orang, yang 

mcmilild, mcnikmati, mcngu:tsal, mempergunakan, berkesempanm menikmnti, mcngoasni, 
:ncmpcrgunakan, modal dimaksud dalam pernturnn i.ni mcrup:tkan suaru team yrtng dupat 
rncmpcr:sulit pcnunaian tugzs Direktorat Pajak. 

Knrcna iru sesuai dengan semttngat kegotong-royongnn diantaranya mereka, rnaka 
rr.ereka benanggung~):awab :renteng dan penuh atas peiunasan uang tcbusan. 
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Pasal5 

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas, 

Pasal6 

Cukup ldas, 

Pas:al7 

Cukup jela.s 

Pas a( 8 

Unruk mempersiapbm tam-usaha Dircktorat Pajak seperci penyusunan brosur~brosur 
pcm:rangan, bln.nko-blanko ishn dipedukan waktu. 

Karcnn itu peoetapan tanggnl bcrlakunya pcraruran ini diserahkan kepada Mcmcri 
Urusan Pendapatan, Pcmblayaan dan Pengawasan, yang mengetahui kes.t:muanya itu. 

LEMBARAN NEGARA NO. 89 DAN T~lBAHAK LEI><ffiARAN NEGARA NO. 2677 
TAHUN 1964 YANG TELAH DJCETAK ULANG 
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Menimbang: 

KEPUTlSSAN PRES! DEN REPUBLlK INDONESIA 
NOMOR26TAHUN 1984 

TENTANG 
PENGAMPUNAN PAJAK 

PRES!DEN REPUBLlK INDONESIA, 

a" bahwa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun J 983 
tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undanu Norrmr .. 8 Tahun 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah, telah diciptakan sistem perpajakan baru guna 
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiaynan negara dan 
pembangunan nasional; 

b. bnhwa untuk melaksanakan sistem perpajakan baru tersebut dengan baik 
diperlukan adanya pangkal tolak yang bersih berlandaskan kejujuran dan 
keterbukaan dari masyarakat; 

c. bahwa dalam nmgka upaya untuk mencapal hal tersebut di atas, dipandang 
perlu untuk memberikan pengampunan di bldang perpajakan; 

Mengingat: 

Pasal4 ayat (1) Undang-Undang Dasar l945~ 

MEMUTUSKAN: 

Menelapkan : 

KEPUTUSAN PRES!DEN REPUBUK INDOI'ESIA TENTANG 
PENGAMPUNAN PAJAK. 

Pasal 1 

(I} Wajib Pajak orang pribadi atau badan dengan nama dan dalam bentuk apapun 
baik yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak diberi 
kesempatan untuk mendapatkan pengampunan pajak. 

(2} Pengampunao pajuk sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) dlberikon alas 
pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau 
dipungut sesuai dengan pemturan perundang-undangan yang berlaku yang 
terdiri dari : 

a. Pajak Pendapatan atas pendapatan yang diperoleh dalam lahun pajak 
1983 dan sebelumnya; 

b. Pajak Kekayaan atas kekayaan yang dimiliki pada Langgal I Januari 

Universitas Indonesia 

I 

l 
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1984 dan sebelumnya; 
c. Pajak Perscroan atas laba yang diperoleh dalam tahun pajak 1983 dan 

sebelumnya; 
d, Pajak atas Bunga. Dividcn dan Royalty yang terhutang atas bunga, 

dividen dan royalty yang dibayarkan atau disedlakan untuk dibayarkan 
sampai dengan tanggal31 Desernber 1983; 

e. MPO wapu yang terhutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya; 
f. Pajak Pendapatan Buruh (PPd.l7a) yang terbutang dalam tahun pajak 

1983 dan sebelumnya; 
g. Pajak Penjuafan yang terhutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya. 

Pasal2 

(I) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan 
pengampunan pajak adalah : 

a. Mendaftarkan diri pada Kantor Inspeksi Pajak dalam wllayah Wajib 
Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan, bagi yang belum 
mempunyai nomor pokok wajib pajak~ 

b. Menyampaikan pemyataan tcrtulis mengenai jenis pajak dan tahun 
pajak yang dimintakan pengampunan; 

c. Menyampaikan daftar kekayaan per 1 Januari 1984 yang benar bagi 
Wajib Pajak orang pribadi yang mcnyelenggarakan pembukuan; 

d. Menyampaikan Neraca per 1 Januari 1984 yang benar bagi Wajib 
Pajak orang pribadi yang menye!enggarakan pembukuan dan bagi 
Wajib Pajak badan; 

e. Mengisi Surat Pemberltahuan dengan sebenamya mengenai 
penghasiian rabun 1984 bagi Wajib Pajak Pajak l'enghasilan, 
kekayaan per I Januari 1985 bagi Wajib Pajak Pajak Kekayaan, 
peinungutan/pemotongan Pajak Penghasilan tahun 1984 dan 
pemungutan Pajak Penjualan serta Pajak Pertambahan Nilai atas 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
terhutang dalam tahun 1984; 

f. Mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan mengena[ segala jenis 
pajak untuk dan pada tahun~ta.hun 1985, 1986 dan 198-7. 

(2) Dalom hal persyaratan tersebut pada ayar (l) tidak dipenuhi, maka 
pengampunan pajak dengan sendirinya gugur. 

Pasal 3 

( l) Atas pajak-pajak yang bclum pemah atau belurn sepenulmya dikenakan atau 
dipungut yang dimintakan pengampunan pajak, dikenakan tebusan dengan 
tarip: 

a. I% (satu persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk 
menghitungjumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagl Wajib 

Unlversilas lndonesla 
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Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Kepumsan Preslden lui telah 
memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan 
tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984; 

b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar 
untuk rnenghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi 
Wajib Pajak yang pada langgal direrapkannya Keputusan Presiden ini 
belum memasukkan Surat Pemberirahuan Pajak PendapataniPajak 
Pcrseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984. 

(2) Jumlah kekayaan yang dijadlkan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang 
dimintakan pengampunan adalah kekayaan bersih yang tercantum dalam 
daftar kekayaanlneraca per 1 Januari 1984 yang benar, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (I) huruf c dan huruf d dengan jumlah keka.yaan bersih 
yang tercantum dalam Surttt Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak 
Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1 984. 

Pasa14 

(l) Jumlah kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 ayar (2) dimasukkan 
dalarn modal perusahaan. 

(2) Peningkatan modal saham sebagai akibat pertambahan modal perusahaan 
dibebaskan dari Bea Meterai Modal. 

(3} Penambahan nilai saham dan atau pemberian saharn baru kepada pc:mcgang 
saham sebagai akibat pcrtambahan modal perusahaan dibebasknn darl 
pengenaan Pajak Penghasilan. 

Pasal5 

(I) Pernyataan dafam rangka pengampunan pajak sebagaimana dlmaksud dalam 
Pasal2 ayat (1) harus disampaikan ke Kantor Jnspeksi Pajak dalam Wilayah 
Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan, setambat-lambatoya pada 
tanggal 31 Desembcr J 984, 

(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) yang disampalka.n langsung 
oleh Wajib Pajak ke Kantor lnspeksi Pajak harus diberi landa penerimann, 
sedangkan yang dikirim dengan pos tercatat, resi pengiriman dl.anggap 
sebagai tanda bukti penerimaarL 

Pasal6 

Daftar kckayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf c dan huruf 
d harus disampaikan kepada Kepala Inspeksi Pajak dalam wilayah Wajib Pajak 
bcrtempat tinggal atau berkedudukan, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 
1984 disertai umda bukti setoran uang tebusan sebagaimana ditetapkan dalam 
Posal 3, 

Universitas Indonesia 
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Pasal7 

{I) Wajib Pajak yang melapor unttJk mendapatkan pengampunan pajak atas 
pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dibebaskan dari 
pengusutan fiskaL 

(2) Laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak dijadikan 
dasar penyidikan dan penuntutan pi dana da\am bentuk apapun terhadap Wajib 
Pajak. 

Pasal 8 

Bagi Wajib Pajak yang sedang dalam proses pemeriksaan untuk keperluan 
perpajakan atau Wajib Pajak yang dalam proses penyidikan pada saat berlakunya 
Keputusan Presiden ini, bilamana dari Japoran pemeriksaan atau penyidikan 
dlmaksud telah diketahui jumlah pajak yang seharusnya terhutang, maka untuk 
jumlah yang telah diketahui tersebut tidak dapat diberikan pengampunan pajak. 

Pasal9 

Hal-hal yang belum cukup diatur berkenaan dengan pdaksanaan Kepumsan 
Presiden ini diatur Jebih (an jut oleh Menteri Keuangan. 

Pasal 10 

Keputusan Prcsiden lni mu!ai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Kepmusan 
Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, 

Dttetapkan di Jakarta 
pada tanggal 18 April 1984 
PRESIDEN REPUBLJK INDONESIA, 

tld. 

SOEHARTO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tangga! l8 April 1984 
MENTERIISEKRETAR!S NEGARA REPUBLJK INDONESIA, 

ttd. 

SUDHARMONO 

Univcrsi!as lndonesia 
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r•R£SIOEN 
I?I:YU13UK INOONESIA 

PERATURAN PEMERINTAH 

PENOGAN1'1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2008 

TENTANG 

PERU BAHAN KEEMP,-'-T A'fAS UNDA.NO-UNDANG NOM OR 6 TAHUN JVS3 
TEN'l'ANO KETE~TUAN UMVM DAN l'ATA CARA PERPAJA!<AN 

DENG/,N RAHMI\'rTUHAN YANG MAHA ESA 

PJ.iESIDEN REPUBLJK INDON!'!.:SI/\, 

Memmbang: a. bahwa Calam rangka :nenghadapi darnpak krisho keuangan 
global, sangnt mendcsak untuk mernperkuat basis 
perpajnkan nasiona! guna mendukung pcncrimaan negara 
dari scktor pcrpajakan yang lebih stabil; 

b. bahwa pclaksanaan Pasal 37 A ayat (1} Undang-Unrlang 
Nomor 28 Tahun 2007 tcntang Perubahnn Kctiga atas 
Undar.g-Undang Nomor 6 iahun 1983 tentang Ketcntuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efcktif uilluk 
mempcrkuat basis perpajakan nasional; 

c. bahwa masih banyak masyarakat yong ingin mcmanfaatkan 
fasilitas pcngurangan atau penghapu:san sanksi administrasi 
pe.rpa.:akan ~;>ebagaimana diatur d.alam Pasal 37A ayat (1: 
Undang~Undang Nomor 28 Tahun 2007 tcntang Pcrubahan 
Kctigc: atas UndangMUndang Nomor 6 Tahun 1983 te:itang 
Kcter.:~uan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 

d, bahw,J. berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 
da.lan; huru:J a, huruf b, dan huruf c, pcrlu mc:mperpanjang 
jangka waktu pelak:sanaan kctcntuun Pasa\ 37A ayal (1) 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pcrubahan 
l<etig:.1 atas Undang~Undang No:nor 6 Tahun 1983 tentang 
Keter:tuan Umum dan Tala Cam Perpajakan dcngan 
menctapkan Pcraturan Pemerintah Ptmgganti Undo:ng­
Und.-.ng tcntang Perubahan Kccmpal atas Undang-Uodang 
Nomor 6 'rahun 1983 tentang Kctcntuan Umurn dan Tata 
Cara Pcrpajakan; 

Mcngingat: , _. 
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I"RESIOO:N 
RE:I-'UBLIK INOONI'::SIA 

- 2 -

Mengingal: l. Pasa! 22 ayat {l} Undang·Undang Oasar Ncga:wa Republik 
lndoncs:a Tnhun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tnbun 1983 tentang Ketcntuan 
Umurn {!an Tata Cata Perpajakan iLembaran Negara RepubHk 
Indonesia 1'ahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lcmbaran 
Negara .Rcpublik Indonesia Nomor 32621 sebagaimana wlah 
beberapa kali diu bah tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 
28 'f'ahun 2007 (Lembaran Ncgan\. Repub\ik Indonesia 'I'ahun 
2007 Nomor 85, iambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4740); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATU.RAN PEMI.tRINTAH PENOCANTl UNDANG-UNDANC 
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG·UNDANG 
NOMOR 6 TAHUN 1983 TEN'rANG KEiENTUAN UMUM DAN 
't'ATA CARA PERPAJAKAN. 

Pasall 

Ketcntuan Pasal 371\ ayat (l) Undang-Undang Nomor 6 
1'ahuo :983 tentang Keto::ntuan Umum dan Tarn Cara 
Pcrpa.ja;\an (Lcmbaran Negara Rcpublik indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik lndoncsw, 
Nomor 3262} scbogaimana tclah bcberapa kali diubah dcngan 
Undang-Undong: 

a. Notr.or 9 Tahun i 994 {Lembaran Ncsara Rcpublik lndo:v.!S1a 
't'al;-.m 1994 Nomor 59, Tambahan Lcmbarrm Neaar<1 
Repubtik Indonesia Nomor 3565); 

b ;.;omor 
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PRE:S!DE:N 
~t:I"UB!..IIf. INDONESIA 

• 3 . 

b. Nomor 16 iahun ::woo (Lernbnran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 126, Tarnbahan Lcmbaran Negara 
Repub:lk Indonesia Nomor 3984); 

;;. Nomor 28 Tahun 2007 {Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
1'ahun 2007 Nomor 85, 'Tambahan Lembaran Ncgara 
Republik indoncslu Nomor 4740), 

diubah, &:<.!hingga bcrbunyi sebagai berikut: 

Pasal 37A 

{1) Waj:b Pajak yang mcnyampaikan pcmbetulo.n Smat. 
Pcn:berilahuan Tahunan Paj.ak Penghnsilan schelurn 
Tah•J.n Pajak 2007, yang rnengakibatltan pajak yang masih 
haru.s dibayar mcnjad\ lebih bcsar dnn dilakukan paling 
!a.mix.u tanggul 28 Pcbrual'i 2009, dnpat dilx:rikan 
pcngurangan atau penghapusan .';lallk.."ii administrasi 
berupa hunga att\s kctcrlambato.n pelunasan kekurai'lgan 
pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan arau 
ber;.iasarkan Peraturan Mcntcri Keuangan. 

Pasalll 

Pcraturcn Pemcrintah Pcngganti Undang·Undang inl mutai 
bcrlaku pada tanggal 1 Januari 2009. 

Agar '"' 
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PRE:SIOf;;N 
RE.PUBL.I.K INDONE:SIA 

Agar sedap orang mengetahuinya, mcmerintahl:an 
pengundangan Peraturan Pcmerintah Pengganti Undang­
Undang ini dengan pencmpatannya. dalam Lcmbaran Negara 
Republik lndonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
parla tanggal. 31 Desember 2008 

Ditetapkan dl Jakarta 
pada tanggo.l 31 Dc$embcr 2008 
PRESI.DEN REPUBL!K INDONESlA 

ttd 

DR. H. SUSlLO Bt\MBANG YUDHOYONO 

MENTER:J HUKUM DAN HAK ASASI MANUSJA 
REPUaLIK INDONESIA, 

ttd 

ANDI MA'ITALATi't\ 

LEMBARAN NEGAR'\ REPUBLIK INDONESIA iAHUN 2008 NOM OR 211 
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PRESIOEN 
REPUBLIK !NOONESIA 

PENJELASAN 

ATAS 

PERAiURAN PEMER!NTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNOANG REPUBLIK INDONESIA 

NOM OR 51'AHUN 2008 

TENTANG 

PI!:RUBAHAN KE:EMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAI-IUN 1983 
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 

!. VMUM 

Undang-Undang Nomor 28 'fahun 2007 tcntang Pcruba.han Kctiga <ltas 
Undang-Undo.ng Nomcr 6 Tahun 1983 tentang Kctcntuan Umum dan Tatu 
Cara Perpajakan mcrupakan sa!ah satu tonggak perubahan yang mendasar 
dari reformasi perpajak.an di Indonesia. Undang-Undang ini dis.usun dcng.an 
tuju:an antara Lain untuk lebih mcrnbedkn:n kcadilan, mcninglmtkall 
pelayanan kcpada Wajib Pajak, meningkatkan l«:pas1ian dan pcnegakan 
hukutrt, serta meningkatkan keterbukann adminlslrasi pcrpajakan dan 
kcpattJhan $ukarc:la Wojib Pajak yang pada akhirnya mcningka.tkan 
pencrimaan negara dad sektor pcrpajakan. 

Pasal 37A ayat !I} Undang~Und'ang Nomor 28 Tahun 2007 tentung 
Pcrubahan Ketiga ato.s Undang~Undang Nomor 6 Tahun 1983 tcntang 
K~lentuan Um1,1m dan Tata Cara Pcrpajakan rncrupakan ketentunn kbu:-ms 
yang membcrikan kcscmpatun kcpada Wajlb Pajak untuk lcbih terbuka dan 
jujur dalam mcmenuhi lcewajiban perpajakannya yang telah lnlu. Apabila 
Wajlb Pajak menyampaikan pcmbetulan Surat Pcmbcritahuo.n Tahunan 
Pajak Penghasilan sebe!um Tahun Pajak 2007 yang mengakibatknn pajnk 
yang masih harus dihayar mcnjadi lcblh bcsar dan diiakukan paling lama 
dalam jangka waktu l {satu) tabun setelah bcrlakunya Undang~Undang 
Nomor 28 Tahun 2007 tcntang Pcrubuhan 1\etiga atas Undang-Undang 
NomQr 6 Tahun 1982 tentang Kctenluan Umum dan Tala Cnru Pcrpajakun, 
Wajib Pajak dapat diberik:an pengttrangan atau pcnghapusan sanksi 
administrasi berupa bunga atas kctcrlambatan pelunasan kckurangan 
pcmbayaran pajaknya. 

Oalam •.. 
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- 2 • 

Dalam rangka me:nghudapi dampa.k krisis keuangan global, sangat mcndesak 
untuk memperkua.t basis perpajakan nasional guna mcndukung pcnerimaan 
neg;;~.ra dari sektor perpajakan yang lebih stabiL Pelaksanaan Pasal 37A ayat 
OJ Undang·Undang Nomor 28 iahun 2007 tentang Perubahan Ketigu atas 
Undang·Undang Nomor 6 Ta.'1un L983 tentang Ketentuan Umum dan Tara 
Caxa Perpajakan sangat efektli untuk mempcrkuat basis perpajnknn nMionaL 

Menjeiang bernkhirnya jangka waktu pembcrian fasilitas pcngurnngan atou 
penghapusan sanksi administrasi perpajakan scbagaimana diat.ur dalam 
Pasal 37A ayat (1) Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2007 LCntang 
Pe:-ubahan Kctiga atas Undang~Undan~ Nomo-r 6 Tahun 1983 tcntung 
K<:tcntuun Urnum dan Tata Cara Perpajakan, masih banyak masyarakat 
yaf'.g ingin memanfaatkan fasi!itas dimaksud, namun men~alami kendala 
kurangnya waktu datam mempersiapkan pcnyampaian pembctulan Surat 
Pcm bc:ritahuan Tahur:an Paja!t Penghasilan. 

Dcngan mempcrhatik:tn hal tersebut di atas, pcrlu segcra memperpanjang 
jangka waktu pe!aksanaan ketcntuan Pasat 37A ayat (1) Undang~Vndang 
Nomor 28 T<~:hun 2007 tentang Pcrubahan Kctiga atas Undang·Vndane 
Nomor 6 Tahun 1983 ten tang Ketcntuan Umum dan Tala Cara Perp<tjakon. 

JL PASAL DEMI PASAL 

Pasall 

Cukupjc!o.s 

Pasall! 

Cukup jclas. 

TAMBAHAN LEMB,\RAN NEGAAA REPUBLIK iNDONESJA NOMOR 4953 
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